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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Sekretariat Kabinet, sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas 

memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden 

dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasar 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, 

mempunyai kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi (RB) seperti 

instansi pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan RB, Sekretariat Kabinet 

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 

(Permenpan Nomor 11 Tahun 2015). Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet 

dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Kabinet yang bersih 

dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang 

memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). 

Sejalan dengan hakikat RB, maka upaya penciptaan birokrasi yang 

ideal tersebut, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan,  

atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan) 

program RB, yakni perubahan pola pikir (manajemen perubahan), sistem 

pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem 

manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peraturan perundang-

undangan, kualitas pelayanan publik, dan Quick Wins.  Dengan 9 (sembilan) 

program RB ini, Sekretariat Kabinet pada tahun 2016 melaksanakan RB 

sebagaimana   direncanakan  dalam  dokumen  Rencana  Kerja  (Work  Plan) 

Pelaksanaan... 
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Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet tahun 2016 yang 

ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2016 

tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik 

Indonesia Tahun 2016 (Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2016). 

Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan RB dimulai sejak 

Gelombang I khususnya dengan terbentuknya Tim Percepatan Reformasi 

Birokrasi di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet pada 

tahun 2007. Pelaksanaan RB untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) dilakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan.  Pada tahun 2016, yang merupakan pelaksanaan RB 

Sekretariat Kabinet tahap ke-2 Gelombang III, tentunya merupakan 

kelanjutan dari pelaksanaan RB tahap-tahap sebelumnya, yang 

menghasilkan beberapa capaian peningkatan kondisi yang diharapkan 

dalam pelaksanaan RB pada setiap area perubahan. 

Dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan RB dan 

permasalahan yang dihadapinya, pada tahun 2016 Sekretariat Kabinet 

melaksanakan evaluasi, baik evaluasi internal maupun evaluasi eksternal.  

Evaluasi internal dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi (monev) 

oleh unit kerja yang memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan 

penyelenggaraan RB di Sekretariat Kabinet (selanjutnya disebut monev 

internal),  dan penilaian dilakukan secara mandiri atas pelaksanaan RB 

(PMPRB) oleh Tim Asesor Sekretariat Kabinet.  Sedangkan evaluasi eksternal 

melalui penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluator dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN 

dan RB). 

Monev  internal  dilaksanakan  dengan  check  and  recheck  melalui 

desk  study  dan  koordinasi  dengan  pejabat/pegawai  terkait  guna  dapat  

memberikan gambaran capaian pelaksanaan RB pada setiap area 

perubahan dan permasalahan yang dihadapinya.  Berdasar hasil monev 

tersebut... 
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tersebut, Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Administrasi menyusun 

Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet.  Sebagai  bahan untuk 

mendukung evaluasi tahap berikutnya (PMPRB dan evaluasi eksternal), 

Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet ini memuat data dan informasi 

mengenai capaian pelaksanaan RB pada setiap area perubahan dan 

permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RB 

Sekretariat Kabinet dapat menyajikan bukti dokumen pelaksanaan kegiatan 

RB (evidence), namun mengingat besarnya  jumlah  dokumen yang menjadi 

bukti (evidence) maka dokumen pelaksanaan RB difile tersendiri. 

Dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet ini, 

diharapkan dapat dijadikan bahan dukung untuk efektifitas dan efisiensi  

evaluasi berikutnya (PMPRB dan evaluasi eksternal) guna menghasilkan 

penilaian dan rekomendasi perbaikan bagi Sekretariat Kabinet dalam 

melaksanakan RB yang berkesinambungan yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet. 

B.  Dasar Hukum 

Dasar hukum pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet tahun 

2016: 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019; 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet;  

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran 

Keberhasilan Reformasi Birokrasi; 

6. Peraturan... 
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6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi 

Birokrasi Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 

2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; 

8. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;  

9. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2015 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 

2015-2019; 

10. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2016 tentang Rencana 

Kerja Reformasi Birokrasi Sekrekretariat Kabinet; 

11. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2016 tentang Quick Wins 

Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet. 

C.  Tujuan dan Sasaran  

Penyusunan Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet Tahun 

2016 bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif 

pelaksanaan RB, baik capaian program dan kegiatan RB Sekretariat Kabinet 

sepanjang tahun 2016 maupun permasalahan yang dihadapi.  Selanjutnya 

penyusunan Laporan ini bertujuan untuk menjadi bahan acuan dan feed 

back guna mendukung pelaksanaan evaluasi internal (PMPRB) dan evaluasi 

eksternal. Sedangkan sasaran penyusunan Laporan Pelaksanaan RB 

Sekretariat Kabinet Tahun 2016 ini adalah: 

1. Teridentifikasinya capaian sasaran dan program pelaksanaan RB di 

lingkungan Sekretariat Kabinet pada tahun 2016 sesuai dengan Road 

Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 dan Rencana 

Kerja (Work Plan) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2016; 

2. Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya 

dalam pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Kabinet;  

3. Teridentifikasinya... 
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3. Teridentifikasinya upaya untuk perbaikan pelaksanaan RB tahap 

berikutnya; dan 

4. Teridentifikasinya dokumen pendukung sebagai bukti (evidence) 

pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet tahun 2016. 

D.  Sistematika Laporan  

Sistematika Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat 

Kabinet Tahun 2016, sebagai berikut: 

1. Kata Pengantar; 

2. Daftar Isi; 

3. Bab I Pendahuluan; 

Bab ini menguraikan secara ringkas latar belakang penyusunan 

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 

2016 (Laporan RB Tahun 2016); dasar hukum; tujuan dan sasaran 

penyusunan Laporan RB; dan sistematika Laporan RB Tahun 2016. 

4. Bab II  Rencana Kerja (Workplan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Tahun 2016; 

Dalam bab ini menguraikan arah kebijakan reformasi birokrasi 

yang didalamnya memuat uraian mengenai Nawacita; agenda 

pembangunan nasional; dan tujuan dan sasaran RB. Selanjutnya Bab 

II ini menguraikan mengenai peran dan struktur organisasi 

Sekretariat Kabinet; dan rencana kerja (work plan) pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2016 yang mencakup 

9 (sembilan) Program Reformasi Birokrasi,   

5. Bab III Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 

2016;  

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Sekretariat Kabinet Tahun 2016 yang menggambarkan pencapaian 

atas komponen pengungkit dan komponen hasil. Bab ini juga 

menguraikan mengenai  evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi 

 Sekretariat... 
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Sekretariat Kabinet; saran tindak lanjut dalam Area Of Improvement 

(AoI) hasil evaluasi pelaksanaan atas reformasi birokrasi Sekretariat 

Kabinet tahun 2015; permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi 

dan upaya pemecahannya; serta rencana perbaikan untuk 

peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat 

Kabinet.   

6. Bab IV Penutup; 

Dalam Bab Penutup ini berisi simpulan dan rekomendasi, yang 

menguraikan secara singkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi 

Sekretariat Kabinet Tahun 2016, serta rekomendasi yang akan 

dilaksanakan oleh  Sekretariat Kabinet dalam rangka meningkatkan 

pelaksanaan reformasi birokrasi. 

7. Lampiran 

a. LKE; 

b. Evidence. 

 

 

BAB II... 



BAB II 

RENCANA KERJA (WORK PLAN)  

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  

TAHUN 2016 

 

A. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi 

 Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan 

yang baik, seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu 

melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) yang diatur dengan Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-

2019 (Permenpan Nomor 11 Tahun 2015). Kebijakan RB tersebut 

berdasarkan beberapa arah kebijakan pemerintah, sebagai berikut: 

1. Nawacita 

Menghadapi tantangan utama pembangunan terkait dengan tata 

kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, Pemerintah 

dalam Kabinet Kerja melalui agenda prioritas ke-2 dalam Nawacita, 

yakni “Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”, 

menyusun 5 (lima) sub agenda prioritas, diantaranya “Penyempurnaan 

dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)”. 

2. Agenda Pembangunan Nasional (arah kebijakan  dan strategi) 

Dari sub agenda prioritas pembangunan tersebut,  untuk 

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien,  

Pemerintah menyusun arah kebijakan dan strategi sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019: 

a. Restrukturisasi... 
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a. Restrukturisasi kelembagaan; 

b. Penguatan kapasitas pengelolaan RBN (penguatan kelembagaan dan 

tata kelola, penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur 

negara, perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi 

pemerintah daerah, dan penyempurnaan sistem evaluasi 

pelaksanaan RBN); 

c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, 

kompetitif dan berbasis merit; dan 

d. Peningkatan pelayanan publik. 

3. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi 

 Berdasar Perpres Nomor 81 Tahun 2010, reformasi birokrasi 

bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional 

dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan 

bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan 

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.  

Sedangkan sasaran RB adalah: 

a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, 

dan nepotisme; 

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan 

c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 

 Lebih lanjut, untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam 

tujuan dan sasaran RB tersebut, perlu dilakukan perubahan seluruh 

aspek manajemen pemerintahan terkait  area perubahan organisasi, 

tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, 

pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (mind set) 

dan budaya kerja (culture set) aparatur, sebagaimana dapat dilihat 

dalam gambar berikut: 

 
 Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 
Area Perubahan dan Sasaran RB 

 

B. Peran dan Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet 

Sekretariat Kabinet sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,  berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan 

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Kabinet, menjalankan peran yakni mengelola 

manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan peran tersebut mengarah pada 

upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet  guna memberikan 

kontribusi pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas 

Kabinet Kerja (Nawacita).  

Berikut gambaran kedudukan, tugas dan fungsi, dan struktur 

organisasi Sekretariat Kabinet, serta dukungan Sumber Daya Manusia: 

 

 

 

 

 

1. Kedudukan... 
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1. Kedudukan 

Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh 

Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden.  

2. Tugas 

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan 

pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

3. Fungsi 

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh penyelenggaraan fungsi 

yang meliputi: 

a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program 

pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, 

pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman; 

b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, 

keamanan, perekonomian, pembangunan manusia dan 

kebudayaan, serta kemaritiman; 

c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di 

bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan 

manusia dan kebudayaan serta kemaritiman; 

d. Pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas 

permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan 

perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan 

perundang-undangan;  

e. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan 

pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin 

dan... 
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dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, 

penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, 

pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional 

penerjemah, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan 

dan keprotokolan; 

f. Pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan atau 

pangkat aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet; 

g. Pemberian dukungan pelayanan dan administrasi perencanaan, 

keuangan, dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi 

tanggung jawab Sekretariat Kabinet, fasilitasi pendidikan dan 

pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan 

dan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; 

h. Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan 

informasi dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan 

operasional kabinet, serta penyediaan sarana dan prasarana 

pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat 

Kabinet; 

i. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat 

Kabinet, dan; 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau 

wakil Presiden. 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Sekretariat Kabinet mengintegrasikan antara 

fungsi perancangan perundang-undangan dengan fungsi 

pemantauan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta 

pembagian bidang melalui pendekatan sektoral, yaitu bidang politik, 

hukum... 
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hukum dan keamanan, bidang perekonomian, bidang pembangunan 

manusia dan kebudayaan, serta bidang kemaritiman. Pembagian 

menjadi empat bidang ini diharapkan agar pelaksanaan tugas dan 

fungsi sebagai pengelola manajemen kabinet berlangsung secara 

efektif. Selengkapnya struktur organisasi Sekretariat Kabinet terdiri 

dari: 

a. Wakil Sekretaris Kabinet 

b. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

c. DeputiBidangPerekonomian 

d. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  

e. Deputi Bidang Kemaritiman 

f. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 

g. Deputi Bidang Administrasi 

h. Staf Ahli Sekretaris Kabinet, terdiri dari: 

1) Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat  

2) Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim  

3) Staf Ahli Bidang Komunikasi  

4) Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; dan 

5) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional. 

i. Staf Khusus Sekretaris Kabinet 

j. Inspektorat 

k. Pusat Data dan Teknologi Informasi 

5. Dukungan Sumber Daya Manusia 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kabinet 

didukung kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 514 orang 

(Per 1 Januari 2017),  dengan rincian  berdasarkan status pegawai, 

golongan... 
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golongan, eselonisasi, jenjang pendidikan, umur, dan jenis kelamin 

sebagaimana gambar berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Grafik Peta Kekuatan Pegawai  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

 

Gambar 2.2 

Grafik Peta Kekuatan Pegawai  
Berdasarkan Eselonisasi 

 

 

Gambar 2.4 

Grafik Peta Kekuatan Pegawai 

Berdasarkan Umur 

 
 

Gambar 2.5 

Grafik Peta Kekuatan Pegawai 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

C. Rencana... 
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C. Rencana Kerja (Work Plan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Sekretariat Kabinet Tahun 2016 

Melaksanakan amanat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Road Map Reformasi 

Birokrasi 2015-2019 (Permenpan Nomor 11 Tahun 2015), Sekretariat 

Kabinet melaksanakan  Reformasi Birokrasi (RB) secara berkesinam-

bungan dan berkelanjutan yang pada tahun 2016 merupakan 

pelaksanaan RB tahap ke-2 pada Gelombang III. Pelaksanaan RB 

Sekretariat Kabinet dimaksudkan untuk menyempurnakan, menguatkan 

atau menata birokrasi melalui pelaksanaan 9 (sembilan) program RB 

terkait manajemen perubahan, sistem pengawasan, akuntabilitas 

kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM 

Aparatur Sipil Negara, peraturan perundang-undangan, kualitas 

pelayanan publik, dan Quick Wins guna mewujudkan sasaran RB, yakni 

birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, 

dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. 

Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet tahun 2016, berpedoman 

pada rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris 

Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Reformasi 

Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2016 (Perseskab Nomor 1/RB 

Tahun 2016).  Rencana kerja  RB tersebut, dalam penyusunannya 

mempertimbangkan pelaksanaan  program dan kegiatan RB yang 

berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam 

Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 

2015-2019.  Selain itu, rencana kerja RB Sekretariat Kabinet juga 

mempertimbangkan kegiatan yang merupakan saran perbaikan dalam 

Area of Improvement hasil evaluasi eksternal dari Kementerian PAN dan 

RB pada tahun sebelumnya (tahun 2015). 

Sebagai... 
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Sebagai pedoman dalam pelaksanaan RB untuk mewujudkan 

hasil yang diharapkan, Rencana kerja pelaksanaan RB di Sekretariat 

Kabinet tahun 2016  memuat rencana atas 9 (sembilan) program terkait 

8 (delapan) area perubahan, yaitu manajemen perubahan, sistem 

pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, 

sistem manajemen SDM ASN, peraturan perundang-undangan, kualitas 

pelayanan publik, dan Quick Wins.   

Berikut rencana kerja pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet 

sebagaimana ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2016: 

1. Manajemen Perubahan 

Program manajemen perubahan merupakan area perubahan 

yang sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan RB guna 

melakukan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) 

individu atau unit kerja menjadi lebih baik sesuai tujuan dan sasaran 

RB. Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk 

mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. 

Pada area ini, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah: 

a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Sekretariat Kabinet 

dalam melakukan Reformasi Birokrasi (RB),  melalui: 

1) Pelaksanaan kegiatan RB; 

2) Penyusunan strategi manajemen perubahan; 

3) Pemantauan dan evaluasi RB; 

4) Penyusunan strategi komunikasi manajemen perubahan; 

5) Pemberian motivasi, inspirasi, dan mendukung pegawai serta 

menjadi panutan; dan  

6) Perencanaan, pelaksanaan, dan reviu modernisasi dan inovasi. 

 

b. Terjadinya... 
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b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di Sekretariat 

Kabinet,  melalui pelaksanaan kegiatan: 

1) Pembangunan komitmen, partisipasi, dan perubahan perilaku yang 

diinginkan; dan  

2) Melibatkan pegawai dengan dialog terbuka dan dengan 

pemberdayaan. 

c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan 

timbulnya resistensi terhadap perubahan, melalui: 

1) Pelaksanaan analisis risiko dan komunikasi kepada seluruh staf 

untuk mengurangi tingkat kegagalan dan meningkatkan kepuasan 

pelanggan; dan  

2) Perubahan pola pikir dan budaya kerja. 

2. Penguatan Pengawasan 

 Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Sasaran yang ingin dicapai 

pada area/program ini: 

a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh 

Sekretariat Kabinet,  melalui: 

1) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban keuangan negara pada Sekretariat Kabinet 

telah sesuai aturan yang berlaku; 

2) Penyelenggaraan SPIP di Sekretariat Kabinet; dan 

3) Peningkatan upaya APIP dalam mendorong satuan kerja 

meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan keuangan negara. 

b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada 

Sekretariat Kabinet; 

c. Mempertahankan status opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan 

Pemeriksaan Keuangan pada Sekretariat Kabinet; 

d. Tidak.... 
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d. Tidak adanya penyalahgunaan wewenang, melalui: 

1) Pengimplementasian program antikorupsi; dan  

2) Peningkatan implementasi e-procurement barang dan jasa. 

e. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh 

Sekretariat Kabinet,  melalui pelaksanaan kegiatan: 

1) Pengawasan fungsional atas pengelolaan keuangan negara; 

2) Peningkatan peran APIP; 

3) Pendampingan penyusunan laporan keuangan; 

4) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 

5) Pemantauaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK; 

6) Penanganan gratifikasi; 

7) Penanganan pengaduan masyarakat; 

8) Implementasi Whistle Blowing System; 

9) Penanganan benturan kepentingan; dan  

10) Pembangunan Zona Integritas. 

 

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

 Program penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas dan akuntablitas kinerja agar birokrasi 

berkinerja tinggi dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya 

sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Sasaran 

dari area ini adalah: 

a. Meningkatnya kinerja Sekretariat Kabinet, melalui pelaksanaan 

kegiatan penyusunan  dan penerapan  serta monitoring dan evaluasi 

atas Indikator Kinerja Utama (IKU); 

b. Meningkatnya akuntabilitas Sekretariat Kabinet, dengan 

melaksanakan: 

1) Pembangunan... 
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1) Pembangunan sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja 

organisasi yang terukur; 

2) Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja; 

3) Mengembangkan, mereviu, dan memperbarui Renstra dengan 

memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan 

ketersediaan sumberdaya; 

4) Keterlibatan pimpinan; dan  

5) Pengelolaan akuntabilitas kinerja. 

4. Penguatan Kelembagaan 

 Program penguatan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi kelembagaan secara profesional sesuai dengan 

kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga organisasi menjadi tepat fungsi 

dan tepat ukuran (right sizing). Adapun sasaran yang ingin dicapai dari 

area/program ini: 

a. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal Sekretariat 

Kabinet, melalui pelaksanaan: 

1) Evaluasi kelembagaan; dan 

2) Penyempurnaan/penataan organisasi. 

b. Meningkatnya kapasitas Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi, dengan melakukan: 

1) Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, kepegawaian, 

kehumasan, dan diklat; 

2) Penyelenggaraan koordinasi antar unit organisasi; 

3) Pengembangan dan pelaksanaan hubungan kemitraan 

utama/masyarakat; dan 

4) Evaluasi terhadap ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran 

organisasi. 

 5. Penataan... 
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5. Penataan Ketatalaksanaan 

 Program penataan ketatalaksanaan bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme 

kerja/prosedur dalam sistim manajemen organisasi di Sekretariat 

Kabinet. Sasaran yang dicapai pada area/program ini: 

a. Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan 

manajemen pemerintahan di Sekretariat Kabinet, yaitu dengan 

melakukan pembangunan manajemen pemerintahan menggunakan 

TI; 

b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen 

pemerintahan di Sekretariat Kabinet, yaitu dengan melakukan 

pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi sesuai prosedur kerja yang 

telah diformalkan; 

c. Meningkatnya kinerja di Sekretariat Kabinet,  melalui pelaksanaan: 

1) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan 

Renstra Sekretariat Kabinet; dan 

2) Keterbukaan Informasi Publik. 

d. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses 

penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Sekretariat Kabinet, 

yaitu dengan melakukan pengembangan e-government; dan 

e. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen 

pemerintahan di Sekretariat Kabinet, yaitu dengan penyusunan 

proses bisnis, serta sistem dan prosedur kerja kegiatan utama, dan 

implementasinya. 

 

 

 

 

6. Penguatan... 



 
 
 
 
 
 
 

- 20 - 
 

6. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur 

 Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM 

aparatur yang didukung sistem rekruitmen dan promosi aparatur 

berbasis kompetensi, transparan, dan bentuk jaminan kesejahteraan 

yang sepadan. Sasaran yang ingin dicapai pada area/program ini, 

sebagai berikut: 

a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur di 

lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu dengan melakukan pengelolaan 

SDM yang mengacu pada peta, uraian, peringkat, dan harga jabatan 

yang sesuai dengan tujuan Sekretariat Kabinet; 

b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM 

Aparatur di lingkungan Sekretariat Kabinet, melalui pelaksanaan: 

1) Pembangunan sistem rekruitmen pegawai yang terbuka, 

transparan, dan akuntabel; dan 

2) Penyusunan pola karir pegawai, mutasi, dan promosi secara 

transparan/terbuka. 

c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur di lingkungan Sekretariat 

Kabinet,  melaui Penerapan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; 

d. Meningkatnya efektivitas manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur 

di lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu dengan melakukan: 

1) Pelaksanaan Penetapan Kinerja Individu; dan  

2) Penyusunan data pegawai yang mutakhir dan akurat. 

e. Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di 

lingkungan Sekretariat Kabinet, melalui kegiatan: 

1) Penyempurnaan standar kompetensi jabatan; 

2) Penyusunan peta profil kompetensi individu; 

3) Penyusunan sistem dan proses diklat pegawai berbasis kompetensi; 

4) Penyempurnaan evaluasi jabatan; 

5) Pelaksanaan... 
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5) Pelaksanaan penerimaan pegawai secara transparan, objektif, 

akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); dan 

6) Pelaksanaan promosi jabatan terbuka. 

f. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur di 

Sekretariat Kabinet, dengan melakukan penyusunan perencanaan 

kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi; 

g. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur di Sekretariat Kabinet, yaitu 

dengan melakukan: 

1) Penegakkan aturan disiplin dan kode etik; dan 

2) Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian. 

h. Meningkatnya profesionalisme manajemen SDM Aparatur di 

Sekretariat Kabinet, yaitu dengan melakukan pelaksanaan 

pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 

7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan 

 Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 

pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan instansi 

pemerintah.  Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini: 

a. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet, dengan 

melakukan: 

1) Pelaksanaan penyusunan/pembentukan Peraturan Sekretaris 

Kabinet dan Keputusan Sekretaris Kabinet yang mengakomodir 7 

(tujuh) asas pembentukan peraturan perundang-undangan; dan 

2) Pelaksanaan pemetaan atas Peraturan Sekretaris Kabinet dan 

Keputusan Sekretaris Kabinet yang diidentifikasi tumpang tindih, 

disharmonis, dan multi tafsir, dan tindak lanjut hasil pemetaan. 

 

b) Meningkatnya... 
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b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan 

Sekretariat Kabinet, yaitu dengan melakukan: 

1) Pengklasifikasian dan pengadministrasian arsip dan indeks 

peraturan, baik internal maupun eksternal, agar lebih tertib, 

lengkap, dan informatif, serta disosialisasikan ke pegawai dan 

stakeholder; 

2) Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan 

pemangku kepentingan saat ini dan yang akan datang; 

3) Identifikasinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan 

Sekretariat Kabinet sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan 

deregulasi; dan 

4) Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan yang 

dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet. 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

 Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik 

pada Sekretariat Kabinet yang sesuai kebutuhan dan harapan 

masyarakat.  Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih 

cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di 

Sekretariat Kabinet, yaitu dengan melakukan penyelenggaraan 

pelayanan publik yang terjangkau, pasti waktunya dan jelas prosedur 

pelayanannya; 

b. Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat/pengguna layanan, yaitu dengan melakukan: 

1) Pelaksanaan berbagai upaya untuk mencegah, meminimalisasi dan 

menangkal terjadinya korupsi atau pemberian gratifikasi kepada 

pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 

2) Pelibatan... 
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2) Pelibatan masyarakat/pengguna layanan untuk berpartisipasi 

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik; 

3) Penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/ 

pengguna layanan secara transparan untuk mempermudah 

pelayanan dan menghindari penggunaan calo; 

4) Pemberian pelatihan pelayanan prima secara periodik kepada 

pegawai yang bertugas memberikan pelayanan; 

5) Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi interaksi antara 

pegawai dan masyarakat/pengguna layanan  guna mencegah 

terjadinya gratifikasi; dan 

6) Pengembangan sistem pengaduan masyarakat terkait pelayanan 

yang diberikan yang dapat diakses melalui media elektronik/ 

internet maupun melalui media kotak pengaduan. 

c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, yang dapat diketahui 

melalui pelaksanaan/pengimplementasian metode survei kepuasan 

pelanggan yang efektif; 

d. Pembangunan sistem penanganan keluhan, saran dan masukan, 

melalui kegiatan: 

1) Pembentukan image positif terhadap organisasi; 

2) Standar Pelayanan (SP); 

3) Budaya Pelayanan Prima; dan 

4) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pelayanan. 

e. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik oleh Sekretariat Kabinet, yaitu 

dengan melakukan: 

a) Pengelolaan pengaduan; dan  

b) Penilaian... 
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b) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dengan melaksanakan 

survei dan mempublikasikan hasil survei.  

9. Quick Wins 

 Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program terkait 8 

(delapan) area perubahan sebagaimana diuraikan dalam rencana kerja 

di atas, Sekretariat Kabinet perlu menetapkan  Quick Wins sebagai suatu 

inisiatif yang mudah dan cepat dicapai guna mengawali program yang 

besar dan sulit.  Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, pada tahun 

2016 Sekretariat Kabinet telah menetapkan rencana kerja terkait dengan 

Quick Wins. Penetapan Quick Wins tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh publik 

(stakeholders terkait) dalam jangka pendek. 

 Selanjutnya, guna penetapan Quick Wins tersebut, Sekretariat 

Kabinet menerbitkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2016  

tentang Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet (Perseskab 

Nomor 3 Tahun 2016).  Dalam ketentuan Perseskab tersebut, Sekretariat 

Kabinet menetapkan  3 (tiga) program Quick Wins, sebagai berikut: 

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sidang Kabinet; 

b. Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Presiden; dan 

c. Penyempurnaan Sistem Teknologi Informasi dalam Mendukung E-

Government. 

BAB III... 



BAB III 

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2016 

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2016 

Berdasar rencana kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris 

Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Reformasi 

Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2016 (Perseskab Nomor 1/RB Tahun 

2016), sepanjang tahun 2016 Sekretariat Kabinet telah melaksanakan 

penyempurnaan, penguatan atau penataan birokrasi melalui 9 (sembilan) 

program RB terkait manajemen perubahan, sistem pengawasan, 

akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen 

SDM Aparatur Sipil Negara, peraturan perundang-undangan, kualitas 

pelayanan publik, dan Quick Wins, guna mewujudkan sasaran RB, yakni 

birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan 

birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. 

  Pelaksanaan 9 (Sembilan) program terkait 8 (delapan) area perubahan 

RB di Sekretariat Kabinet tahun 2016 merupakan proses yang menjadi 

pengungkit yang dapat menghasilkan pencapaian untuk mewujudkan 

sasaran RB. Secara singkat pelaksanaan RB dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 Komponen Pengungkit 

1. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) 

Dalam rangka mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja 

melalui peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai dalam 

melakukan RB; terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja; 

dan penurunan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan 

timbulnya  resistensi  terhadap  perubahan,  dalam  tahun  2016 telah 

dilakukan... 
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dilakukan upaya yang dapat dilihat dalam dokumen (evidence) 

terlampir, diantaranya sebagai berikut: 

a. Penyusunan dan penetapan rencana kerja RB tahun 2016 dengan  

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2016 tentang 

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet RI Tahun 

2016; 

b. Percepatan pelaksanaan program sebagaimana ditetapkan dalam 

rencana kerja, dengan penetapan program percepatan (Quick Wins) 

melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet; 

c. Sosialisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan RB Sekretariat 

Kabinet, seperti penyampaian Road Map RB Sekretariat Kabinet 

(Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2015) khususnya kepada pejabat 

eselon I, serta eselon II dan Kepala Bidang yang membawahi 

Fasilitas Operasional (FO). Selain itu, sosialisasi dilakukan dengan 

pengunggahan dokumen/berita/artikel ke dalam situs resmi 

Sekretariat Kabinet dalam kolom menu RB di www.setkab.go.id; 

d. Pembangunan media komunikasi dengan alamat www.setkab.go.id  

guna  menginformasikan dan mengkomunikasi program dan 

kegiatan pelaksanaan RB (dalam bentuk antara lain berita, artikel, 

dokumen, dan foto), dengan cakupan sasarannya meliputi seluruh 

stakeholders dan pegawai Sekretariat Kabinet.  Selain itu, 

Sekretariat Kabinet juga membangun media Layanan Informasi 

Publik secara online dengan alamat www.setkab.go.id/lip; 

e. Penerapan budaya kerja “PasTI”, yakni Profesional, Akuntabilitas, 

Tanggap,  dan  Integritas  (ditetapkan  dengan  Peraturan  

Sekretaris Kabinet Nomor 2/RB Tahun  2014   tentang  Penetapan  

Budaya... 

http://www.setkab.go.id/
http://www.setkab.go.id/
http://www.setkab.go.id/lip
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Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet) dalam bekerja 

sama dan berkoordinasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi dengan 

memedomani pimpinan selaku role model dan agent of change  

sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet 

Republik Indonesia Nomor 1/RB Tahun 2014 Tentang Panutan 

(Role Model) Dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengembangan 

Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program 

dan kegiatan RB, yang dalam pelaksanaannya juga dilakukan oleh 

kelompok kerja atau tim, dikoordinasikan unit kerja yang 

menangani koordinasi pelaksanaan RB (Deputi Bidang Administrasi 

c.q. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi) dan unit 

kerja yang menangani pengawasan internal (Inspektorat), sebagai 

berikut: 

1) Kelompok kerja evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat 

Kabinet Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi 

Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Nomor  

KEP.31/ADM/VII/2016; dan 

2) Tim Asesor yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang 

Administrasi Nomor KEP.7/Adm/II/2016 tentang Tim Asesor 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Sekretariat Kabinet.   

Dari hasil monitoring dan evaluasi, Sekretariat Kabinet telah 

menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi baik atas 

pelaksanaan reformasi birokrasi maupun atas pelaksanaan SAKIP 

yang dituangkan dalam program dan kegiatan pelaksanaan RB 

Sekretariat Kabinet tahun berikutnya. 

2. Penguatan... 
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2. Penguatan Pengawasan 

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kepatuhan dan efektivitas 

terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Sekretariat Kabinet; 

mempertahankan status opini WTP dari BPK; dan tidak adanya 

penyalahgunaan wewenang, pada tahun 2016 Sekretariat Kabinet 

telah melakukan beberapa upaya yang dapat dilihat dalam dokumen 

(evidence), diantaranya: 

a. Penanganan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, diawali 

dengan penetapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 11 Tahun 

2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat 

Kabinet; 

b. Penerapan SPIP sejak tahun 2012, yang ditandai dengan: 

1) Penetapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2012 

Tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat 

Kabinet; dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 52 Tahun 

2013 Tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPIP di 

Lingkungan Sekretariat Kabinet; 

2) Penerapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 RB Tahun 

2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet; 

Penyusunan, pembuatan, dan penetapan sasaran kerja pegawai. 

3) Pelaksanaan penilaian risiko atas organisasi kepada seluruh unit 

kerja, dan pembuatan kerangka acuan kerja; 

4) Pelaksanaan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang 

telah diidentifikasi kepada seluruh unit, melalui kegiatan audit 

operasional   atas   Kegiatan   Layanan   Perkantoran   Pada  Biro  

 
Umum... 
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Umum, dan peningkatan atas Maturity Level SPIP di lingkungan 

Sekretariat Kabinet; 

5) Penginformasian dan pengkomunikasian SPI  kepada seluruh 

pihak terkait, melalui Bimbingan Teknis tentang Konsep dan 

implementasi SPIP; 

6) Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian intern, melalui 

Diagnostic Assesment SPIP pada Sekretariat Kabinet; 

c. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat, 

melalui pelaksanaan kajian atas Standar Operasional Prosedur 

Penanganan Keluhan, Saran, dan Masukan. 

d. Pelaksanaan Whistle-Blowing System sejak tahun 2012, melalui 

kegiatan: 

1) Penetapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) 

Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dan 

peraturan tersebut telah disosialisasikan; 

2) Implementasi Whistle Blowing System melalui: 

a) Penetapan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 

2014 Tentang Pembentukan Tim Penerima Pengaduan 

(Whistleblower System) di lingkungan Sekretariat Kabinet 

Tahun 2014; 

b) Pembukaan akun Verifikator dan Penelaah dalam rangka 

Whistleblower System; 

3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing 

System dilakukan secara berkala, dan menyampaikan hasilnya 

dalam  Laporan   Aktivitas   Whistleblowing   System   Pengadaan  

 Barang... 



 

 

 

- 30 - 

 

Barang Jasa Pemerintah (WBS PBJ) Sekretariat Kabinet yang 

dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet. 

e. Penanganan Benturan Kepentingan yang ditandai dengan: 

1) Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan 

Sekretariat Kabinet sejak tahun 2013, seperti penerbitan Surat 

Edaran Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Nomor 

SE-06/Ekon/X/2013 untuk meningkatkan integritas pegawai 

melalui pencegahan terjadinya benturan kepentingan (Bidang 

Perekonomian); dan penerbitan Surat Edaran Deputi Bidang 

Kemaritiman Sekretariat Kabinet Nomor: SE-9/Maritim/8/2015, 

tanggal 27 Agustus 2015, perihal Edaran Pedoman Penanganan 

Benturan Kepentingan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman 

Sekretariat Kabinet; 

2) Pelaksanaan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan 

yang dihadiri oleh seluruh eselon I dan II di lingkungan 

Sekretariat Kabinet (sebagaimana memorandum nomor: M-

449/Adm/10/2013, tanggal 4 Oktober 2013, perihal Evaluasi 

Benturan Kepentingan); 

3) Penyampaian Laporan hasil kegiatan evaluasi penanganan 

benturan kepentingan tersebut kepada Kementerian PAN dan RB 

dengan surat Sekretariat Kabinet nomor: B1035/Adm/X/2013, 

tanggal 29 Oktober 2013, perihal Evaluasi Benturan 

Kepentingan. 

f. Pembangunan Zona Integritas, melalui kegiatan: 

1) Pencanganan dan sosialisasi pembangunan Zona Integritas pada   

tanggal   29  Maret  2016   yang  dihadiri  Menteri  PAN  dan  RB,  

Sekretaris... 
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Sekretaris Kabinet, Pejabat wakil dari KPK, seluruh jajaran 

pimpinan dan pegawai Sekretariat Kabinet, dan undangan 

lainnya; 

2) Pelaksanaan Evaluasi atas pencanangan pembangunan Zona 

Integritas dan Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut pada 

tanggal 31 Maret 2016, dengan melibatkan seluruh unit eselon II, 

III, dan IV (sebagaimana memorandum nomor: M.19/SA-

2/03/2016, tanggal 30 Maret 2016); 

3) Pelaksanaan proses penilaian untuk pengusulan dan penetapan 

unit kerja yang akan menjadi WBK/WBBM, yang dalam hal ini 

diusulkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Kabinet 

dengan pertimbangan ULP Sekretariat Kabinet mendapatkan 

penghargaan 3 terbaik National Procurement Award dalam 

kategori "Komitmen 100%  e-procurement" yang disampaikan oleh 

LKPP pada Forum Rakernas tanggal 3 November 2016. 

g. Pembentukan  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan 

Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat 

Kabinet, yang ditandai dengan: 

1) Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan, 

dengan ditindaklanjuti hasil audit operasional maupun 

ditindaklanjuti hasil audit BPK; 

2) APIP di Sekretariat Kabinet didukung dengan SDM yang memadai 

secara kualitas dan kuantitas, dan peningkatan kualitas SDM 

APIP dilakukan melalui diklat-diklat teknis, seperti diklat : 

a) Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pertama (JFA); 

 

 
b) Diklat... 
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b) Diklat Sistem Akuntasi Pemerintah Berbasis Akural Bagi 

Aparat Pengawas Internal Pemertintah (APIP) Kemen- 

terian/Lembaga Tahun Anggaran 2016; 

c) Diklat Pembentukan Auditor Pertama. 

 

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja dan akuntabilitas 

kinerja Sekretariat Kabinet, dan penetapan kinerja individu, 

Sekretariat Kabinet telah melakukan berbagai upaya sebagaimana 

tergambar dalam dokumen (evidence) terlampir, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Keterlibatan Pimpinan secara aktif dalam proses penyusunan 

Rencana Strategi dan Penetapan Kinerja hingga pencapaian kinerja, 

dapat terlihat pada: 

1) Penyusunan Teknokratik Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 

2015-2019, dan penyusunan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 

2015 – 2019 yang direvisi untuk penyesuaian dengan tugas dan 

fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 

Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet, yang melibatkan 

jajaran pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet; 

2) Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun 

2016 yang melibatkan jajaran pimpinan di lingkungan 

Sekretariat Kabinet; dan 

3) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet 

dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2016 yang 

penyusunannya melibatkan jajaran pimpinan di lingkungan 

Sekretariat Kabinet. 

 b. Pengelolaan... 
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b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, dengan melakukan kegiatan: 

1) Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas 

kinerja, melalui bimbingan teknis Laporan Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah, dan sosialisasi penyusunan PK dan IKU; 

dan 

2) Pembangunan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik 

(SIMONJA) yang dapat diakses oleh pegawai, dan terhadap 

SIMONJA dilakukan pengembangan secara berkala sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. 

 

4.  Penguatan Kelembagaan 

Dalam rangka penguatan kelembagaan melalui penurunan tumpang 

tindih tugas dan fungsi internal; dan peningkatan kapasitas Sekretariat 

Kabinet, pada tahun 2016  Sekretariat Kabinet melakukan program 

dan kegiatan sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen (evidence) 

terlampir, antara lain sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Workshop penyusunan analisa jabatan di lingkungan 

Sekretariat Kabinet; 

b. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan peta risiko yang 

berdasar tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan Peraturan 

Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet jo. 

Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet; 

c. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (term of reference) pemetaan dan 

penilaian risiko Sekretariat Kabinet Tahun 2016; 

d. Pembuatan peta bisnis proses pada unit eselon I dan unit eselon II; 

 
e. Pelaksanaan... 
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e. Pelaksanaan survei kelembagaan terkait kepuasan penyajian 

informasi melalui akun twiter Sekretariat Kabinet; dan  

f. Pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan terhadap SOP yang ada. 

 

5. Penguatan Ketatalaksanaan 

Guna mewujudkan hasil yang diharapkan pada bidang ini yakni 

peningkatan pengembangan e-government; peningkatan efisiensi dan 

efektifitas proses manajemen pemerintahan; dan terciptanya 

keterbukaan informasi publik,  Sekretariat Kabinet telah melakukan 

beberapa perbaikan dan pembenahan, diantaranya dapat dilihat pada 

dokumen (evidence) terlampir terkait dengan kegiatan: 

a. Penetapan, penerapan, dan evaluasi atas Proses Bisnis dan 

Prosedur Operasional (SOP) Kegiatan Utama, melalui kegiatan:  

1) Penyusunan peta proses bisnis, sesuai dengan tugas dan fungsi  

berdasar Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang 

Sekretariat Kabinet jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Kabinet, pada unit eselon I; unit Biro 

Perencanaan dan Keuangan; dan unit Inspektorat; 

2) Penjabaran peta proses bisnis ke dalam prosedur operasional 

tetap (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris 

Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional 

Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 

3) Penerapan SOP di seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat 

Kabinet; dan  

 4) Pelaksanaan... 
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4) Pelaksanaan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta 

proses bisnis dan SOP secara berkala sesuai dengan kebutuhan 

dan pedoman evaluasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) 

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional 

Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dan mengacu pada 

Peraturan Menteri PAN dan RB  Nomor 35 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan. 

5) Tindak lanjut hasil evaluasi, diantaranya ditandai dengan 

penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 

Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Sekretariat Kabinet.                                                         

b. E-Government di Sekretariat Kabinet diawali dengan penetapan 

rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi 

dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 56 Tahun 2012 

Tentang Grand Design Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 

Tahun 2011-2014.  Selanjutnya, mempertimbangkan kebutuhan 

untuk mendukung tugas dan fungsi, Sekretariat Kabinet 

mengembangkan E-Government  melalui: 

1) Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian, sebagai hasil 

evaluasi atas kebijakan E-Government; 

2) Pengembangan E-Government terkait peningkatan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat  dengan: 

a) Penetapan Pejabat/Tim untuk pengelola informasi dan 

dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dimulai sejak 

tahun  2011, dan  pada  tahun 2016  penetapan  Pejabat/Tim  

tersebut... 
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tersebut dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 

Tahun 2016; 

b) Pembentukan Pedoman Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Sekretaris Kabinet berdasarkan 

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2013; dan  

c) Penetapan Maklumat Pelayanan pada tanggal 1 Juli 2016. 

3) Penerapan E-Government (16 Sistem) yang terintegrasi baik 

melalui internet (eksternal Website)  dan intranet (internal) 

untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

dalam tingkatan transaksional, seperti SIPUU; SIKENAL, dan E-

Procurement; 

4) Pengembangan kapasitas server untuk penyimpanan dan 

memperbesar akses, dan penempatan server di Batam sebagai 

hasil kerja sama dengan BP Otoritas Batam. 

c. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, dengan melakukan 

beberapa hal, seperti: 

1) Penetapan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan 

Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Sekretariat Kabinet; 

2) Pembentukan alur proses pelayanan informasi publik di 

Lingkungan Sekretariat Kabinet dimulai tahun 2013 dengan 

Keputusan Deputi Administrasi Nomor: KEP.41/ADM/IX/2013 

Tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi Publik; dan 

penetapan Contact Center Keputusan Deputi Administrasi 

Nomor: KEP.42/ADM/IX/2013 Tentang Penetapan Contact 

Center  Sebagai   Media  Komunikasi  Layanan  Informasi;  serta  

penetapan... 
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penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  

dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2016 

Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi; 

3) Penetapan maklumat pelayanan tanggal 1 Juli 2016; 

4) Pembuatan daftar informasi publik; dan 

5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

keterbukaan informasi publik secara berkala. 

 

6.  Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada  area atau 

program ini untuk peningkatan profesionalisme SDM aparatur yang 

didukung sistem rekruitmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, 

dan transparansi, sepanjang tahun 2016 Sekretariat Kabinet telah 

melakukan upaya sebagai berikut: 

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan 

Organisasi, melalui upaya: 

1) Penyusunan analisis jabatan; 

2) Perhitungan beban kerja; 

3) Perhitungan kebutuhan pegawai; 

4) Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan; 

5) Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan; dan 

6) Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama 

instansi telah dihitung dan diformalkan. 

b. Penerimaan Pegawai dilaksanakan secara Transparan, Objektif, 

Akuntabel,  dan Bebas KKN, yang dapat dilihat dari kegiatan: 

 
1) Pengumuman... 
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1) Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada 

masyarakat melalui media online; 

2) Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti 

melalui media online; 

3) Persyaratan jelas, tidak diskriminatif; 

4) Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel,  dan bebas 

KKN; dan  

5) Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka. 

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, guna menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai yang 

dibutuhkan, dilakukan melalui: 

1) Pembuatan kamus kompetensi jabatan; 

2) Assesment pegawai/uji kompetensi eselon III, IV, dan Pelaksana; 

3) Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasar 

hasil assesment; 

4) Penyusunan rencana pengembangan kompetensi dengan 

dukungan anggaran yang mencukupi, melalui training need 

analysis; 

5) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan 

rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi, dengan 

diselenggarakan capacity building, antara lain: 

a) Diklat Soul of Speaking (SoS) secara berkala dan 

berkesinambungan, antara lain tanggal 20 – 21 Juli 2016, di 

Jakarta; 

b) Diklat Coaching dan Mentoring,  yang melibatkan eselon II, III, 

dan IV sebagai peserta diklat; 

c) Diklat... 
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c) Diklat analisa kebijakan publik, diantaranya tanggal 28 Maret 

sampai dengan 1 April 2016, di Jakarta dengan melibatkan 

seluruh eselon III dan IV sebagai peserta diklat. 

d) Diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa; 

e) Short Course “Better Governance – Public Sector Risk 

Management di Australia, pada tanggal 15 April - 1 Mei 2016. 

6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pengembangan 

pegawai berbasis kompetensi secara berkala. 

d. Pelaksanaan Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka, dengan: 

1) Penetapan kebijakan promosi terbuka. Pada tahun 2015 

diterbitkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 

2015 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Kabinet; 

2) Promosi dilakukan secara terbuka dengan dilakukan 

pengumuman di  website  dan dilaksanakan secara kompetitif 

dan obyektif  oleh Panitia Seleksi yang independen; dan  

3) Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka. 

e. Penetapan Kinerja Individu, dilakukan dengan menciptakan 

kondisi: 

1) Penerapan Penetapan kinerja individu melalui SKP (Sasaran 

Kerja Pegawai); 

2) Pembangunan Sistem SKP online; 

3) Pelaksanaan penilaian kinerja individu yang terkait dengan 

kinerja organisasi melalui SKP; 

4) Pembentukan ukuran kinerja individu yang memiliki kesesuaian 

dengan indikator kinerja individu level di atasnya dan 

pengukuran kinerja individu secara periodik melalui SKP online; 

5) Pelaksanaan... 
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5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja 

individu, melalui review prestasi kerja; dan  

6) Pengembangan karir individu diantaranya berdasar Hasil 

penilaian kinerja individu. 

f. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku, melalui 

upaya: 

1) Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi 

yang diatur dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 RB 

Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet, 

dengan penjatuhan sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan;  

2) Penerapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2014 

Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan menjatuhkan sanksi 

berupa potongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang terlambat 

masuk, pulang cepat, atau tidak masuk kerja, dan berupa 

penjatuhan disiplin berdasarkan peraturan perundang-

undangan bagi pegawai yang melanggar Jam Kerja dan telah 

memenuhi akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja/atau 

lebih. Penjatuhan sanksi dimaksud, ditandai dengan Sekretariat 

Kabinet c.q. Deputi Bidang Administrasi mengeluarkan 

memorandum pengenaan sanksi bagi pegawai yang melanggar 

disiplin (dokumen bersifat rahasia);   

3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan 

disiplin/kode etik/kode perilaku Pegawai Sekretariat Kabinet, 

Dengan Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Administrasi 

menyampaikan rekapitulasi daftar hadir pegawai ke seluruh 

pejabat/pegawai   secara   berkala   setiap   bulan,  diantaranya  

seperti... 
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seperti Memorandum Deputi Bidang Administrasi nomor: 

M.6724/Adm/ 11/2016, tanggal 30 November 2016, perihal 

penyampaian rekapitulasi kehadiran pejabat/pegawai di 

lingkungan Sekretariat Kabinet Periode 1 Januari s.d. 31 

Oktober 2016; dan  

4) Pemberian sanksi dan imbalan (reward). Pemberian sanksi 

antara lain seperti pada huruf  angka 1) dan 2) di atas.  

Sedangkan pemberian reward dapat berupa pemberian 

Penghargaan Satya Lencana Wirakarya; kenaikan pangkat dan 

promosi jabatan; dan penugasan pegawai untuk mengikuti 

capacity building dalam negeri/luar negeri;  

5) Pemberian dan pengurangan/potongan tunjangan kinerja bagi 

pejabat/pegawai Sekretariat Kabinet sebagai bentuk pemberian 

penghargaan dan penegakan disiplin pejabat/pegawai 

Sekretariat Kabinet. Saat ini pemberian berdasar pangkat/ 

golongan dan jabatan belum berdasar kinerja pejabat/pegawai, 

dan pengurangan/potongan  tunjangan kinerja berdasar tingkat 

kehadiran. 

Sekretariat Kabinet melakukan evaluasi atas kebijakan 

Pemberian tunjangan kinerja, dan pada tahun 2014 terdapat 

kebijakan peningkatan besaran pemberian tunjangan kinerja, 

sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 

Tahun 2014. 

g. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan melalui: 

1) Penyusunan informasi faktor jabatan; 

2) Penyusunan peta jabatan; 

 
3) Penetapan... 
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3) Penetapan peringkat jabatan dengan Peraturan Menteri 

Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Peringkat 

Jabatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 

4) Penetapan kelas jabatan dengan Peraturan Menteri Sekretaris 

Negara Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan di 

Lingkungan Sekretariat  

h. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan capaian: 

1) Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang dapat 

diakses langsung oleh pegawai, diantaranya Sistem SKP online; 

2) Sistem Informasi Kepegawaian dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan baik itu terkait promosi 

maupun mutasi. 

 

7.  Penguatan Peraturan Perundang-undangan 

Pada bidang ini, Sekretariat Kabinet melakukan program dan kegiatan 

untuk mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan 

yang tumpang tindih dan disharmonis; pengendalian dalam 

penyusunan peraturan internal Sekretariat Kabinet (Perseskab dan 

Kepseskab); dan penataan arsip Perseskab dan Kepseskab secara 

tertib, lengkap, informatif, dan disosialisasikan, melalui beberapa 

kegiatan yang dapat terlihat pada dokumen (evidence) sebagaimana 

terlampir, antara lain: 

a. Penerapan harmonisasi melalui pelaksanaan identifikasi, analisis, 

dan  pemetaan  terhadap sebagian  peraturan perundang-undangan 

 

 

 
yang... 
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yang tidak harmonis/sinkron, dengan hasil terpetakannya 2 (dua) 

aturan internal yang tidak harmonis yaitu: 

1) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 

Mekanisme dan Tata Kerja Pelaksanaan Anggaran pada Bagian 

Anggaran 114 (Sekretariat Kabinet); 

2) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 20 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Penunjukan 

Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara di Lingkungan 

Sekretariat Kabinet Dalam diktum KESATU. 

b. Pelaksanaan revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak 

harmonis/tidak sinkron tersebut,  yaitu revisi Keputusan Sekretaris 

Kabinet Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna 

Barang dan Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara 

di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan diterbitkannya 

Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 6 Tahun 2016 Tentang 

Penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Penunjukan 

Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara di Lingkungan 

Sekretariat Kabinet. 

c. Peningkatan efektifitas evaluasi atas pelaksanaan sistem 

pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan, melalui 

penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 

Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat 

Kabinet, yang menetapkan pedoman (SOP), antara lain: 

1) SOP Nomor SOP.32/Adm-2/1/2016 Tentang Penyusunan 

Rancangan Peraturan/Keputusan Internal; dan 

2) SOP Nomor SOP.33/Adm-2/1/2016 Tentang Evaluasi 

Penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Internal. 

 
8. Peningkatan... 
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8.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada 

publik (stakeholders terkait) secara lebih cepat, lebih murah, lebih 

aman, dan lebih mudah dijangkau; pengembangan dan penyediaan 

pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan; dan 

peningkatan indeks kepuasan masyarakat (stakeholders terkait) atas 

pelayanan yang diberikan,  Sekretariat Kabinet melakukan upaya yang 

dapat dilihat dalam dokumen (evidence) sebagaimana terlampir, 

sebagai berikut: 

a. Kebijakan Standar Pelayanan 

1) Dengan ditetapkannya tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet 

berdasar Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang 

Sekretariat Kabinet jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Kabinet perlu untuk Sekretariat Kabinet 

melakukan penyesuaian atas Standar Pelayanan (SP) di 

lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dengan 

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2012 Tentang 

Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat 

Kabinet. 

Guna melakukan penyesuaian/penyempurnaan SP tersebut, 

berdasar Keputusan Deputi Sekretaris Kabinet Bidang 

Administrasi Nomor KEP.65/Sekretariat Kabinet/DA/XII/2010 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Sekretariat 

Kabinet, Sekretariat Kabinet melakukan Identifikasi jenis-jenis 

layanan  dan  usulan   SP   di  lingkungan   Sekretariat   Kabinet  

(sebagaimana... 
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(sebagaimana  memorandum Nomor: M.487/Adm-3/10/2016 

Tanggal 10 Oktober 2016 Tentang Identifikasi Usulan Standar 

Pelayanan (SP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet). 

Dari hasil identifikasi dan usulan yang ada,  Sekretariat Kabinet 

melakukan sosialisasi dan pembahasan bersama (Public 

Hearing) dengan pengguna layanan atas Standar Pelayanan 

Bidang Dukungan Kerja Kabinet (Memorandum Nomor 

M.629/DKK-1/12/2016 Tanggal 6 Desember 2016 Tentang 

Sosialisasi dan Pembahasan Bersama (Public Hearing) Standar 

Pelayanan di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja 

Kabinet) guna mendapat masukan atas: 

a) SP tentang Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet 

maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau 

Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

b) SP tentang Permohonan Salinan Risalah Sidang Kabinet, 

Rapat, maupunPertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri 

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

c) SP tentang Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan 

Kabinet dan Sekretariat Kabinet. 

2) Penetapan Maklumat Pelayanan pada tanggal 1 Juli 2016 dalam 

rangka mendukung dan memberikan jaminan atas 

terlaksananya kebijakan tentang standar pelayanan yang telah 

ditetapkan oleh Sekretaris Kabinet; 

3) Guna mendukung pelayanan, Sekretariat Kabinet 

melaksanakan reviu atas Standar Operasional Prosedur (SOP) 

berdasar   Peraturan  Sekretaris  Kabinet  Nomor  9  Tahun 

2014  Tentang   Pedoman  Penyusunan   dan  Evaluasi  Standar    

Operasional... 
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Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dan 

mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB  Nomor 35 Tahun 

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan. Hasil reviu tersebut, terbit 

Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat 

Kabinet. 

 

b. Penerapan Budaya Pelayanan Prima, melalui: 

1) Pelaksanaan sosialisasi terkait  upaya penerapan Budaya 

Pelayanan Prima secara periodik  yang dimulai tahun 2011.  

Sebagai contoh, sosialisasi kode etik kepada seluruh 

pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet yang 

dilaksanakan pada tanggal 28-29 November 2011, dan pada 

tanggal 10-11 Desember 2012; 

2) Penyediaan informasi tentang pelayanan yang mudah diakses 

melalui berbagai media yang ditetapkan dengan Keputusan 

Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penetapan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Sekretariat Kabinet dan pada tahun 2016, dan pembuatan 

twitter https://twitter.com/SekretariatKabinetgoid guna pem- 

berian informasi  dan penyediaan sarana komunikasi antara 

Sekretariat Kabinet dengan publik/stakeholders terkait; 

3) Pembangunan sistem punishment (sanksi)/reward bagi 

pelaksana layanan, dan pemberian kompensasi kepada penerima 

layanan  bila  layanan  tidak  sesuai  standar,  seperti pemberian 

penghargaan    Satyalancana    Wira   Karya   bagi   pelaksana 

 
layanan... 
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layanan, dan pemberian kompensasi sesuai dengan saran yang 

disampaikan dalam survei terkait pelayanan sidang kabinet. 

4) Pengembangan sarana layanan yang terpadu/terintegrasi dan 

inovatif, melalui: 

a) Penyediaan Media Komunikasi dengan penetapan Keputusan 

Deputi Bidang Administrasi Nomor: KEP.42/ADM/IX/2013 

Tentang Penetapan Contact Center Sebagai Media Komunikasi 

Layanan Informasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 

b) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan  

Dokumentasi (PPID) di lingkungan Sekretariat Kabinet sejak 

tahun 2011. Selanjutnya, guna mengikuti perkembangan 

lingkungan strategis maka pada tahun 2016 pembentukan 

PPID ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 

9 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet; dan 

c) Pengembangan dan penerapan sistem pelayanan khususnya 

terkait pengelolaan penyelenggaran Sidang Kabinet, Rapat 

atau Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden/Wakil 

Presiden, melalui penggunaan  Undangan  berbasis  TIK 

(email) dan Sistem Aplikasi Rekapitulasi Undangan Sidang 

Kabinet, Rapat, maupun Pertemuan yang dihadiri/dipimpin 

Presiden/Wakil Presiden berbasis TIK; Penggunaan Barcode 

dan ID Card pada Rapat Kerja Pemerintah, dan Penggunaan 

Paper Security untuk Transkripsi dan Risalah Sidang Kabinet. 

 

 

 

c. Pengelolaan... 
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c. Pengelolaan Pengaduan, melalui upaya: 

1) Pembangunan media pengaduan pelayanan dengan 

menyediakan kotak saran di Lobby Gedung III Lantai 1, dan 

kotak saran berbasis web pada portal website Sekretariat 

Kabinet.go.id yang dikelola oleh PPID (http://Sekretariat 

Kabinet.go.id/lip/index.php/ kotaksaran),  dan pada tahun 2013 

ditetapkannya Contact Center dengan Keputusan Deputi Bidang 

Administrasi Nomor: KEP.42/ADM/IX/2013 Tentang Penetapan 

Contact Center Sebagai Media Komunikasi Layanan Informasi di 

Lingkungan Sekretariat Kabinet.  

2) Penetapan SOP pengaduan pelayanan melalui penetapan 

Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat 

Kabinet; 

3) Pembentukan unit yang mengelola pengaduan pelayanan, yakni 

dengan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Sekretariat Kabinet sejak 

tahun 2011, dan selanjutnya pada tahun 2016 Sekretariat 

Kabinet menetapkan PPID dengan Keputusan Sekretaris Kabinet 

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet;. 

4) Pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan 

untuk perbaikan kualitas pelayanan, antara lain tindak lanjut 

terkait pendistribusian risalah sidang kabinet yang semula 

hanya disampaikan kepada menteri atau pejabat yang menjadi 

peserta pada sidang kabinet atau rapat terbatas, tetapi sejak 

tahun   2015  risalah   juga  disampaikan   kepada  para  pejabat  

eselon... 

http://sekretariat/
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eselon I (Sesjen, Sesmen, dan Sestama) dari menteri atau pejabat 

yang menjadi peserta sidang kabinet atau rapat terbatas 

dimaksud; 

5) Pelaksanaan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan, 

antara lain dengan pelaksanaan survei kepuasan terhadap 

peserta sidang kabinet yang dilakukan secara berkala, dengan 

tujuan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan (Laporan Hasil Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang 

Kabinet, Lampiran 89); 

d. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan, melalui upaya:  

1) Pelaksanaan survei eksternal atas kepuasan terhadap pengguna 

layanan yang dilakukan secara berkala  guna mengukur kinerja 

pelayanan yang dilakukan Sekretariat Kabinet dalam kurun 

waktu tertentu:  

a) Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet, dilakukan dua 

kali/semester dalam satu tahun (Januari-Juni dan Juli-

Desember). Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang 

Kabinet sebagai upaya memperoleh data/informasi terkait 

opini responden atas pernyataaan-pernyataan (dalam  

kuesioner).  Hasil survei dimaksudkan untuk mendukung 

objektivitas hasil penilaian mandiri (PMPRB) Sekretariat 

Kabinet, yang berdasarkan Pedoman PMPRB diperlukan 

pelaksanaan survei eksternal; 

b) Survei eksternal ditujukan kepada pemangku kepentingan 

(para Menteri Kabinet Kerja, para Pejabat Setingkat Menteri, 

para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 

maupun   para  Pejabat   lainnya   yang   hadir  dalam  sidang  

kabinet)... 
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kabinet), yang dilakukan untuk mengukur capaian kinerja 

pengelolaan sidang kabinet. Survei Layanan Keprotokolan 

kepada Sekretariat Kabinet Dalam Rangka Dukungan 

Kegiatan yang Dihadiri oleh Presiden, dilakukan empat kali/ 

triwulan dalam satu tahun (Januari-Maret, April-Juni, Juli-

September, dan Oktober-Desember). 

2) Survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka. 

Hasil survei kepuasan pengguna layanan Sekretariat Kabinet 

disajikan dalam media website setkab.go.id dan media sosial 

yang mudah untuk diakses; 

3) Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan 

masyarakat, diantaranya survei kepuasan peserta sidang 

kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet. Tindak lanjut ini 

untuk perbaikan kualitas pelayanan sidang kabinet. Adapun 

tindak lanjut atas hasil survei kepuasan peserta sidang kabinet 

terhadap pengelolaan sidang kabinet, antara lain terkait dengan 

adanya masukan dan saran pengaduan dari peserta sidang 

kabinet terhadap pelayanan menyangkut sarana dan prasarana 

sidang kabinet.  Selain itu, Sekretariat Kabinet juga melakukan 

tindak lanjut atas atas hasil survei kepuasan peserta sidang 

kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet terkait dengan 

pendistribusian risalah sidang kabinet. Tindak lanjut ini 

dilakukan karena adanya masukan dan saran dari peserta 

sidang kabinet terhadap Arahan Petunjuk Presiden (APP) yang 

tertuang dalam risalah agar dapat dipahami dan ditindaklanjuti 

secara optimal. Untuk itu, risalah tidak hanya disampaikan 

kepada  menteri  atau pejabat peserta sidang kabinet atau rapat  

terbatas... 
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terbatas saja, akan tetapi sejak tahun 2015 risalah juga telah 

disampaikan kepada para pejabat eselon I seperti Sesjen, 

Sesmen, dan Sestama dari menteri atau pejabat yang menjadi 

peserta sidang kabinet atau rapat terbatas dimaksud. 

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Sekretariat Kabinet 

dilaksanakan dengan: 

1) Penetapan Grand Design untuk mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK),  

dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 56 

Tahun 2012 Tentang Grand Design Pengembangan Sistem 

Informasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2011-

2014. 

Berdasar Grand Design tersebut, dan berdasar penyesuaian atas 

tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden 

Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet jo. 

Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2015, Sekretariat Kabinet melaksanakan pembangunan 

dan pengembangan berbasis TI  atas pelayanan terkait pada 

http://setkab.go.id,  seperti: 

a) SIPUU, yaitu Sistem Informasi yang dikembangkan untuk 

pemberian layanan informasi terkait baik  peraturan 

perundangan (UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres) 

dan peraturan/keputusan yang diterbitkan Sekretariat 

Kabinet; 

b) SISKAB, yakni Sistem Informasi yang dikembangkan untuk 

pelayanan informasi terkait Sidang Kabinet, Rapat Terbatas 

atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil 

Presiden; 
c) SITAP... 
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c) SITAP, yaitu Sistem Informasi yang dikembangkan untuk 

mengetahui progress atau tindak lanjut dari arahan Presiden 

dalam Sidang Kabinet, Rapat Terbatas atau pertemuan yang 

dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden.  Tahap awal 

(tahun 2016), sistem ini dibangun di lingkungan Kedeputian 

Bidang Perekonomian sebagai Pilot Project; 

d) SIKENAL, yakni sistem informasi yang dikembangkan untuk 

pelayanan informasi terkait kepegawaian (internal) yang 

memuat data pegawai (nama, NIP, pangkat, jabatan) dan 

rekapitulasi kehadiran pegawai;  

e) SKP Online, dan SIMONJA. 

2) Penyempurnaan secara terus menerut dalam penerapan 

teknologi informasi pada pemberian pelayanan di lingkungan 

Sekretariat Kabinet, antara lain dengan melaksanakan evaluasi 

dan penyempurnaan terhadap Grand Design Sistem Teknologi 

Informasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet dan aplikasi 

pelayanan Sekretariat Kabinet dalam website. Hasil 

penyempurnaan dapat dilihat pada dokumen Perencanaan 

Taktis Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet 

Tahun 2016. 

9. Quick Wins 

Berdasar Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2016  

Tentang  Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet (Perseskab 

Nomor 3 Tahun 2016), Sekretariat Kabinet telah melaksanakan 3 (tiga) 

program Quick Wins: 

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sidang Kabinet; 

b. Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Presiden; dan 

c. Penyempurnaan ... 
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c. Penyempurnaan Sistem Teknologi Informasi dalam Mendukung E-

Government. 

Gambaran secara singkat perkembangan pelaksanaan 3 (tiga) 

program Quick Wins tersebut, sebagai berikut:  

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sidang Kabinet 

Guna peningkatan kualitas Pelayanan Sidang Kabinet, Sekretariat 

Kabinet membangun dan memanfaatkan Sistem Aplikasi 

Rekapitulasi Undangan Sidang Kabinet, Rapat, maupun Pertemuan 

yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sistem 

aplikasi dibangun pada Juli 2014 dan mulai digunakan secara 

terbatas di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet 

pada November 2014. Penggunaan aplikasi bertujuan memberikan 

informasi yang jelas dan akurat kepada pimpinan mengenai 

rekapitulasi pimpinan/pejabat yang menghadiri sidang kabinet, 

rapat, maupun pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau 

Wakil Presiden berupa tabel atau grafik. Sistem Aplikasi ini juga 

menyimpan seluruh data dalam bentuk softcopy hasil scanning data 

dukung persidangan. Namun demikian, saat ini Sistem Aplikasi 

menghadapi kendala, diantaranya terbatasnya memori 

penyimpanan data. 

b. Pemantauan Tindaklanjut Arahan Presiden 

Sistem Informasi ini sebagai salah satu program percepatan kinerja 

(Quick Wins), dibangun untuk memudahkan Sekretariat Kabinet 

melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut arahan 

Presiden. Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) 

dengan alamat intranet: http://app.intranet/, pada langkah awal di 

tahun 2016 dibangun dan dikembangkan di Kedeputian Bidang 

Perekonomian,  selaku  Pilot  Project  yang  selanjutnya  pada tahap  

berikutnya... 
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berikutnya, SITAP akan dikembangkan di tingkat Sekretariat 

Kabinet.   

c. Penyempurnaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Mendukung 

E-Government 

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, 

Sekretariat Kabinet melakukan kerja sama dengan Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 

Batam, melalui kontrak kerja sama Nomor: 01/Adm/ 

MOU/04/2016, dan Nomor: 357/SPJ/A/1/4/2016 Tentang 

Pemanfaatan Fasilitas Pusat Data Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Sebagai Pusat 

Pemulihan Data. Ruang lingkup perjanjian yang disepakati: 

1) Pemanfaatan pusat data milik pihak kedua sebagai pusat data 

dan pusat pemulihan data pihak pertama; 

2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya 

manusia (SDM) serta bantuan teknis untuk pengembangan 

pusat data dan pusat pemulihan data pihak pertama; 

3) Penugasan tenaga ahli para pihak sesuai dengan kebutuhan 

dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku; 

4) Pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung 

para pihak. 

 Komponen Hasil 

Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan 9 (sembilan) program yang 

merupakan komponen pengungkit sebagaimana diuraikan di depan 

dimaksudkan untuk mewujudkan Sasaran RB: 

 

 

1. Terwujudnya... 
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1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; 

2. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (stakeholders 

terkait); dan 

3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. 

 Keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam mewujudkan sasaran RB dapat 

dilihat dari pengukuran atas aspek yang ditetapkan dalam Sasaran RB, 

sebagaimana uraian berikut: 

 

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dengan 

menggunakan ukuran: 

a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); 

b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 

Sekretariat Kabinet 

Dalam memperoleh gambaran hasil berdasar ukuran ini khususnya 

terkait opini BPK atas pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016, 

Sekretariat Kabinet masih menunggu hasil pemeriksaan oleh aparat BPK  

yang berlangsung dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2017.  

Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 

sebelumnya, sejak tahun 2011, dengan Sekretariat Kabinet memiliki 

anggaran sendiri, secara berturut-turut Sekretariat Kabinet mendapat 

opini WTP dari BPK sampai dengan pelaksanaan kegiatan Tahun 

Anggaran 2015.  

 

2. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat 

(stakeholders terkait), dengan menggunakan ukuran nilai persepsi 

kualitas pelayanan  (survei eksternal). 

Dalam... 
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Dalam melaksanakan survei eksternal untuk mengukur nilai persepsi 

kualitas pelayanan, Sekretariat Kabinet fokus pada survei atas 

pelayanan terhadap pengelolaan Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan 

yang dipimpin/dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini 

survei eksternal dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Hasil survei, 

berdasar informasi (lisan dan informal) dari Stakeholders terkait,  

menggambarkan pelayanan dalam kategori “baik”. Disamping itu,  

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Sekretariat Kabinet juga 

melaksanakan survei internal atas persepsi terkait kepuasan 

penyelenggaraan sidang dan monitoringnya secara berkala yaitu tiap 

semester (2 tahun sekali) guna peningkatan kinerja pengelolaan sidang 

kabinet.  

 

3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, dengan 

menggunakan ukuran: 

a. Nilai akuntabilitas kinerja; dan 

b. Nilai kapasitas organisasi (survei internal). 

Pengukuran dengan menggunakan ukuran nilai akuntabilitas 

kinerja, sampai dengan penyusunan laporan ini belum dilakukan 

penilaian atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2016 oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  

Namun,  guna memberikan gambaran tingkat efektivitas akuntabilitas 

kinerja Sekretariat Kabinet dapat dilihat berdasar  hasil penilaian tahun 

2015 oleh Kementerian PAN dan RB, yakni Sekretariat Kabinet 

memperoleh nilai 66,09 atau predikat B.  

Sedangkan pengukuran dengan menggunakan ukuran nilai 

kapasitas organisasi, Sekretariat Kabinet  telah melaksanakan survei 

mandiri ... 
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mandiri atas layanan Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman.  

Pelaksanaan survei tersebut tanggal 15 Desember 2016 s.d 23 Desember 

2016   dengan  responden  11  Kementerian  dan  1  LPNK  yang menjadi  

mitra kerja Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman.  Hasil survei 

menggambarkan bahwa tingkat kepuasan responden atas kinerja 

Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman dalam kategori “Sangat 

Memuaskan”. 

Pengukuran atas hasil pelaksanaan RB dengan menggunakan 

ukuran nilai kapasitas organisasi, Sekretariat Kabinet Bidang 

Administrasi juga melakukan survei internal atas layanan yang 

diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet 

sepanjang tahun 2016, yakni survei tingkat kepuasan / kemanfaatan 

atas: 

1. Layanan Perencanaan dan Keuangan; 

2. Layanan Kepegawaian; 

3. Layanan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja;  

4. Layanan  Pengelolaan Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan; dan 

5. Layanan Pengadaan, Pengelolaan BMN, Pemeliharaan, dan 

Perlengkapan dan Jamuan.  

Sekretariat Kabinet memandang perlu untuk melakukan survei 

internal terhadap layanan yang diberikan kepada pejabat/pegawai di 

lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan pertimbangan untuk dapat 

mengetahui opini pejabat/pegawai terkait tingkat kepuasan/ 

kemanfaatan layanan yang diberikan guna perbaikan kualitas layanan 

yang dapat mendukung pelaksaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet 

dalam manajemen kabinet. 

Berdasar hasil survei tersebut, pemberian layanan internal di Sekretariat 

Kabinet mendapat opini kepuasan layanan dalam kategori dari   

“memuaskan ... 
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“memuaskan/bermanfaat”  sampai dengan “sangat memuaskan/sangat 

bermanfaat”. 

B.  Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat 

Kabinet 

 Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet tahun 2016 (tahap ke-2 pada 

Gelombang III) melalui pelaksanaan program dan kegiatan terkait 8 

(delapan) area perubahan sebagaimana tertuang dalam Road Map  

(ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2015), dan Work Plan 

(ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2016) telah 

menghasilkan dan mendukung pencapaian kondisi yang diharapkan 

sebagaimana telah diuraikan  di atas. 

 Dalam rangka mengetahui sejauh mana keberhasilan Sekretariat 

Kabinet dalam melaksanakan RB sesuai yang diamanatkan, perlu untuk 

melakukan evaluasi baik evaluasi internal maupun evaluasi eksternal.  

Evaluasi internal merupakan evaluasi yang dilakukan melalui penilaian 

secara mandiri (PMPRB) sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi 

Pemerintah. PMPRB dilakukan oleh Tim Asesor yang dikoordinasikan 

oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet, dan beranggotakan  Pejabat eselon 

II dari setiap kedeputian di Sekretariat Kabinet selaku asesor agar dapat 

menggambarkan secara keseluruhan kondisi birokrasi di Sekretariat 

Kabinet. Tim asesor ini dibentuk dengan Keputusan Deputi Bidang 

Administrasi Nomor KEP.7/Adm/II/2016 Tentang Tim Asesor Penilaian 

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat 

Kabinet. Tim Asesor bekerja berdasar desk study dan 

wawancara/diskusi dengan pihak terkait di Sekretariat Kabinet, yang 

hasilnya dilakukan rapat panel sebelum hasil PMPRB di-upload guna 

Diteruskan  ... 
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diteruskan  ke  Kementerian  PAN  dan  RB  secara  online.  Dari PMPRB, 

pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet memperoleh penilaian sebagaimana 

dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 3.1.)  

 Sedangkan evaluasi eksternal merupakan evaluasi yang dilakukan 

oleh Tim Evaluator dari Kementerian PAN dan RB. Pada tahun 2016, 

pelaksanaan evaluasi oleh Tim Evaluator dari Kementerian PAN dan RB  

mulai tanggal 21 Juli 2016 (entry meeting)  sampai dengan tanggal 15 

November 2016 (exit meeting). Hasil evaluasi dipaparkan secara bertahap 

oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB.  Nilai hasil evaluasi yang 

diperoleh Sekretariat Kabinet dari Tim Evaluator pada rapat (Diskusi 

Panel) antara Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB dengan 

Pejabat/Pegawai, selaku anggota Kelompok Kerja Evaluasi Pelaksanaan 

RB Sekretariat Kabinet, pada tanggal 6 Desember 2016, merupakan nilai 

sementara, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 3.1). 

Tabel 3.1 

Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  
Sekretariat Kabinet 

Tahun 2016 

 

NO BIDANG 

NILAI 

MAKSIMAL PMPRB 

Nilai (sementara) 

Tim Evaluator 

Kemenpan RB 

A.     PENGUNGKIT   

1 
Manajemen 
Perubahan 

5 4,59 3,6 

2 

Penataan Peraturan 

Perundang-
undangan 

5 5 3,75 

3 
Penataan dan 
Penguatan 

Organisasi 

6 6 
 

5,33 

6. Penguatan... 
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NO BIDANG 

NILAI 

MAKSIMAL PMPRB 
Nilai (sementara) 

Tim Evaluator 

Kemenpan RB 

6 
Penguatan 
Akuntabilitas 

6 5,54 3,85 

7 
Penguatan 
Pengawasan 

12 7,69 5,56 

8 
Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Publik 

6 6 4,76 

Sub Total Komponen 
Pengungkit 

60 54,04 43,5 

B. Hasil 
   

1 
Kapasitas dan 
Akuntabilitas 
Kinerja Organisasi  

20 13,5 13,65 

2 
Pemerintah yang 
Bersih dan Bebas 
KKN 

10 8,48 8,89 

3 
Kualitas Pelayanan 
Publik 

10 8,86 8,2 

Sub Total Komponen Hasil 40 30,84 30,75 

Indeks Reformasi Birokrasi 100 84,88 74,25 

 

C. Saran Tindak Lanjut dalam Area Of Improvement (AoI) Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 

 Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator dari 

Kementerian PAN dan RB, Sekretariat Kabinet memperoleh nilai 74,25 

(nilai  sementara per 6 Desember 2016) yang berarti Sekretariat 

Kabinet  mendapat kategori “Baik” untuk pelaksanaan RB pada 

tahun 2016.  Namun demikian, berdasar evaluasi masih ditemukan hal- 

hal... 
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hal yang dapat menghambat pelaksanaan RB dalam setiap program dan 

kegiatan. Untuk itu, Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB 

memberikan saran penyempurnaan yang tercakup dalam Area of 

Improvement (AoI) guna peningkatan kualitas pelaksanaan RB di 

Sekretariat Kabinet, sebagaimana diurai lebih lanjut pada tabel berikut 

(Tabel 3.2). 

Tabel 3.2 
Saran Tindak Lanjut dalam Area of Improvement (AoI) 

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Sekretariat Kabinet 

NO. PROGRAM/          

AREA PERUBAHAN 
HAL YANG PERLU DILAKUKAN (AOI) 

1 
Manajemen 

Perubahan 

 Menyiapkan bukti monitoring dan evaluasi 

atas rencana kerja Tim RB 

 Tersedianya Media komunikasi tentang 

pelaksanaan RB cakupannya yang dapat 

menjangkau pegawai internal maupun 

stakeholders Sekretariat Kabinet 

2 

Penataan Peraturan 

Perundangan-

undangan 

 Melakukan identifikasi, analisis, dan 

pemetaan terhadap seluruh peraturan 

perundang-undangan yang tidak harmonis/ 

sinkron 

 Menyelesaikan revisi atas peraturan 

perundang-undangan yang tidak harmonis/ 

tidak sinkron telah dilakukan 

 Melakukan evaluasi atas pelaksanaan 

sistem pengendalian penyusunan peraturan 

perundang-undangan secara berkala 

 
3. Penataan... 
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NO. 
PROGRAM/               

AREA 

PERUBAHAN 

HAL YANG PERLU DILAKUKAN (AOI) 

3 

Penataan dan 

Penguatan 

Organisasi 

 Melakukan evaluasi untuk menilai: ketepatan 

fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, 

duplikasi fungsi, kesesuaian struktur 

organisasi dengan mandat, tumpang tindih 

fungsi dengan instansi lain, kemampuan 

struktur organisasi untuk adaptif terhadap 

perubahan lingkungan strategis 

 Melakukan evaluasi atas seluruh unit kerja 

untuk menilai: mengukur jenjang organisasi, 

organisasi yang berbeda tujuan namun 

ditempatkan dalam satu kelompok, pejabat 

yang melapor kepada lebih dari satu atasan, 

kesesuaian struktur organisasi dengan 

mandat 

4 

Penataan 

Tatalaksana 

 

 Mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa 

seluruh unit organisasi telah menerapkan 

SOP 

 Memperoleh bukti bahwa SOP telah 

dievaluasi dan disesuaikan dengan 

perkembangan tuntutan efisiensi, dan 

efektivitas birokrasi, secara berkala 

 Mengintegrasikan implementasi pengem- 

bangan e-government 

5. Penataan... 
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NO. 
PROGRAM/               

AREA PERUBAHAN 
HAL YANG PERLU DILAKUKAN (AOI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Penataan Sistem 

Manajemen SDM 

 

 Melakukan perhitungan formasi jabatan 

yang menunjang kinerja utama Setkab 

dan diformalkan untuk seluruh unit 

organisasi 

 Melakukan kebutuhan pengembangan 

kompetensi untuk seluruh pegawai 

 Melakukan monitoring dan evaluasi 

pengembangan pegawai berbasis 

kompetensi yang dilakukan secara 

berkala 

 Melakukan pengukuran kinerja individu 

untuk seluruhnya dikaitkan dengan 

kinerja organisasi & kinerja atasannya 

 Melakukan monitoring dan evaluasi 

pencapaian kinerja individu secara 

berkala 

 Capaian kinerja individu dijadikan dasar 

pembayaran tunjangan kinerja 

 Menerapkan imbalan (reward) bagi 

pegawai yang berprestasi 

6 

 

 

Penguatan 

Akuntabilitas 

 Keterlibatan pimpinan secara langsung 

perlu terlihat jelas pada saat 

penyusunan Renstra, Perjanjian Kinerja 

dan pemantauan capaian kinerja secara 

berkala 

7. Penguatan... 
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NO. 
PROGRAM/AREA 

PERUBAHAN 
HAL YANG PERLU DILAKUKAN (AOI) 

7 Penguatan Pengawasan 

 Menetapkan kebijakan tentang 

penanganan gratifikasi 

 Melakukan penilaian risiko dengan 

struktur yang baru 

 Menetapkan Kebijakan tentang 

Penanganan Benturan Kepentingan 

 Menetapkan unit kerja yang 

berpredikat menuju WBK/WBBM 

8 
Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

 Standar pelayanan perlu di 

maklumatkan pada seluruh jenis 

pelayanan 

 Melakukan sosialisasi/pelatihan da- 

lam upaya penerapan budaya 

pelayanan prima 

 Menetapkan sistem pemberian 

kompensasi kepada penerima 

layanan bila layanan tidak sesuai 

standar 

 Melakukan evaluasi atas pe- 

nanganan keluhan/masukan secara 

berkala 

 Menindaklanjuti hasil survei 

kepuasan masyarakat 

 Menerapkan teknologi informasi 

dalam memberikan pelayanan 

D. Permasalahan... 
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D. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Upaya 

Pemecahannya 

1. Kurang optimalnya perubahan pola pikir (mindset) dan budaya 

kerja pejabat/pegawai dalam pelaksanaan RB karena kurangnya 

pemahaman dan perbedaan cara pandang terhadap upaya 

perubahan. 

Terkait dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet perlu melakukan 

komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif dengan melibatkan 

seluruh pejabat/pegawai di berbagai tingkatan secara aktif dalam 

diskusi pelaksanaan RB, seperti forum RB Corner; 

mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/diklat/ 

workshop terkait RB; dan mendorong seluruh jajaran pimpinan 

untuk menjadi role model atau agen perubahan. 

2. Belum optimalnya dukungan  dan koordinasi unit kerja terkait 

karena adanya ego sektoral dan  persepsi keberhasilan 

pelaksanaan RB (dalam bentuk penciptaan dokumen RB) 

merupakan tanggung jawab unit kerja yang mempunyai 

kewenangan untuk menjadi koordinator pelaksana RB,  sehingga 

berimplikasi pada kurang efektifnya pelaksanaan RB. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, seyogyanya Sekretariat Kabinet  

perlu tetap membentuk  tim atau kelompok kerja (yang terdiri dari 

wakil unit kerja terkait) walau Sekretariat Kabinet sudah 

membentuk unit kerja setingkat eselon II yang mengoordinasikan 

pelaksanaan RB. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan 

kualitas dalam pengelolaan perubahan dalam pelaksanaan RB 

sesuai bidang atau area perubahan. 

3. Kurang... 



 

 

 

- 66 - 

 

3. Kurang efektifnya media komunikasi karena terbatasnya media, 

muatan informasi, dan intensitas penyampaian informasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet perlu 

meningkatkan keberadaan media komunikasi dan 

pemanfaatannya, serta mendorong pejabat/pegawai di berbagai 

tingkatan untuk berpartisipasi aktif dalam mengomunikasikan 

pelaksanaan RB secara intensif. 

4. Belum teridentifikasinya risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi setelah reorganisasi (berdasar Peraturan Presiden 

Nomor 25 tahun 2015 jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 

Tahun 2015), yang berimplikasi kurang optimalnya pelaksanaan 

tugas dan fungsi. 

Guna mengatasi hal tersebut, Sekretariat Kabinet perlu 

menganalisis dan memetakan risiko  guna dapat melakukan 

mitigasi risiko. 

5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pengembangan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet perlu 

mengembangkan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja 

dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. 

6. Belum membentuk unit kerja yang menuju WBK/WBBM  guna 

penguatan pengawasan. 

Dalam rangka penguatan pengawasan, Sekretariat Kabinet perlu 

untuk membentuk WBK/WBBM. 

 
7. Kurangnya... 
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7. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terkait pelaksanaan RB  dan 

evaluasinya dari instansi pembina (Kementerian PAN dan RB),  

yang berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan RB dan 

timbulnya persepsi  pelaksanaan RB  hanya untuk menyusun 

dokumen  saja. 

Guna mengatasi hal tersebut, Sekretariat Kabinet perlu 

meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait dan lebih 

proaktif dalam mengantisipasi perubahan kebijakan. 

 

E. Rencana Perbaikan Untuk Peningkatan Kualitas Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet 

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan RB, Sekretariat 

Kabinet berupaya melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan RB  

dengan merencanakan kegiatan  perbaikan berdasar rekomendasi AoI 

dan  upaya pemecahan masalah yang dihadapi, yang dituangkan dalam 

rencana perbaikan, sebagai berikut: 

1. Bidang Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja 

a. Menyediakan media komunikasi tentang pelaksanaan RB yang 

dapat menjangkau baik pegawai maupun stakeholders 

Sekretariat Kabinet, seperti RB corner, penayangan videographis  

pelaksanaan RB, penyempurnaan kolom menu RB baik 

penempatan maupun muatannya dalam website Sekretariat 

Kabinet; 

b. Menyempurnakan pelaksanaan  monitoring dan evaluasi dengan 

menyampaikan laporan secara berkala, serta menindaklanjuti 

saran dari hasil monitoring dan evaluasi. 

 2. Bidang... 
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2. Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Pada Bidang ini, Sekretariat Kabinet perlu melakukan perbaikan 

dengan: 

a. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh  

peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron 

secara berkala; 

b. Merevisi peraturan perundang-undangan berdasar hasil 

pemetaan peraturan perudang-undangan yang  tidak 

harmonis/tidak sinkron; 

c. Melakukan evaluasi atas pelak sanaan sistem pengendalian 

penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala, dan 

melaporkan hasil evaluasi tersebut. 

3. Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi 

Sekretariat Kabinet  perlu  melakukan evaluasi kelembagaan dan 

koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk 

penataan/sinkronisasi tugas dan fungsi serta penyempurnaan 

organisasi. 

4. Bidang Penataan Ketatalaksanaan 

 Pada bidang Penataan Ketatalaksanaan, Sekretariat Kabinet perlu 

melakukan perbaikan dengan: 

a. Mengevaluasi SP dan SOP secara berkala berdasar ketentuan, 

dan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan  menyusun SP dan 

SOP sebagai tindak lanjut hasil evaluasi yang sesuai  

perkembangan dan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi;  

 
b. Mengembangkan... 
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b. Mengembangkan mekanisme dan sistem untuk penerapan SOP 

dalam pelaksanaan tugas; 

c. Mengembangkan pelaksanaan e-government yang terintegrasi. 

5. Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 

Aparatur 

a. Melakukan kebutuhan pengembangan kompetensi untuk seluruh 

pegawai, serta memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya 

secara berkala;  

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja individu 

secara berkala. 

6. Bidang  Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Sekretariat Kabinet perlu  melakukan upaya: 

a. Meningkatkan keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat 

penyusunan Renstra, Perjanjian Kinerja dan pemantauan 

capaian kinerja secara berkala; dan 

b. Menyusun  pedoman terkait akuntabilitas kinerja dan 

mengembangkan pengukuran dan pelaporan  kinerja berbasis 

elektronik guna meningkatkan kualitas pelaksanaan 

akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet. 

7. Bidang Penguatan Pengawasan 

Sekretariat Kabinet dalam upaya penguataan pengawasan perlu 

menyusun rencana perbaikan,  yaitu:  

a. Melakukan penilaian dan pemetaan risiko berdasar struktur baru 

yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 

2015 jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015;   

 b. Menetapkan... 
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b. Menetapkan unit kerja yang berpredikat menuju WBK/WBBM. 

8. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  

Pada bidang ini, Sekretariat Kabinet perlu melakukan upaya 

perbaikan dengan melakukan sosialisasi/pelatihan terkait penerapan 

budaya pelayanan prima; dan Menindaklanjuti hasil survei kepuasan 

stakeholders. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet perlu 

mengoptimalkan pemanfaatan penerapan teknologi informasi dalam 

memberikan pelayanan dari layanan internal di lingkungan 

Sekretariat Kabinet sampai layanan eksternal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV... 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Reformasi Birokrasi  Sekretariat Kabinet tahun 2016 berada pada 

tahap ke-2 Gelombang III guna mewujudkan Sekretariat Kabinet 

berbasis kinerja secara bertahap dan berkesinambungan, dalam 

pelaksanaannya berdasar rencana kerja yang mencakup 9 (sembilan) 

program terkait 8 (delapan) area perubahan, yakni manajemen 

perubahan, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, 

ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM ASN, peraturan perundang-

undangan, kualitas pelayanan publik, dan Quick Wins sebagaimana 

ditetapkan dalam Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2016. 

2. Guna mengetahui perkembangan dan keberhasilan pelaksanaan RB 

tahun 2016, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan penilaian baik 

internal maupun eksternal: 

a. Penilaian secara internal dengan mengadakan, antara lain survei 

secara mandiri terhadap opini atas kepuasan/kemanfaatan 

layanan Sekretariat Kabinet Bidang Maritim yang menggambarkan 

berada dalam kategori “sangat memuaskan”.  Sedangkan survei 

internal atas pemberian layanan internal terkait Bidang 

Administrasi menggambarkan pada kategori “memuaskan/ 

bermanfaat sampai dengan sangat memuaskan/sangat 

bermanfaat”. 

b. Penilaian secara mandiri (PMPRB) atas pelaksanaan RB Sekretariat 

Kabinet sepanjang tahun 2016 oleh Tim asesor  yang dibentuk 

dengan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor 

KEP.7/Adm/II/ 2016,  menghasilkan nilai 54,04 untuk Komponen 
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Pengungkit dan nilai 30,84 untuk Komponen Hasil, yang berarti  

Indeks RB Sekretariat Kabinet berada pada nilai 84,88.  

c. Sedangkan penilaian secara eksternal oleh Tim Evaluator dari 

Kementerian PAN dan RB  yang dilaksanakan mulai tanggal 21 Juli 

2016 (entry meeting)  sampai dengan tanggal 15 November 2016 

(exit meeting), menghasilkan nilai sementara per tanggal 6 

Desember 2016, yaitu sebesar 43,5 untuk Komponen Pengungkit 

dan nilai 30,75 untuk Komponen Hasil, dengan Indeks RB berada 

pada  nilai 74,25. 

3. Dari Penilaian baik internal maupun eksternal tersebut, Sekretariat 

Kabinet dapat memetakan permasalahan yang dihadapi dalam 

mewujudkan Sasaran RB, dan mendapat beberapa tanggapan dan 

saran untuk perbaikan, seperti saran dalam Area of Improvement (AoI) 

pada hasil PMPRB. 

B.  Rekomendasi 

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan 

kegiatan   di   setiap   area   perubahan,   Sekretariat   Kabinet    perlu 

menindaklanjuti saran perbaikan baik yang terdapat dalam hasil 

survei internal, maupun saran dalam AoI yang disampaikan oleh Tim 

Evaluator Kementerian PAN dan RB atas hasil PMPRB; 

2. Selanjutnya, seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Sekretariat  

Kabinet perlu memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan RB 

guna mewujudkan Sekretariat Kabinet berbasis kinerja dalam 

pelaksanaan manajemen kabinet. 
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tanggtl § Jynl 2016 

J\.-i.emo.-.f\dytrl Nomor: M.27J/Adm-3195l2018 
tanQ~al l6 M•I 2016 

Memorandum Nomor.M.347/Adm/312010 
,la nognl 29 Mtrtl 2015 
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lKE PMPRB 2015.POf 

Memorandym Nomor: M.227fAdm-J/OS/20t6 
1ang9e1 2 M•i 201e· 
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d jPel•k~naan PM.PRO 

dil•kull•n olel'I Ase.sor scsuai 
d•ngan htanluan yang 

1betlalcu 

fl !Ap• k•h lcoord1nator a>1sot 

PMPRB m•lli ltulc1n t•"'u 
t•tl'\adap kan.u lteqa •~'°' 
,.ebetum menyusun kena$ 

k•r,. inst•nsi? 

i IAp•kah para ucwr 
mu1c.ap.1 konseruu.s. el&' 
pengisJen \el\as brje 
:r.•belum men•l•pk.an nilef 
P MPRB 1nstensi? 

9 JR•ng~ ab hncbk l&AfU'l 
(RATL.) l•leh dikomumk•si\a,, 
d•n dita ks.a n•k•n 

• IP•n.rbelMn pota pikir d e n 
• . JTerdePet katalti.batan -

pknpinen 1erting91 seura 
aklif dan btintebinjuten delam 
p• l•kS8neen refomiasi 
,bitakrasi 

•. Tardapat penun1uk11n keiku\sel1Hn pejabal struk\ural lapis 
k1tdua s.eba9e1 as.-sor PMPRB dan yang bersangkuhn 1.rtib1t 
sepenuhnya saja\ \al\ap awal hfhgga akhit proses PMPRS. 
b. Tetd•P•I penunJUkan hik.Ulsenaen pej1bat struklural l1pii 

>cedua sebagai asesor PMPR8, t•lapi parti.sipuiny.a lid<1k 
mellpu\1 uk.wuh pros.es PMPRB 
c. Terd•pa\ P4nel•O•t1. pe,i-ab•l stn.i"-turel ~Pl'- k.du• s.t:iag•• 
u.es.or PMPRB. l•llpt lungsi HUOf dan Unll te~but 
d•'•'k..,ke,, oteh P49•""•' i.in 
C. ?•l'\l~~).I p•.-b•\ s\rukt..,r•I ~pi:l 11.•du• .s.ebaga' asesor 
PMP~B b•lum •d• 

" · Koord1notor •ue~r t•lah m•lakuka,, 1eViU lerhadap 
ulUt\lh k•n•s 1te11a s.ebelum menyusun k•M.s k• iia .nste,,si. 
b Koord~\or u.seuor t•lah melak1,Aan re\llU terNdep 
s.eb•911n \en•s ke.,a w'belum menyusun kanu llelja 1ns.tansi 
c . K00«11n111or as.sessor belum melakukan 1a"'u kan.s k•tje 
s.ebetum menyusun kertas k•l)a 1nslenM 

1.0 

a. Mayontas koord1na\or a~s.sor mtnt.1pe1 k.Ol\$4:1\$\JS dan 
s.elurvh lml•n• d1:>ahas 
b Tlda\ uturuh koordioator a.s.uu.sor meneap.ei koNensus 
~•nl•t•v 11dak setut\lh knt•na dibahes. 
c. Ba1um a da konsensus yang d!cap1i ol1h P•ra koordint!Ot 
e:-oses.sor 

• T erd•P•I Ranun. AUi den r~•k l e nful {RATl) -png 
1ele h d1\ornunill.ui.ken dan dil1k.s.an.kan 
b. T•rd•p•t Ren~na Aksi d•n rtnetak lenjul (RATL) nemun 

t>-elum d1ll.omunik•siken dan dileksanekan 
t;. Belum letdap.1 R•nc:.ane ~ l indelt l •"iut (RA.Tl..) 

a. se1uruh 1a1s~n pimpinan ltr11nggi te r1lb1\ Meara aktif din 
ber1!.•lanJu~n d1i.m pel.ak.Mnaan R•formui Birokt8si 
b. s.b1glan besar pimpiruin lattinggl tarfiba1 sec.are aktjf den 
beO;elen1ut1n d11lam pelaksenun Reform1s; Blroktui 
c. ubegien hcit pimp"ina n l•rlinggi terlibet .s.cara ••ti( din 
berhlanfutan dal1m petak.sanaan Refonnui Biroknsi 
d . SelUNh fa~uan p1mpinan te tting_gi belurn lertibet secua ekld 
den bert.elanjout•n d11l•m peltk.~n .. n R•fomiu i Bil'OlcJ•si 

"'9IC 

AJfllC 

AJBIC 

I0,17Y, 

1 h<eps1sk1b No. 21 htiun 2014 llQ Tim 

Ase~r PMPRB dt l!!19~.ungan Salk.ab 
hhUl"I ?91' d•l•m SK 101sebul l•tdeoal 
:esoion 11 Ill dan 1v1s1~1 

t IU~anqen RapAI Aa~r plus pend•mp1n9 

unit '• '18 un1ull. mela-..u\11n pembal\eu n 
Nib• £vol_..~ RB S•llt._.b hl\un 20\4 

Surat Tugu P eg•w• i Manpan Nomor; 
SJ\58JO.l.PAN-R.B/12J20141ariggat 1 
Du•mber 201•. Hal. Nuuumbudela,m FGO 
PMPRB 

Kt.j)Seskab No. 2; TahuR20t4 Ilg itfn :AUsor I 1 
PMPR8 d1 Linglr.ungen S.lk•b Tahun 20'4. 
dalam SK tersebut lerdepal Ese.k>n II, Ill, den 
IVIS11! 

I 1Und•"'9•" Repal As.sot plus pend•mping 
vNl k.•t1• vntuk mel•1r.uke n pembahe.sen Niai 
EYe ... es. RS Selk• b T•twn zou. 

f"lUrldi;lll)•n Re~.al •u1pedil'll'l'I Pel.k.sar\e R812. Undilngen R•pel kepade Titr'I P.1aua"i\il~ 
dan A.i;.e$0t RS val'\Q rnoweklll muinf;i- d e n Asesor RB y•ng mawek.i~ mHing ·m a.sing 
"'u'"'J un•L ke'JO un1ult. molakuk•n un1l kefJ• vntult mel•ltukan e>•mba/\asan hasil 
p11mbAhaun hu11,,,1~1 Eva lu;u1 Relormas1 n1lei Evaluesi Reformesl Birokrui lnslansi 
Buo\ras1 ln~tans1 

l lbull.U 201!. 

1 IUrwHu"'JinRapet li;op•da-Tim Pela\.wN R8 
cen Asu.or RB .,..ng m•wakih mesmg. 

""'•S>ft9 utHl lt•ri• 1o1n\v\ mele\ulc.an 
pemb•l\asen h1s11 nt1e1 E·1•lues.1 Roformas• 
81101tra s1 ln:;1ao~1 

"}" rs·K Tim A$8s~I ba1u 

' Tsvri: p.tny.mp,.-;,, qent.11...e Au. -.•P•d• 
Tu" P•L,\:..s.ano R8 

2 ISK r.m A°Sf.:ssofbMU 

Utidi"t\9•-' Repet k.e;»•d• T•m P e lt lU.tf\. RB 
den Asuor RS yeng mewek.M rnaU"19-rNsing 
uM karja untuk m•laltuken Pl"'bahuan hasil 
l\llal Eveluasi Reformasl 8irokresi tnslansi 

SVrat penysrnp ... ft Rehiane AkSi \apada nm I , 
PeleU.na RB 

Pembe.nl\Jken Ktlompok Ketja Evalvasi 
Sistem Altunltlbfliaas Ktn•I)• lruLml'\$• 

Oetnerinl8h dan Ref01maM Sirokr.1si d1 
Lingkung•n Sekraltri•I Klbinet Tahun 2016 

·suiet 1'<epu1us,eii Tim As.usor 

Pcmbahuan Nila, Surve1 lntemal dan 
Ekslemat tet'c.e il PMPRB C>nhM. 11ngga1 3 
Mei 2016; 

Pimbahasen ·naa1 PMPRB Sekr1tanet Ka b1Mt 
Tahun 201§. \enc)gtl 3 Ju,,1 

Pembahllsan N1lei Su,,....i Inte rnal din 
Ek.sternal te rt.ait PMPRB Oniane. t1099al 3 
Mci20U~: 

P•mbahasan Mel PMPRB Selc"r•1.ena1 Kib1net 
Tehun 20HS:. l.enggel 3 Juni: 

Paiek.sanHn Ptgt8rTIB•ro Akul'\l•~a.s den 
R•formasi 8irolcres&. l•r\•it dengan 
P•l• k:.ol\lle n ke jlen den pengam bangan 
s1stem rMna;.men kine~• 

• 1P1tTnohonanl1.,, k.eikvtunaandalem k.•911L1n 
Sludi b1ndirig elas 9esl Practice ~lek.san.un 

Sistttn Altunlebi&lea Kinttje lnsten s.i 
Pern.rinteh (SAK.IP) d• n Relonna;si S1ro1r.r•~ 
(RB) di Provlf\Si DHrth lsllmewe Yogyak.ana 

b IParmohonen izin pnn119 kag iatan tindaltlanjul 
Bend\matting alas But Practic.e 
lmp\ementasi SAKIP dan Reformasi 8irnkras1 
di Provinsi OtY. tanggal 19 sampai danqan 2 1 
Agustus 

Undang3n pcngajian remedhen tenggal S. 1 S, 
22. 29Juni 2010 

KeQutusan OeQuti 6id!DQ Adminislrasi 
Sekretuiat Kebine! Nomor · . 
KEP 3l/AOMMlf20\5 lentano Ke!omoot_ 
Kana Evalua:s.i S 1stem A!cyntabtlilu Kine.ip 
lnsl•nsi Pem1trlnt1h den RtfortnHi Bjrolr:re1I 
id1 linalu.1ncan Sekr~t:1nal Kabtnet Tahun 201§ 

KeeU!us.an Sekrelans KJibtnel Nornor 21 
Tahun 2014 1en1•no Tim Asasor PMPRB 
Keputusan Oepy1l Admil'\ISlte:s.i Seli;r1t1eri; 
Kabin.t "'-'omor 32/AOM/IX/20 \ S \entana Tim 
>!esor PMPRB di LiMkunaen SE!1<A8 

tanagal 2 Me• 20\§· 

~nd~M229i1NSPl5t2016 
t1naul 2 Ju,,• 29H'J 

Mcmo~ndum Nof'l\Ot M 227/A.dm-310.S!201ft 
laMgal 2 Mei 20Hli· 

M•rnorandym NomoF.M229/INSP/9!2018 
ltnoqal 2 J yni 2016 

Progrim kene Bifv Aflr.yp!.•bilrtu K"l!fi! den 
Rtforma.s.i 8111:1krtsi Oaeuti Biding 
.A.dmi!'Listrul P1riode Janv 11n - 01ut1mbor 

Zill 

Memorandum Nornor M-40e!OKK-2i6iqo10 
ll!$gal 2$ April 201e 

Mel"l\Orsndym Nomo(M0 3791Adm$81201"0-

llnogal l 1"9uslut2018 

1Mmof8j.157K~!Q-3@MI05®10 

memorandum nomor M 536/Adm-2!5no1e 

mtmon.nCtUTr?Cim9iM"S§.47"Adrn:-2i!fno16 



b jT.rdapat media 1tOmunikUI 
st(';.lfa r• g1.1ltr untut 
m.r\yosielosesikan t•nl•ng 
r•formasi b.tokr•~ yang 
sed•ng dal"I •kal"I diiakukon 

c ITerdapat upa)'9 untuk 
m.r199erakl(an organi:s.tsl 
dolam malekukan perubahan 
m•latul pemb•ntukan agenr 
of c;hon9• el•upun rol• 
,mod•/ 

e. Adi tned1;1 komunlke.s• yang Ca1upa-M~tnintingka..,-----
sefuruh pegawa1 dan f>4tmangku hP'lnht.gan 1artlail ser\a 
ldt1aksanakan ~c.ara bet1lata 
b . Ada rnedl.3 komun.kasi V-"9 c:akupannr- menj1ngk•u 
seluNl'I pegewal dan pemangku kepenltngen lerlteil 
e . Ada me dia komunl'i:a:ii y.n9 eakupa nny. menjongka u 
'isek.INh pegawa• 
d. Ada med~ ti;omun1k.as1 namun c.akupan~ lertMila~ pada 
pegawa• llngli;atal"l lt l\t ntu 
• · Belum ada m•d11 komunibsi un1u-.. m.nso)4alisasilten 

•lakS;!Jt\.un reforyn•si birQk1'1!si 
a - Sudah teroa pat upay. pembentukan Agenl ol Ching• 
MQt11 formal dtn sasuai ukutan OJg•nis.asl. dan sudah 
mangikut1 pelallh•n Hb19 ai role mock! dala.m perub1._.n 
b. Sudali terdapat upaya pembenlukan Agent or Chonga 
~c.ra fol'l'T1ol dan $eSUa1 ukuran otganiwsl 
e Suda!\ littdap.111 upaya pemt>.ntuk.an Agent ot Chan<J e 
namun s.c..ra lotma l t>elum dilakukan 

B•klm ad• upa'f* untuk meme>anhA Ag•nt ot Chang• 

A.Oil w11bs11e ~!'l'\un be l-..im bet\a l1 
pa"9•~•nny~ 0111"11 sc1e•n ~nt~ny. 

1 l$K'R.Od,1Modc11llhun2014 

SK ~M~! ~df'I T:..h11" 21;>_!1_·_~01 :1 
SK Roae l ,....odt!l1'1<1ut1'._011 

4 ISK Buday• Ket1• Tahuf\ 201• 

~--1s1rtiu0av•-K•1111 TVtUn- io13 
6 ISK8Ud9.va-Kar1a hhun-2012 

1 IB11nn• r, $05101+:.o:;+ Uvd oy• Korj1 20\5 

Ada wab~I• Nmun bek.lm berilala 
pang1$&6nny•. priN sct••n ~ntanya 

1, ! SK A odel Model h hun 2014 

SK Rodel MQ(i";!Tahu" 2012-2013 
;SK-Rodal MOdellahUn-2011 

• tSKBudaY. K9-~ilah\ln 201• 

S ISKBudav9Keile TehUn 2013 
fflSt<SU-d9-v. i<e09-Tli1\un--2012 

7 IS11nn1r. So:il1h3.15I Bude ya Kefl• 

fo<Prime 
PermohoNin lirna kegiata l"l \erilait dengan 
rew:lusi mental 

Rapat pembahasan keg1at.1n Role Mod•I. 
tanggal 4 No .... mber 2015 

Rapat pembahasan keg1at.1n Role fi.\oeltl, 

tanggal ,5 Ouember 2015 

Rapat P41 mbahuan k•gialli" RoSc: Mod•I. 
langgal 24 FebN•ri 2015 

Sah:an Materi Revolu~i Menu1I Pra 
Musn:nba" !: Tahun 201S 

ll8:ih1n Sosi:aiin\1 Geuk;:in Nu1onal R.svolysi 
Me~;:il Tahu n_ 2015 

1Web S11e s .,tc rP.t1na t-K.ablnet 

t<eputusa!'I Seklfttan:i. Kat>in! t Nomor 11RB 
T!hun 2014 tentana Pa nutan (Rol1 Moda l) 

SK Redel Model Tehut'I 2012·2013 
SK Rod4'1 Mod11I Ta hun 20 11 
SK: Bvd• v- ~t.!na Ta h_tm_lQU 

SK BudaY11 K! l"\e T• hun 2013 
SK Bt.ldava Ket'la Tahun 20 12 

,•fll'l11r. So:ii • l !SAsi Bud•V11 _Ke r1• 2015 
Kode Etik Pegowti Selcratarfat Kab1net 
Reovblik Indonesia 

1 lmemorandum t1omor: M.113/Adm-3/1112015 

2 1,memorandum nomor: M.1'1/Adm·l / 1112015 

3 lmtmot~nd um nomor: M.112/ adm0 3/02/2016 



1 IHarmonisas i (2,5) 

a. ITelah dilakukan identifikasi. analisis, dan 
pemetaan terhadap peraturan perundang
undangan yang tidak harmonis/sinkron 

b. ITelah dilakukan revisi peraturan perundang
undangan yang tidak harmonis I tidak sinkron 

2 ISistem pengendalian dalam penyusunan 
a. IAdanya Sistem pengendalian penyusunan 

peraturan perundangan yang mensyaratkan 
adanya Rapat Koordinasi, Naskah 
Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf 
Koordinasi 

b. ITelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan 
sistem pengendalian penyusunan peraturan 
perundang-undangan 

2,5 

a. Telah dilakukan identifikasi, analis is, dan pemetaan 
terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang 
tidak harmonis/sinkron 

b. Telah dilakukan identifikasi, analisis. dan pemetaan 
terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang 
tidak harmonis/sinkron 

c. Belum dilakukan identifikasi, analisis. dan pemetaan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak 
harmonis/sinkron 

a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak 
harmonis I tidak sinkron telah selesai dilakukan. atau 
tidak ditemukan adanya peraturan perundangan
undangan yang tidak harmonis 

b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan 
yang tidak harmonis I tidak sinkron telah dilakukan, 
namun belum selesai 

c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan 
perundang-undangan yang tidak harmonis I tidak sinkron 

a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan 
b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian 
diimplementasikan 

c. Ada persyaratan tersebut namun belum 
diimplementasikan 
d. Belum ada persyaratan tersebut 

a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian 
penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan 
secara berkala 

b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian 
penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan 
secara tidak berkala 

I 
c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan L sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-
undangan 

1 

A/B/C 

!VB/C 

2,50 
/VB/CID 

IVB/C 

IDENTIFIKASI PERATURAN 
INTERNAL SEKRETARIAT 
KABINET.odf • 

SK KPB Baru.pdf 

2 ISK KPB Lama.odf 

100,00% I I '•:, 
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INTERNAL.pdf 
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otganis.asi 

b IT&iih d 1lakukan eva1uasa yang mengukur 
1en1ang organisa$i 

c;. IT9'a h d 1lakukan evaluasi yang monganah~t~ 
kemungktnan dup\ikasi fung$l 

cJ IT•lah cJ1lakukan ev•luaSt yang menganal1S1$ 

l
s.atuan orgams.a$1 yang beft)eda lu1uan n.amun 
d1l•mp.atkan dal~m $.a\U kek>mpok 

e JT elah dilakubn evalua.si yang menganal!S1s 
kemungkinan adanya peJabat yang melapor 
kepacsa let1h dari seorang alasan 

f. ITelah d1lakukan 8valuas1 yang menQanali~i$ 
kOM$uaian .struktur organisasi dengan klnetja 
yang ekan dihasilk~n 

g. IT91ah d ~lakukan evaluasi a1a.s kese.sua1an 
stn.Jktur organisasi dengan mandal 

h IT ellh -d1lakukan evaluasi yang menganal15is 
kemungkinan 1umpang hndih fungsi dengan 
ins;ta nsi lain 

Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis 
kemampuan sttuklur organisasl untuk 3dap1if 
terhadap perubahan tingkungan Slrategis 

a. Telah dllaku-kaneva1uas1 untuk mtni\3tketepatan -
fungsi dan ketepatan uku,an organisasi kepada seluruh 

unil organisasi 
b. Telah d 1la.kukan evaJuasi untuk menilai ketepalan 
tungsi dan ketepalan ultura.n organisasi kepada 
sebagian unit organlsasi 
c 8elvm dil•kulc.An evalua.si untuk meM•i k•l•P•1an 
fung $i dan ketepatan ukuran organisa.si kepada unil 
orpans1ni 

:t T.-l:th d1l'l\tuk3n •v31U'lo'* yang mengull.ut jonjang 
organi$a~ kepada u luruh unit organisa.si 
b . Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang 
organisasi kepada sebagian un~ organisasi 
c. Belum dilakukan evaluas4 yang mengukur jenjang 
organisni hoada unit organisasi 

a. Telah d1lakukan evaluasi yang menganalisss 
li:;emungkinan duplika.$1 fungsi kepada so\vruh unil kel')a 
b. Telah dilakukan eveluasi yang menganalisis 
kemungkinan dup!ikasi fung~ kepada Sbba9ian unll 
kerja 
c. Belum dilakukan evalua.si yang menganaliS1s 

a . Telah d1lakuk1n evaluui yang menganalisis satuan 
organis.asi yang l>Mbeda tujuan namun dil•mpaitltan 
dalam Hlu kelompok 11.ep~a Mluruh unit kerja 
b, Telah d1laJtukan evafua.si yang menganalisis s.aluan 
organisaai yang bert>eda tujuan namun ditempaUt.an 
dalam .satu kelompok kepada sebagian uni\ ketja 
c. Belum dilakukan evalua.si yang mengal"lali~s a.a1uan 
organisasi yang betbeda tujuan namun dilem patkan 
dnlam satu kelompok. ~epada uni! kerja 

a Telahd1lakubn evaluui yang m•nganali.sis 
bmungkinan adanya pejabat yang melapor ~epac:Ja 
l•bih dat'i seorang atasan kepada Mluruh \M'\it h rja 
b. Telah di1akuUn evaluui yang menganahsls 
kemungkinan adany-a pejabat yang melapor kep~a 

lebih dari $60rang atas.an kepada sebagian unil hrj• 
c. Belum ditakukan eva\uasi yang menganalisis 
l<.emungklnan adanya pejabat yang me lapor kep.O:a 
lebih dari s.eorang alas.an kepada lH'lll kerja 

a. Telah dtlakukan evaluasi yang menganalisis 
kNoNUalan struktur organisa.$ dengan kinerja yarig 
abn diha.Silkan k•pada satUNh unit k61ja 
,b. Telah dilakukan evaluasi yang menganaltsis 
'kesesualan struktut organisasi dangan kinetja yang 
all.an d ihasilkan kepada sebagian uNt ke~a 
c. 8elum dila>tukan •valuasi yang menganalisis 
k6$0.$Uaian slruktur organis.asi d•ngan kinetja yang 
akan dihasilkan kepada uni1 keria 
a. T e1ah ~llakukan eva\ua$i a1as kes.suaian st1uktur 
:organisasi dengan mandal kepada Mluruh unil k•tj;, 
b. Telah dilakukan evatua.si atas ke.se.3Uaian struktur 
019anisasl dengan mandat kep&dai sebagian unit kerjil 
c. Betum dilakukan eva\ua.si atas kesesuaian struk1ur 
organisa.sl dengan mandat kepada unit kerja 

Ya. apabila telah dilakukan evaluaSi yang menganalisis, 
kemungkinan tumpang tindjh fung.si dengan instansi lain 

Ya. apabita telah dilakukan evaluasl yang menganatisis 
kemampuan struk'tur organi.sasi untuk adaptif terhJ<Jap 
perubat\¥1 lingkungan stra1egis 

·, ~~~~~~~~ 
-/llJ~~· . ;.;~ --:: 

-·;~ 
AIBIC 

A/SIC 

AJSIC 

A/BIC 

A/8/C 

Yff 

YfT 

LAPORAN ANJAB !)11 

~ IPENYAMPAIAN ANJA8 Qdf 

ANJA8 KABAG PERENCANMN,Pdf 

ANJAB KARO RENKEU Od l 
ANALISIS BEBAN ~ERJA .ocff 
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1 IProMs bisnis dan prOMdur OJ"fHional t•tap 
a ITelah mom\lik.i pota pros.9S bisnisyang $C..Wa1 

d&ngan tugas dan rungsi 

b 1Peta proses btsnls. .sudah dijabatkan 'ke Oalam 

iP4'0Sedut operasionaJ tetap (SOP) 

c IProstc1uf operas.-onal latap (SOP) lel3h 
Ch1orapkan 

d !Pata proso$ bt~s dan Prosedut Of>'!Ca$10nal 
telah d1ovaluasi da n disesuai~an dengan 
p•rkembangan tun11Aan eftsi•nsi. dan 
e l@klivitas birokrasi 

a . SeluNh Yriit orgao"isasi telah memiliki pole proses 
bisnis yang se.sua i dengan tugas dan lungsi 
b. Sebagian besar unit organis.ui 1elah memili~i peta 
pro:;es bisnis yang sesuai dengan tugas dan fuogsi 
c. Sebagian kocil unil org1nlsa.sl telatl memiliki peta 
proses bisnl$ yang .se..suai dengan tugas dan fungsi 
d. Soh.xuh uni10tgani.s.a.si belum momlh\i pota prose~ 
bisnis yang sasuai dengan lugu dan rungsi 

a . s.tufuh peta proses bi.$nis lelah d•J•t>antan dabm 
SOP 
b. Sebagian besar peta pro~es b1sNs t elah chjabarbn 
da\am SOP 
c Stbagian li!.ecil peta prO.se.3 bisms lelah diji'oarkan 
dalam SOP 
d. Seluruh peta proses bisnis belum dlj3barkan dalam 
SOP 

a. Seluruh unit 0<9anisasi ltlah meneraplitan Ptosedur 
operasional tetap (SOP) 
b. S.ttagian besar unit organis.uc telah menerapkan 
Pros.edur operasiona1 tetap (SOP) 
c. $eb~ian kec:il unit org•nba.sJ lolah m&norapkan 
ProS6dur opera.sionat tetap (SOP) 
d. Seluruh unit organisasi belum men&ripkan Prosedur 
operasional tetap (SOP) 

a. T•rdapat evalu3$i lerhadap eft.$1tNl dan efekt1v1tas 
peta pl0$0$ bisnis dan SOP ~r• betttala dan seluruh 
hasilnya lel:.h dilindaklanju\i 
b. Terdapat evaluasi te rti;adap eO!ierui dan efeklivila$ 
pota proses bisnis dan SOP secara berkala namun 
belum seluruh hasilnya ditindaklanju1! 
c. Tetdapat evalua.si namun belum rnenganahsis 
e fi$1ensi dan e fektivila$ pela prose.s bi.snis dan SOP 
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1 !PETA-PROSES BISNlSSET~AB 
WIDE DAN ESElON I ool 
PETA PROSE.S BISNIS 81RO 

PET.< PROSES 8tSNIS 
ilNSPEKTORAT nDlk p,,., wo;a\i b4;nl1 in .. 001t1orat 

Pela prostts btsnts SETKAB Wide dan 

IE:;.so!on 11orboru 

PQta orose.s bto;n1s 8110 Per1tnr:;11naan 

Clan ti:eu..,nqan 
I IKEPSESKAP SOP pq°I 

i iOAfTAlfSQJ> J?dt 

J IKop:o:.k-,.b-662011 !!ll PcflJOllh.ln ~· 

1<11 ltn<l.'k Sn1k:tb OO:f 

1 IMONEV PEV.KSANAAN S9~f 
REKAP}OP YANG TElA'1 
OIMQNITORING pqf 

1 ISK TIM PENYEMPURNA.AN SOP odf 

2 IMEMO PENYAMPAIAN l,APOR.AN 

P;,NYEMPURNMN SOP pdf 

3 IL"oot~n Kegial;\n Penye1novrnaan 
Penvusunan SOP.Ddf 

4 lev;.LUASI SOP odf 

1. (Klipse!akab Nomot S1 Tatu.in 201211 
tantaog SOP di Lingkungan Sekratarial 
Kabinel 

Kepseskab Nomor 57 Tahun 2012 
tentang SP Uni\ Kerja di Ungkungan 
Sekr &t arial Kabinel, 

2ltie-n\buatan SOP di Llf,gkung:an 
Sekretariat Kabinet 

Pembagian lugas Clan Fungse a.. Strukt1 
Organisasi Sekrecariat Ka~net RI 

1(P9inbentukar\-'f1m 

1 IP9Ta~aia0-Evatuui SOP pada ~iap 
Unit Ket)• di lJn9kungan Sektetanat 
Kabcn•t 

3\Pe rmohOnan ltin bagl Pejabal dan 
Pegawai untuk mengikuti rapat 
pembahasan penyempumain SOP di 
Lingk.ungan S•ltr•tariat Kabin.t 

4)0okumen pelaksanaan Rapat 

~ 

1 ISKNomorKeP 331AdrriJAdmllXJ2015 

1 IMemqrandum nomor 11 lOIAdm· 
2J1QIZ()15 1anggat 13 Ok!ober ?915 

2fSUfifPerinlah Togas Nomor. 
Spnnl 111 11Adm/10/20l5 tanggel 23 
oktober 2015 

3iKU!.sfonor EvilUaSf$-OP dlUMkungan 
So~retarial _KabintJ_l 

4 IJ!dwa! t Keoi~an Tim Penvempumaan 
SOP di UnakunQ:an Sekralariat Kebinel 

SfSadW-.1 2 KMZiatan Tim Penyempumaan 
SOP di UookYnaen Sekretaria t Kabina\ 

1llJ9m9rancfYm-no·mor:-M , 145/Adnl· 
2/10/2015 tanagal 26 Oklober 2015 

-~ndUrr\ nomorM t 146/Adm~ 
2/10/2~el 26 Oktobftr 2015 

1 I oattar §tindaf-SQP dfllnQkunaan 
Sekretari8'l K~binol 

2f8ihM maten rapal Pedoman 
oerwusunan SOP 

41Bahan materi rapat S1mbol simpol dal 

~ 
SfBahan mi\lflri rapat Teltntk OAnwsunan 

SOP Admlnistrasi Pemerintah 



2 IE-Gowm,,,.nt {2) 
.- lSudah mem1llki renc.ana pengembangan • 

government d1 hngkungan 1Mt3~ 

Sudah dilak.ukan peogembangan • 

:~;~r~me·n·l ~i.~i"?~k~~". i~!~.~! .d~I-~ .• 

t ISudah d1takukan pongembangan e-
govern ment untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan li:epada masyarakat (mis.al· 'W8bs!te 
untuk penyed1aan 1nlorma.si kepada 
masyara.k~~ sist•m p•ngaduan) 

2,0 

.. , ___ .,..,_, 

Ya . apabila $Udah memiliki r•neana pengemoangan o
govemmenl d • llng)u.tngan instans1 

a. Suclah difo°k.ukan implementasi '*'1Q•mbangan & 

government sec.a.ta terinlegrasi 
b. Sudah dilakukan lmplementasi pengemt>angan • 
1government namun belum ttrint.gras1 
c. Sudah dilakukan p.ngembangan ..governmenl 
namun t>olum d11akukan implementa $i 
d .B•lum ada pengembangan dan imptomonuu i e
governmenl 

asudah dilakUkall implem8nta.si pengembangan .. 

1
government secara tarint~rasi 
b. Sudah dilakuk.an implementasi pengembangan • 
government namun belum terintegrui 
c. Sudah dilakukan pengemt>.angan &-government 
namun belum dilakukan implemenlasi 
d. Belum ada pengembangan dan implometasi e
;9ovemment 
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lenla?Q Gr1'nd Design Penaembangan tentang Grand De.sign Pengembangan 
Stslen, lf\fnrma:.i Manajemen T.'lhyn Sistem tnformasi Manajemen Tahun 
:~ 2011-2014, 

2 !Gr;,nd bo~1Qn pdf 

l IPEMBAGUNAN SISTEM INFORMASI 

KE!'EGMll&AN 2006.J>dl 

2 IPEOOJ.iAN PENGGUNAAN 2006 Ddl 

J IT AMPllAN t>A T ABl\SE 2006 [ill 

4 IAN°A\.1$1 0AN PERANCANGAN 

s IKAK pdl 

PETUN.JUK PENGGUNAAN 

t IPemb.ntukan tenlang Pedoman 
Peng~olaan lnform3!0& d:an OokumentaSI 
G1 Lingkungan Sekretaris Kablnet 

21Ponetapan Pejabal Pengelola lnformasi 
dan Ookumenta.si d• l.ngkungan 
Sekfetaris Kabinel 

3lPembontu)Can Tim Pengelo la lnformasi 
dan Ookumentasi d1 Lingkungan 
Sektetaris Kah.net l~hun 2012 

•IP.erTiherllukan·t -i!ri P-Ong-tJ101a 1nform3si 

dan Ookumentc1si di Lingkungan 
Sekretaris Kabinet lahun 2013 

SIP•netapan Pejabal Pangelola lnfcwmas.i 
dan Ookumentasl di Ungkungan 
Sokretaiis Kabinet l.lhun 2016 

61Penetapan Maktumat Pelayanan 

~ 
~g..Adm-2-Xl-20151al 6 Novembef 

2015 ttg eenY!mpaian hasit k.eaiatat'I 
oenyempumaan SOP 

7fl300ian- rie"nvUsunan dan 

penyempumaan SOP 

~: .. 1 

1 IP!'Jruran Sekre1ar1s Kabfnel Nomor 5 
lahun 2013 

l iKtiputu~n Sekretan~ Kab1net Nomor 
~/RS tahun 2011 

1 ]K§putusan Oeouli Bidnng AdminiSfrasi 
Nomgr. KEP.63/ADMN111f2012 

1IK0Q.ufu5ali SekrL'!lans K.ab1no1No.mar19 
121r.yn 20\l 

1IKeputusan Se)Crelaris KHbin~ 
T:ahun 20i6 

1IM•k1U.TI!f Pe1ay3nari 18r\qqa1 1 J i.ih 2016 



d ISuoah cMa\.:ukan pangembangan e
governmenl unluk meningkatkan kua!itas 
pol3yanan kepada masyarakal dalam 
MgkalM iransaksional (ma.syarakat dapal 
mongaJukan perijman molalu1 ...wb.site. 

1mela~ukan pembayaran. dll) 

J !Ket• rbukun lnformasi Publlk (1,5> l 1,5 

a. Sudah dilakukan implemenlasl pengembangan .. 
govemment s.eeara lerintegra.JI 
b. Sudah dllakukan implemenlasi pengembangan • 
govemmonl namun belum lerinl egrasi 
c Sudah dilakukan pengembangan .,..government 
namun b<elum dilaku~an implementasl 

1
d , Solum ada pengembangan dan implemulasi e
,govemmen\ 
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Eproc do:tf\ Eselon 1V C ke alas ~belum 
dnn :io~ud.ih di kernbangkan 

7IP•nvernpurnaat'I Si.stern Teknoi0g1 lnl0tmaSi 
Oalam Mendukoog E·Governmet'll 

MOU. Memo Orpmin b: suub a.an GLSposis1 
CltiSatuiuan 

• 11..If 

PenemP! t11n H tvt'I k.et j.a nrn11 d•nun BP 
Otoritu 8-lltam d 111am und.a penempatan 
d:an perig e ,,..bllnu n \ap u itas ietvtr y11ng 

sudih dit tmpitkan dt 81tam m eliputi: 

l W•bsht St!tkab 

2 e-rnail 

Penambahan bp1Sita\ penvitnpanan d an 
l'Ol_em_pe ,bet.a r ak~-~~ 

Adanya kebijakan pimptnarttentang --1 1V3. 8P8bila lelah ada kebijahn prmpinan tentang 
keterbukaan infonnasi publik (identifikn • lketert>uban informa.si publik 

YfT L~Y.•i::<-: 1 1 I I ~ \SK - P..sukab S 20t3 <Pmman I j I I I \ I 
Kopse:skab 4 RB 2011 (Penelap.:tn 

,mfo1maS1 yang dapat diketahui oleh publik Clan 
lm•ka111:sme penyampaian) 

b )Menerapkan kab11akan ka lerbukaan informasi 

c 1M9la.\.:ukan momlonng dan evaluasi 
:oelaksanaan kobijakan ketarbukaan informasi 

a . SelUNh inlormas.i publi)t te lah dapat diab&s I NBIC/O 
b. Seb.gian ~ informasl poblik telah dapat dialu.e.s 
<:: Sebtgian kecil infonnasi publik lelah d apal diabe$ 
d Seluruh lnfonnn i publik belum dapat dialc.ses 

ii Morli1oring dan •valuasi pelaksanun kebijakan -
kelarbukaan lnfonna.s; publik dilakukan $8Cara berka1a 
b. Monlloring dan evaluasi pe1aksanaan kebijakan 
kelerbukaan lnformasi publ ilir. dllakukan tidak berklMa 
c. Selum ada monitoring dan evaluasi pelaks.anaan 
kebijakan kolerbukaan infonna.s.i publi'i< 
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4 ISA Utt Konseku~~ IP Se.tkab 
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a. 

b . IPerhitungan k.ebutuhiln pegawai telah dilak.ukan 

1. IUND. RAPAT FINAL tSASI ANJAB.pdf I , . IVndangan Ra pol r ir:;lllUCll\Cl~Cl l I 111 l(llll~Q~I j 
Penyusunan dan Penyempurnaan 
Analisis Jabatan di lingkungan Setkab 
Nomor: M.1164/Adm-3/1212004 Tanggal 
11 Desember 2014 

2 IBIMTEK ANJAB.pdf 

3 ILAPORAN ANJl\B.pdf 

PENYAMPAIAN ANJAB pdf 

5 \ANJAB KABAG PERENCANAAN odf 
6 \ANJAB KARO RENKEU.odf 
7 IANAUSIS BEBAN KERJAodl 
8 \Undangan Rapa! Pembahasan 

Finalisasi Penyusunan dan 

Penyempurnaan Analisis Jabatan d• 
Lingkungan Selkab Nomor: 
M.1164/Adm-3112/2004 Tangqal \ \ 

14 
9 IPelaksananaan b1mb1noan tekn1s 

penyusunan d<tn penyempurnaan 
analisis jabatan pada tanggal 20 21 
27 November don 2 Desernber 20 \ 4 
dengan narasumber dari Kemenlerian 
Pendayagunaan Aoaralur Negara dan 
Reformasi 8irokras1 

10 \Laooran Pelaksanaan Kegiatan Tim 
Penvempurnaan Analisis Jabatan 

11 !Memo Kepala Biro Kepeoawaian 
Organisasi dan Tata Laksana Nomor 

M 1150/Adm.3/1212014 langqal 9 
Desember 2014 oerihal Permohonan 
Penyampaian Penyempurnaan Analisis 
Jabatan Pegawai di lingkungan 
Sekretariat Kabinel 

12 I Dokumen Analisis Jabatan 
13 \Dokumen Analisis Beban Keria 

1. IRENCANA REOISTRIBUSI PEGAWAl.odl 

Pelaksananaan bimbingan teknis 
penyusunan dan penyempurnaan 
analisis jabatan pada tanggal 20 21 27 
November dan 2 Desember 2014 dengan 
narasumber dari Kementerian 

3 ILaooran Pelaksanaan Kegiatan Tim 
Penvempurnaan Analisis Jabatan 

a I Memo Kepala Biro Kepeqawaian 
Organisasi dan T ala Laksana Nomor: 
M.11501Adm-3/12/2014 tanggal 9 
Desember 2014 perihal Permohonan 
Penyampaian Penyemournaan Analisis 

5 I Dokumen Analisis Jabatan 
6 IDokumen Analisis Beban Keria 

l. IDokumen rl!ncana redistibusi pegawai 

1. IUsulan Bimtek Penyusunan Peta Resiko I 1 !memorandum nomor:M.360/INSP/91201 6 

2. TUndangan Bimtek Penyusunan Peta 2. m!i:;morandum nQmor:M-
Resiko 518/ Adm/09/2016 

3. IPenmohonan peseria Bimtek 3 . memorandum nomor:M.367/INSP/9/201-6 
Penvusunan Peta Resiko 

4. Surat oenuoasan narasumber Bimtek 4 Nomor: S-96010210412016 
5. Daftra hadir 5. Daftar hadir Bimtek pen:i!Jsunan peta 

resiko 
6. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja 6. Pemetaan dan Penilian Resiko 

Sekretariat Kabinet RI 



c. !Rencana redist ribusi pecawai telah disusun dJn 

d1fotmalkan 

d. IProyeks1 kebutuhan S tahun telah disunm dan 

diformalkan 

e. IPerh1tune.an formu1 jabatan yanc m enun,anc 

k1ner1a utam it innansi telah dihitung d an 

diformalkan 

Proses penerimaan pegawal transparoan. objektif, I 2,0 

;i,. IPencumuman penerimaan diinform;i,sikan secara 

luu kepada masy.uakat 

b. IPendaftuan dapat dilakubn denian mudilh, c:epat 

dan pa.sti (on/in~ ) 

c. IPe rsyaratan jelas, t idak diskrimina tif 

RENCANA PROYEKSI S TAHUN.pdf 

Ookumen rtnuna proyeks i kebutuhan 

1enwai S tahun 

RENCANA REOISTRIBUSI PEGAWAl.pdl 

Ookumen rencana ttd•thbusi penwa1 

1 IRENCANA PROYEKSI S TAHU N.pdf 

Ookume.n rencana proyehi kebutukan 

Pee.awai S u hun 

KfPMfNPAN FORMASI pdf 

SURAT PENGISI AN E·f ORMASI 

MENPAN.odf 

Ookumen Usulan Formas1 PNS Tahun 20111 

PENGUMUMAN CPNS SETKAB.pdf 

PENGUMUMAN KEDUA CPNS.pdf 

PENG LULUS SElEKSI AOM .. pdf 

4 I PENG. TKO.pd! 

PENG. KELULUSAN CPNS.pdf 

9 IPe ngu muman Kclulusan h .s l<omoettM1 

D>m P.llSS/Adm/11(2014 

10 IPengumuman Ktlulu~iln 

P .1273/Adm/12/2014 
PE NDAFTARAN PANSHNAS.pdf 

PENDAFTARAN CPNS TEMBUSAN Kf 
GMAI L.pdf 

SSCN SETKAB.pdf 

Pendaftaran. data CP NS dan input 

ke lengkapan berkls kt website Panselnas 

di: https://pa nnlnas.menpan.goJ d 

log in ke SSCN di: http:l/sscn.blm.go .1d 

setelith mendapuh n usern.ame dan 
assword 

RENCANA REOISTRISUSI PEGAWAl.pdf 

setelah mendapatkan use rna me dan 

as sword 

1• ·•·1-
Ookumen rencana proyek.si kebutuh1n 

enwaiSuhun 

l IDokumen rencana redistibusi peuwai 

1 IOokume-n re ncana proyeksi kebutuhan 

~z_;iwa i s uhun 

l IOoku men UJul•n rormui rNS Tahun 20 14 

Peneumuman Penerimnn CPNS Nomor 

Pengumuman Kelutun n Administt'1si 

P.1042{Adm{l0/2014 

Penchftann data CPNS dan input 

lcelenglca pan berku kt website Panselnas d i: 

https:l/panselnas.menpan.go.id 

log in ke SSCN di: http:l/sscn.bkn.go.id 

.s ctelah mendapatkan username dan 

O<JUWOCd 

log in ke SSCN di: http://sscn.bkn.go.ld 

.sete la h mendapatkan username dan 

ssword 



d. !Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel 

dan beba1 KKN 

e 1Pencurnuman hasil selek.11 dunformas1hn st:cara 

ierbuka 

Pengembancan pegawai b erbasis kompetensi (l) 

a ITelc.h ad;, sta nda r kompt:tensi jabatan 

b . ITe!ah d ilakuk.an asessment peg-awai 

1,0 

Y/T 

Y(T 

91,67% 

Y(T 

A/B{C{D 

RENCANA PROYEKSI S TAHUN.pd! 

Surat Mentei Pendayagunun Aparatur 

Nuar~ dan RB Nomor 

8{5479{M.PAN.R8{12/2014 Per1h•I 
Peny11mp11;11n H111.ll l ntegr•~· Nila I TKO d~n 

TKS Selek•i CPNS Tahun 2014 
KEPMENPAN FORMASl.pdf 

Pengumuman ICetuluun 
P.ll13/Adm/12/2014 metalu1 w e b11te 

www.setkab .i_o.id 

KAMUS KOMPE'TENSI JARATAN.pdf 

Ookumen Kamus Komp_tt!ensi Jab.Han 

UNO. FEED BACK ESl.IV. pdl 

2 !UNO. PE LAKSANAAN FEEDBACK STAF.pdl 

UNO. PElAKSANAAN UJIKOM fSELON 

!l!,p!!! 

.c IUNO. PElAKSANAAN UJIKOM ESL.Ill.pd( 

5 (UNO. PELAKSANAAN UJIKOM STAF.pdf 

6 IUNO. RAPAT PEMBAHASAN UJIKOM 

1lliJ!!!! 

, .. 
Sunt Mente l Pendayagunaan Apantur 

Negara dan RS Nemer 

6/5479/M.PAN.RB/12/2014 Perihal 

Penpmpaian Hasil lntecnsl Nilai TKO dan 

TKS Seleksi CPNS Tahun 2014 

Pengumum1n Kelulus1n 

P. !273{Adm{l2/2014 melalui web•ite 

www.setkab .t o.id 

1 IDoku mc n Kamus Kompctensi Jil bilt il n 

Memo K~pala Biro Sumber Daya M1nusia 

Organisasi d;an Tau la;ksilnil Nomor: 

M. 11S1/ Adm-2/X/201S tanu:al 28 Oktober 

2015 P!rih:al pembetitahuan pelah1n11n uji 

kompetensi untuk pcnttmbannn kapuiu1s 

bu i pejabat Eselon Ill Eselon IV dan seluruh 

peg:.iwaidil 

Memo Kcpala 81ro Sumber Daya M1nus1a 

2015 peoh;al pembu1uhu1n pelakunnn u1i 

kompe tensi untuk pencembanu n kapuitu 

ba r; i peiabat Eselon IV di lingkunnn 

Sekrctariat Kabinet 

Memo t<cpala S1ro Sumber Daya Manus11. 

Organisasi dan Tata laksana Nomor: 

M.12Z7/Adm·2/X1{201S t>ncul 27 

November 2015 pcrikal pemberinhuan 

pelaksanun uji kompetensl untuk 

engcmbancan kapuitu bagi pejabu E.selon 

Ill di liru:kunun Sekreuriat Kabinet 

4 I Mem o Ke pal1 Biro Sumber Diva M1nusi1 

Organisasi din Tata l aksana Nomor: 

M.12ZB{Adm·2/1 l /201S l>nc"'I Z7 
November 2015 perihal pemberitahuan 

pelaksanun umpin balik (feedback) a tat u1i 

kompetensi peStrta non uelon 

Me mo Xepila Biro Sumber Daya Manusia 

Orcanin si diiln Tata laksana No mor. 

M.06{Adm·2f!l2016 t•n•nl 05 Januari 2016 
perihal pemberitahuan pel1knnnn ump<1n 

balik (feedback) ans uii kompetensi pesena 

Eselon Ill 

Memo Kepala Biro Sumber Oay1 Manusia 

Organisas i d i n Tata l aknna No mor: 

M .07/Adm-2/1/201& tangul OS JantJ•ri 2016 

peril1il pemberiuhuan pe!aksanaan umpan 

b• lik (feedback.I ans uji lcompetensi pes:erta 

Eselon IV 

memo·merno Terkait Pelaksanun 

assessment peuwai 



c. IT e lah diidentifikui hbutuhan pengembane:an 

kompetensi 

d. ITelah d isusun rencana pengenibana:a n li;ompetens i 

den&an dukune:an ilnggaran yang mencukupi 

UNO.FEEDBACK ES L.111.pd r 

8 IHASIL UJIKOM ESElON 111.odi 

Memo Kepala: Biro Sumber Daya Manus1a. 
Orcaniusi dan Tata la~una Nomor 

M. ll51/Adm·2/X/2015 tanggal 28 Oktober 
201S periha l eemberiu1huan pela ltnnnn 

uji kompetensi untuk pengembani;an 

kapasitu bagl pe-jaba t Eselon Ill E~clon~ 

dan selu,uh peuwai d1 I 

10 I Memo Kepala 81ro Sumber Daya Manus1a 

Orun iusi dan Tata Laksana Nomor: 

M.117S/Adm·2/ll/201S "negal S 
November 201S perihal eemberitahuan 

pelaknnun uji kompeten~i untuk 

pengembanun ka:pasitas bagl ee jabat 

Eselon IV di !ingkunnn Sekretariat l(abinet 

ll I Memo Kepala Biro Sumber Oi1y" M11 nu~111 

Orunisui dan Tau. Laksana Nomor: 

M.l227/Adm·2/Xl/201S "nggal 27 
November 2015 perihal pembentahuan 
pelakunun up kompetem1 untuk 

penetmb.annn kapu1us bag,1 pe1abat 

Eselon Ill d1 hngkunnn Seltretar1a1 hbtnttt 

l2 I Memo K'°pala Biro SumbN Daya Manus1a 

Orn n1ns,i d.an Tata l.aksan:t Nomor 

M.1228/Adm·2/llno1s t•n•e• I 21 
November 201S pe rihal pemberit.ahuan 

pelaknnnn umpoan bal11t !feedback} aus 

u1i kompetens• ptnna non eselon 

l3 !Memo Kep.ala Biro Sumber Oava Ma num 1 

Oru niusi dan Tau l akuna Nomor 
M.06/Adm·2/1/2016 uncut 05 Januar1 

2016 perlhal pemberiu huan pelabrna;in 

ump;in bilik !feedback) atas uj1 kompe tens1 

eserta Eselon Ill 
14 I Memo Keeala Biro Sumber Oayi Manus1a 

Ornnisasi d.an Tata la~nna Nomor: 

M.07/Adm-2/1/2016 tangnl OS Januari 

2016 perihal pemberiuhuan pel.aku nun 

u mpan bilik (feedback) .atu uji kompetensi 
u ena Eselon IV 

LS I Memo Oeputi Admmisu.asi Nemer 

M.94/Adm/11/2016 t.angul 12 februari 

2016 Ptrihal Pembahas.an Hasil Pengu11an 

Kompettnsi Pcjiba:t Eselon Ill. IV Peuwai 

d i lingkunun Sekre tu1.at Kabmet 

IOENTIFIKASI PENGEM8ANGAN SOM 

201S.odf 
CONTOH IOENTIFIKASI PENGEMMNGAN 

KOMPE! ENSI 2013.pdf 

ldent ifilusi kebutuh;in pengembannn 

komoetenli hasil use.sement 

TRAINING NEED ANALYSIS 2015.pdf 

OOKUMEN RE NCANA OIKLAT 2015.pdf 

!'l' ·'-1 • 

Memo Oeputi Administra.si Nomor 

M.94/Adm/ 11/ 2016 t• n&g•l 12 Februu; 2016 

Perihal Pernbahaun Has il Pencuiian 

Kompetensi Pejabat Eselon Ill IV Penwai di 

lingkuncain Sckretariat Kabinet 

l lldentifilcui kebutuhan penumbannn 

kom~etensi hasil assuement 

Dokumen rencana dikl.i Tahun 2014 

Ookumen renc:ana d iklat Tahun 2015 

ll F 



e !Telah dilakuk:an peng.emb<mcan pegawai berbasls. 

kompetef'\~1 suua.1 dencan rencan<1i dan kebutuhan 

pef\gembancan kompetensl 

f. ITelah dilakulcan monitorinc dan evaluasi 

pengembanean pegawai bubasis k.ompetensi 

secan berkala 

4 IPromosi jabatan dilikukan seara terbuka (6) 

ii . !Xebijilkiln promosi terbuka telah ditetaphn 

A/6/C/O 

A/B/C 

6 ,0 100,00",4 
Y{T 

MEMO.pdf 

4 IMATRIK RENCANA.pdf 

Ookumen rencanil diklat Tahun 2014 

6 IDokumen renc1n11 diklat T0thun 201S 

l \OIKLAT COACHING ANO MENTORING.pd! 

2 IFOTO PELAKSANAAN OIKLAT 201S.pdf 

FOTO PELAKSANAAN OIKLAT 20~ 

4 IOIKLAT LEGAL ORAfTING.pdf 

OIKLAT PENGAOAAN BARANGJASA odf 
Ookumen pelaksannn diklat hhun 2014 

KUESIONER OIKLAT 2014.pdf 
KUESIONER OIKLAT 2015.odf 

JUKLAK OIKLAT IPOF GABUNG).odf 
4 ISAMPUL CETAK TUKIN.pdf 

Kuesioner pelaksainnn d1klat 

Peraturan Se:kretaris Kab1Mt Nomot 3 

Tahun 2014 tenun~ Petuniuk Pelaknnaan 

TIM PANSEL.odl 

SEKRETARIAT PANSEL.odf 
PENGUMUMAN 1.odf 

4 IPENGUMUMAN 01 WEBSITE.doc. 

PENGUMUMAN LULUS SELEKSI 
AOMINISTRASl.odl 
PENGUMUMAN LULUS AOMINISTRASI 01 
WEBSITE.doe< 

PENGUMUMAN FINAL. 
PENGUMUMAN FINAL LU LUS 01 
WEBSITE.doe< 

9 !MEMO EOARAN SELEKSI UNIT KERJA.Qdf 

10 IFORMUUR SELEKSI AOMINISTRASl.odf 

, • . , .i. 

1 iDokume" pelalcnnun dildat T;ahun 2014 

Kuesioner gelaknnian diklat 
Puaturan Selcretari' Kabinet Nomor 3 Tahun 

~· 

llOiklat An11isl Kebijakan Publlk I 

llDilklat Sertifikasi Penndun Barang/J;au 

iJSourt Course 

!IRekagitulaisi Dilclat 

Permintaan Pesena Oiklal Sistem 
Akuntasi Pemerintahan Berbasis A.krual 

Bagi Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah (APIP) 
KemenlerianlLembagaTahun Anggaran 
2016 

Permohonan Biaya Perjalanan 01nas 
Diklat Sistem Al:untasi Pemerintah 
Berbasis Akural Bagi Aparat Pengawas 
Internal Pemertintah (APIP) 
Kementerianllembaga TA 2016 

Formulir Registrasi Pesena dan Surat 
Usulan Diklat Sistem Akuntasi 
Pemerinlah Berbasis Akural Bagi Aparat 
Pengawas Internal Pemertintah (APIP) 
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 

2016 

Pernberitahuan Ujian Langsung bagi 
Pesena Diklat Pembentukan Auditor 
Pertama Tanggal 29 s.d. 30 April 2015 

Hasil Ujian Sertifikasi Jabatan 
Fungsional Auditor Penama (JFA} 

Sunt Perintilh Nomor: Sprin26/Adm· 

2/03/2016 

Sunt Perint~h Nomor: 

Sprin12Adm/2/02/2016 

Surat Pe.rintah Nomor. 

Sprin31/Adm/2/4/2016 

O:ua Rekapitulasi Oild~t tahUCT __ io16 

5·28-PP-2016 Permintaan Penn.a Oildat 

S1stem Akunta~t Pemel'intahan 6erbHis 

Akru-al Bagi Apirn Pengawas Internal 

Pemer•ntah fAPIPl 
Kementeriaon/LembagaTahun Angg:m1n 2016 

M.62.lNSP-2-2016 Permohonan Biaya 
Perjalanan Oinas Oiklat Si:otern Ak:untui 

Pemerintah Berbasis Akural Sagi Apa rat 

Pencawas Internal Peme rtintah (APIP} 

Keme nterian/le.mbau TA 2016 

Formulir Ruist~si Peseru dan Surat Usulan 
Oiklat Sistem Akuntasi Pemerintah Serbasis 

Akun.d Bagi l\pa~t Pengawas Internal 

Pemertintah (;..PIP) Kementer1an/ Lembar;a 

Tahun Angunin 2016 

S·S&-Ol3·201S Pembcritahuan Ujian 

Ling sung but Peserta Oiklat Pembentuka n 
Auditor Pertama Tanggal 29 s.d . 30 Ap ril 201S 

M.241.IPT-7·201S Hasil Ujian Sertifikas1 

Jaba1an Funesional Auditor Pertama !JFA) 



. - ... . ....... ·- ··- . • O:H t• · . • ' ; I 

I~~ 11 F ORM PENllAIAN MAKALAH.odf 
b. Promosi te:rbuka pengisian jabat;an pimpinan tinggi A/8/ C/O ·· ~ l l TIM PANSEL.l!!!f 

... ii;( 
2 s EKRETARIAT PANSEL.odf . 3 PENGUMUMAN 1.odf 

- ~· 
4 PENGUMUMAN 01 WEBSITf.docx 

s PENGUMUMAN LULUS SHEKSI 
'!. ,t,.!. AOMFNISTRASl.odf - :· 

6 PENGUMUMAN LULUS AOMINISTRASI 01 
.. WEBSITE.doc11 

~~ 7 PENGUMUMAN FINAL.odf 

•. 8 PENGUMUMAN FINAL LULUS 01 

·i WE6SITE.docx 

9 MEMO EOARAN SELEKSI UNIT KERJA.odf 

.. j 10 FORMULIR SElEKSI AOMINISTRASl.odf 

c Promosi terbuka dilakukan secui tompern1f dan . l TIM PANSEL.pdf 
Y,'T l 

obyektif ·I ~ 

2 SEKRETARIAT PANSEl.odf 

3 PENGUMUMAN 1.odf 
4 PENGUMUMAN 01 WESS\TE.docx 

'' s PENGUMUMAN LULUS SELEKSI 
·l 

AOMINISTRASl.odf ., 
~i 6 PENGUMUMAN lULUS AOMINISTRASI 01 

~ WEBSITE.doe.JC 
7 PENGUMUMAN FINAl.od! . 
8 PE NGUMUMAN FINAL lULUS 01 ' WE6SlTE.doCK 

~ 9 MEMO EOARAN SELEKSI UNIT KERlA.pdl 

10 FORMULIR SELEKSI AOMINISTRASl.odf 
d. Promosi te:rbuka d1lakukan oleh panitia seleks:i v~nc 

Y/T l 
TIM PANSEl 1.pdf 

indepe:nden ~ 

e. HHil se:tiap tahapan se:lek11 diumumbn ~ecani Y/T 
... 

l l PENGUMUMAN 1.l?!!f 
terbuka 2 PENGUMUMAN 01 WEBSITE.doca: 

3 PENGUMUMAN LULUS SELEKll 
AOMINISTRASl.pdf 

4 PENGUMUMAN l ULUI AOMIN\STRASI 01 
WEBSITE.docx 

. s PENGUMUMAN FINAL.pd! 

,. 6 PENGUMUMAN FINAL LULUS 0 1 

W£BllTE.docx 
' 7 M~MO EOARAN SELEKll UNIT KERJA.pdf 

S Penetapim kinerja individu (2) 2,0 I 1.31 65,43% - .. ' 
a. Penerapan Pe:netapan kine:rja indiv1du ~ l DOK. PENETAPAN SKP ~OKl1!lf l Ookumen Su1nn Kerja Per,aw1i 1 Ra2at koordinasi internal eembahaun SKP ! memor>ndum nomor: M.77/AOM· 3/02/ 2016 

A/8/C/O "" l eenllaian SKP uhun 2015 dan eembuaun 
SKP t>hu n 2016 

. ,! Pen~m2aian dokumen asli SKP eara ee:jabat ~ me:m<Jr.1ndum nomor:M.230£AOM· 
dan oeirawai Sekretariat Kabinet 03/05/2016 

2 DOK. PEN([APAN SKP 2015.POF 2 Bulcu Man~al Pe:ng,c;un.a Ai?;likasi Penilaian 1 Pembuatan d!n 2eneoean Sa saran K1nerja .! Ookumen SKP tahun 2016 

' 
Prenui Ktrja Pegawai Se:cara Onhnt Pegawai 

-. 3 Manual Aeli'rasi SKP Online.~f 3 Rekae;iwlu l 2enxamealan dokumen suaran 

4 SAMP UL CETAK.pdf 4 Memon1ndum Dee;uti Sidang Administrasi ke 
-5 MEMO PENETAPAN IKP 2015.odf ·-6 REKAP PENYAMPAIAN SKP 2014.odf 

;· 7 MEMO PENETAPAN SKP 2014.odf ·-
B REKAP PENYAMPAIAN SKP 2015. odf -

• ii: ... 9 Ookumtn Suuan K"ia Peuwai 
,; 10 Suku Manual Pengguna Aehlc.ul Prn1lalan . 

Prutasl Kerja Prz;:;,wa i Seu r<l Online . 
·I ~ 

ll Rekaeitulasi ecnxam2aian dokumen 

r: sasaran ktda peuwai 



b. ITerdapat pe nilaia n kinerja individu yang terkait 

deng:an kinersa organisasi 

c. !Ukuran kinerja individu telah memi1iki kese:;uaian 

de ngan indikator k;nerja individu level diatasnya 

d. lPengukuron kinerja individu dilakuk:a n secara 

periodik 

e . tTel\jh dilakukan monitoring dan evaluasi atas 

penca p:ioian kinerja indlvidu. 

0, 25 

12 I Memorandum Deputi Bidang Administnsl 

ke unit keria Nomor M. 456 /Adm· 

3/06/2014 tanggal S Juni 2014 ptrihal 

Pe:rmohonan Penyempurnnn dan 

Peni.e.nhan Sau ran )(erja PP2_.ilwa1 

REKAP PENILAIAN PRESTASI KERJA 

2014.odf 

DOK. PENILAIAN PRESTASI KERJA 2015.pd f 

3 !DOK. PENILAIAN PREST AS! KERJA 2014.pdf 

4 !MEMO PENILAIAN PREST~l KERJA 

2015.odf 

REKAP PENILAIAN PRESTASI KERJA 

2015.odf 

MEMO PENILAIAN PRESTASI KERJA 

2014.odf 

7 IDokumen Pcnilaian Pttsusi Keria selutuh 

enwaiTahun 2014 

Rekapitulasi penyampaian dokumcn 

penilaian prestasi ktrja pecawai uhun 

2014 

Memorandum Oe:puti Bidang Adm1rustrasl 

kt unit keda Nomor M. 692 /Adm/12/2014 

unreal 30 Oese:mber 2014 periha l 
Permohonan Melakuka n Penilaian Prt:Sta!;i 

Kerja Perawai Tahun 201.:1 

l !MEMO PENETAPAN SKP 2015.pdf 

2 ISKP 81RO KOT 2014.pdf 

3 IDokumen Sasaran kerja Pcgaw;11 pada 8rro 

Kepegawaian Organisasi da n Tau L a~s ana 

1 !DOK SK & P~ESTASI HRJA 2015.pdl 

OOK SKP & PRESTASI KERJA 2014.pdf 

3 IOnkume-n SHann Ketja P,:.e~w"t d;an 

Dokumen PeniJ;.ian Prest4si Kerja Pegav..•ai 

REVIEW PRESTASI KEIUA 2015.pdf 

REVIEW PENILAIAN SKP 2014.pd f 

Memorandum Ke:pa la Biro Kepeg,\lwala n 

Ornnisasi dan Tata lab~na Nomot ·· 

M .198/Adm-3/2/2015 tanggal 17 Ftbru>ri 

2015 pHihal Permohon.iln 

Menyempurnakan Penila1an Presta)• 1<.er ja 

T•hun 2014 

1 IDokumen Penilili ian Prestasi Ke:rja seluruh 

eeawcii Tahun 2014 

Rehpitulasi pt:nyampaian dokumen 
Pt:nilaian prestasi kerja peuwcii tahun 2014 

Memorandum Ocputi Bidang Administrasi ke 

unit kierja Nomor M. 692 /Adm/12/2014 

unggal 30 Dcscmber 2014 perihal 

Pcrmohonan Melakukan Penilaian Prcstasi 
Keda Pe g:;,w;,i T;,hu,, 2014 

Ookumen Sasa ran Keri a Pecawai pad a Biro 

Kepecawaian Orunisasi dan Tata l a k.nna 

1 !Dokumen Saunn Kerja Pegawai dan 

Ookumen Penilaian Prestasi Kerja Penwai 

Memorandum kepall Biro Kepeuwaian, 

OrR:anisasi dan Tau Lak:s:ana Nomor" 



r. IHasil peniletian kinerja individu telah dijadik;m duar 

untuk pengembangan kam individu 

c. 1caoaian kinerj;i individu telah dijadikan dasar un tuk 

pernbenan tunjancan kineq a 

Penegakan aturan disi;:ilin /kode etlk/ kode perllaku 
a . I Awran disiplin/kode etik/kode pernaku instansi 

telah dnet~pbn 

1,0 

A/B/C/D 

A/8/C/D 

100,00% 

Y{T 

Penilaian SKP dil• kukan leh Biro ARB dan 

hasil penilaian SKP di~crah\:.an kepada Biro 

SOM OT untuk dimanfntkan seban1 duar 

pe ncembang1n ka rir ~ndrvidu dan dauc 

1

pembemn tukin 

Peueskab No 4 TH 2011 Hg kode et•~ . pdl 

PERSBKA8 lUKIN pd~ 

3 llAMP IRAN I PERTUKIN.pdf 

4 llAMPIRAN II PERTUKIN.pdf 

s ISAMPUL Cf!AK.pdf 

SE DISIPllN 2014.pdf 
SE OISIPllN JUNI 2013. 
SE OISIPllN JANUARI 20! 3.odf 

9 IPerseskab Nomor 4 RB hhun 2011 tenU•n 

Kode Etik Peuwai Setbb 
10 IPe r1turan Sekretaris Kabinet Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Pelaksannn 
Pembe rian Tunjani;an Xinerji di lingkunun 

Sekretariat Kabinet 
11 IMemor1ndum Oeput i 81daog Adm1n1sua~1 

Nomor: M·28/Adm/l/2014 tangnl 24 

Januiri 2014 perih11I Pene~pan Fle 1ubl~ 

Time fam Kerja bagi Pejaba t/Pegawa1 d4 

lin2kunnn Sekretuiat hbin.et 

12 I Memorandum Oepuli Btdang Admin1sirasi 
Nomor: M .297/AdmfVl/2013 tancul 2S 

Juni 2013 ptrihal Pener.pan Penuunun 

Mesih Handkey 

•• . ,.1. 

Pe rseskab Nomor 4 RB Tahun 2011 t entang 

Kode £tik Pu:awa1 Setkab 

Peraturan Sekretaris Kabind Nomor 4 Tahun 

2014 tentang PelakuNan Pemberian 

Tunjanun k lnerji' di lingkunnn Sekretariat 

Kabinet 

M emo randum Deputi Bidang Adrr.inistrasi 

Nomor: M·28/Adm/1/2014 tancul 24 

Januari 2014 petih1I Penerapan Fluible Timt 

Jam Kerja bui Pej1bat(P~nwai di linckunun 

Sekre:tuiat Kabinet 

~ I Memorandum Oeputi Bid ang Adm1nistrasi 

Nomor: M.297/AdmNl/2013 tanggal 25 Juni 
2013 perihal Pe nerapan Penggunnn Mesih 

Hand key 

Memor1ndum Sekretari~ Kabine t Nomor 6-

8/Seskab/J/2013 tangg1l 8 bnuari 2013 

perihil Pener1pan Peraturan Peme:rintah 

Nomor S3 T1hun 2010 tentang Oisiplin 
PeP.1wai Neneri Sioil 



Aturan dis1plin/kodt etik/kodf! perilaku 1nstansi 

telah d i1molementas1b11n 

c IAdJnya monitorinc dan evaluasi aus pelmksanun 

aturan dis iplin/kode etik/kode peri!aku lnstan~i 

Adanya p~mberian : anksi ~fan imbalan lr~word) 

Petaks...naan 11valuul jab atan (1) 

ii , llnformasi ~ktor jabatan telah d isusun 

b. IPeta Jabatan telah. ditetapkan 

1,0 

A/B/C/O 

A/B/ C 

A/8/C/D 

1,00 100,00% 

Y/T 

13 IMemoundum Se1crctuls Kabinet Nonior 8· 

8/Suhb/1/2013 tangul 8 hnuu1 2013 

perihal Pe nenpan Per.uunn Pemerintah 

Nomor S3 Tahun 2010 tenunc Oisiplin 

Pegawai Negeri Sipil 

lAPORAN PElANGGARAN OISIPUN 
2014.pdf 

LAPORAN PELANGGARAN QISIPLIN 
2015.odf 

RCKAPITUlASI PE\ANGGARAN OIS!PUN 
l014.pdf 

d I Oahu Pegawai yang mtndapat nnltsi PP 
53 h~un 2010.pdf 

LAPORAN PElANGGARAN OISIPUN. 
Laporan Pel1ne:e3nn Oi.siplin PNS 2014 

Rekap itula.si Pelangnran Omplin PNS. 2014 

8 ILaporan Peb1ngnran Ois1pl1n PNS 2012· 

2013 

MEMO PER BULAN PELANGGARAN 
OISIPllN 2015.odf 
DESEM8ER 2014.pdf 

3 I MEMO OESEMBER.pdf 

4 IMEMO OISIPUN PER 8UlAN 2015.POF 

10 
11 

Lapo~n Rekapitului Kthad1ran Pc:rawai 
Bulan Ouember 2014.POF 

Rekipitului Oaftar Hadir Bulan Oesember 
2015.POF 
lAPORAN TINGKAT ABSENSl.POF 

l I o.-ttar Perincian TK ke XPPN Bulan 

Deamber 2015.POF 

MEMO PEMOTONGAN TK OISIPLIN 

~ 
Rekapilulasi Tk. xe-K-PPN Bulan Oesember 
l014.POF 

4 IOokumen 1ekapitulas1 pembayaran 

tunjannn kinerja yang tclah d rlakukan 

pemotongan kuena ketidakhadiran 

INFAK OEP. AOMINISTRAS I PERSESXAS 
8A~U . pdf 

Ooll.umen lnformasi Fak1or Jaba1an 

Oaftar Peta Jabatan Per 8 D•s 2014.:idsx 

laporan Pe la nguran Oisiolin PNS 2014 

A.ehp•tulHi Pe:languran 01siplin PNS 2014 

laporan Pelannuan Oisiplin PNS 2012-2013 

Laporan 1ingkat absensi pegawaf 

Memorandum Kepala Biro Kepenwill ian 

Organisasi dan Tata laknna periha l Penwai 

yang Melangur Oisip lin Tahun 2014 

Memor.lndum Oeputi Bidanc Admlnistrasi 

perihal Penyampaian Rekapitulasi Oisiplin Per 
8u1an Tahun 2014 

c IRehpitulasl kehadiran penwai hhun 2014 

Ookumen rekapitului pemba~ran tunjanun\ 1. IPemberian Reward 
kinerji\ yanr telah dilakuk:an pemotonnn 
k1'rena ketidalchad lran 

l !Dokumen lnformasi hktor Jabatan 

1 IDok.umcn P~ta Jab<ttan 

11 b. Senifikat Kacya Satya W1ra Karya 



c. UCtbs jabatan telah ditetap!Qn 

8. ISistem lnform;asi Kepecawaian (l} 

i1 . IS1uem 1!'\formn i kepecawiliiln telil h dibangun 

sesua1 kebutuhan 

b. IS1stl!'m 1f\formas1 hpec.awaian dilpit diakses o!eh 
pegawai 

c ISistem informa.si lr:epeca~ian terus d1mutalchirkan 

d. ISistem informasi kepecawaian dieunakan sebagai 

pendu~ung pencambilan kebijakan manajemen 
50M 

A/B/C/O 

1.0 100,00% 
Y{T 

Y{T 

Y{T 

PERMEN5E5NEG IS hhun 201S ttg K•I" 
Ji&batan.pdf 

2 l5URAT KE OEP.AOM 5ETNEG.pdf 

KEP.OEPAOMAPARATUR SHNEG Nomor 37 

hhun 2016 ttg P•mborian r~.odf 

4 I SURAT KE OEP.AOM APARATUR 
S€TNEG.pdf 

11 IPera1uran Menteri Sekretans Neura 

Nomor 6 uhun 2011 tenunc; PeringkH 

fabiun di Lingkunnn SekcelJriitl Kab1ne1 

12 lke.putuun Menttti Sektet:aris Neun 

Nomor 129 Tahun 20111en1ang Pember11n 

Tunj;;annn Kinerj;;a Peuw•t di lingkuncan 

Sdnuriat Kabinet 

13 IPeraturan Menten Sekreum Neun 

Nomor 6 Tahun 2012 tangul 18 Aeril 2012 

tenung Peringkat Jabatandi lingkunun 
Sekteuriat Kabintt 

14 \K eputuHn Menteri Sekret;;;a ri~ Nenra 

Nomor US Tahul'l 2012 tani::ul 30 April 

2012 tentane Pemberian Tunjanean Kinl'!r1.1 

Penwal di lingkunnn Sekretariat Kabinel 

1. IPEMBAGUNAN 51STEM INFORMASI 
KEPEGAWAIAN 1006.pdf 

2. IS15TEM INFORMASI KEPF.GAWAIAN pd! 

Ookumen Pengembannn •bn 

pemutakhiran daubue kepenwa1an 

secara terus menerus n lak tahun 2006 

4 I Print Screen Aphlus1 S1stem lnformasi 
Kepeowaian 

AP\fKASI PENILAIAN PRESTASI KKERJA 
ONlfNE.odf 

Aplikui Penila1an Pruusi Kerja Peuwai 
Seuril Online 

1 IOATA PEGAWAI PER MEI 2015.odl 

Ookumen pemuta:khiun d~lt a peuwa1 

bulan Seotember s:.d. Oesembt-r 1014 

DATA PEGAWAI YANG MEMENUHI 
SYARAT.pdf 

CONTOH ORH SYAFRUOOIN.pdf 

3 loafur riwayu hidup penwa1 

10 

I • · 

Pe~turan Mtnteri Setcretaris Neu~ Nomor 

6 tilhun 2011 tenrang Petingkat Jab.uan di 

Linekungan Sekrehriat Kabinet 

Kepu:uu.n Menteri Sekreu.ris Neu~ Nomor 

129 hhun 2011 tentang Pemberian 

Tunj:anun kinerja Penwai di lingkunnn 
Sekretariat Kabinet 

Perat uran Menteri Sekret:uis: Negan Nomor 

6 Tahun 2012 Ungnl 18 April 2012 tenting 

Peringbt J1baun d1 lingkunnrt Sekreuri1t 
Kabinet 

4 IKeputuSJn Menteri Sekretuis Nen ra Nomo_r_ 

115 Tahun 2012 tllngnl 30 April 2012 

tentang PemberiJn Tun11ng1n Kineda 

Penw:ai di lingkunun Sekret:ariat Kabinet 

1. IDokumen Pencembancan dan pemut,;;akhinin 

database kepenwaian secara terus menerus 
seiak 1ahun 2006. 

2. I Print Screen Acliku i Siuem lnforma:si 
Keoeuwaian 

1 fAplikui Penila ian Prestas:i Kerja Peuwai 

Secara Online 

l IDolr::um~n pemu1:.kh1ran d•ta pegawa1 bulan 

September s.d. Oes:ember 2014 

1 ID~fur nwayat hidup pe:cawa i 

Data penwai yang memenuhi syarat untuk 

dipromosikan dalam. sidO!lng Saperfakat 





a 1:11..pahh pimpinan terlibat seeara lang~ung 
1pada ~a\ pen't"'sunan Renstra 

b IApakah p1mpman terlibal .secara l<1ngsung 
pada .iw<>I pol\yusunan Penotapan Kinorja 

c IApakah p1mptn:.n memantau pe~pa11n 
lunerja -WQra btu1cal<a 

P•na•lolnn Akunh1bllitu Kln.ri a (4 
a Apakah t&rdapal upaya p.nmgk.atan kapasitas 

SOM Yat'oO menangani akuntabililas k1nerja 

a SeluNh--plmpirlan -terllb8f 3ecaia 1ansjiUng Pada Saal 
penyusunan Renstra 
b Sebagian besar pimp1nan tertiNt Meall langsung 
p'\da saal penyusunan ReNtfil 
c Sebagian keeil pimpinan terlibat s.ecara langsung 
pada saa\ pen'fU$unan Renstr• 

I

d. SDluruh pimpinan bo\um ter1ibat •eara langsung 
pada saat penyusunan Renstra 

a. Seluruh pimpinan letlibal secara !angsung pada saat I AfB/C/D 
penyusunan Penetapan Klnerja 
b Sebagian besar pimpinan terlibat seeara langsung 
pada saat penyusunan Penetapan Kinetja 
c Sebag1an kec:iS pimpinan lerlibal MCara langsung 
pada :.aat penyusunan Penetapan Kinerja 
d Seluruh pimpinan belum ter1ibat secara langsung 
pada saat penyusunan Penelapan Kinorj• 

a. Seh.wuh pimpinan m emantau pene1paian kinerJI 
secant b9~ela 
t> Sebagian besaf pimpinan memantau pencapa:&an 
~nerja sacara berkala 
c Sebagian kecil pimpinan memantau penc.apaian 
~meqa .secara berhla 
d , Seluruh pimpinan belvm memantau pencap.alan 
k1r·u1 ~a secara berkala 

•.o 
a. Seluruh unit organisasl berupaya meningkatkan 
koapa.st!as SOM yang m• n•ngani akuntabilitas kinei']I 
b Set>.agian besar unit organisasi ben.ipaya 
men1ngkaikan k.apasitas SOM yang menangani 
akuntab1litas kine ija 
- ("'.,. .. __ , __ ··--" ·-" -·---'··-· .. ---···· 

A/13/CIO 

:. ~ ~ ,, 
·~ 

l'.3·~: <::! : 
·.:i!!I 

J.S. 

$)(TIM REVISI RENSiRA 2015· 

illii.ll!!.! 
Tim Ronstr:a Oepuh Kam;mhman PDF 

1 106 Akunlaht1110\fil06 0 1 8 .01- Seitn PK 
?016 PDF 

I 
1 MolTlO Pe1m1ntaan Use_f__!_Q__!t_vel 

Manager PDF 

88, 1.0'"(. 

Pfttnben!Ukott\T11.t Penyusun;v'! LKJ 
01tOU11 KemM1hman PDF 

TI$K P!!!Oekili. O.tia Kine!Japdr 

1 l,BIMTEK LAKIP 1\}11 Ouembf!r 
11015 PDF 

ROK PKAIKU Taoggal 13-19 Oklober 
2015 POF 

1 IRapat pembahasan penetap.an dokumon 
PK dan IKU tahun 2016 

t lfUpa l pembahasan penelapi1n dokumen 
PK dan \KU 1ahun 2016 

l fmemorandum nomod.1 2331Adm· 

3/0512016 

1\memorandum nomor M 3QSiAdm
~ 

1 !Evaluas. ~as implementasi SAK.IP lahun I llmemotandurn nomor 
12015 M 236/lNSP/§12016 

2JNo1u1en$"i"haS!I" eva!ua;;.i alas 
tfnolementasi~AKIP l<lhun 20\5 

3ll 3ooran Hasil EvaluaSI alas 
lmQlementasi S istem Ak.un1 ab1lita :s 
Kineria lnstansi Pnrr:er irilnh 
fSAKIPlTahyn 
2015padaKedepu11an81danoAdmini~ :ui 
Sf'lkret11riatKabinet 

4ILEM8AR KRITERIA EVALUASI A TJ ~ 
IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 20<~ 
KEPEPU!IAN SIOANG 
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 
1l<EJllJQ_~XM~ 

Sllaooran Hasil Evaluas. lmptementasi 
Si~em Akuntabilil as Kinerin lnsta n.si 
Pemerinrah fSAKIPl o!da Ktdeputian 
Bid.,!Q Pembangunan Manu;ia dan 
Kebudayun Tahun 2Q15 

6!Laoora n Hasil Evalu 3s1 1molemen tas1 
Sistftm Akun1abililas K1neria lnstansi 
Pemerintah ($AKIPl pada K!!deputian 
81dana Kema ritiman Tahun 2015 

71V-KIP SETKAS TAHUN 2015 

${PK SEti\AS 2616 

9 llKU SE!KAB 2016 



b. jA_pakah pedoman akuntabilitas kmel')a U1lah 
,d1susun 

, .... ~ ....... _ ...... ,. I I " '(--
meningkatkan kapas1tas SOM yang menangani ~;~~;· 
akunlabilitas kine~a ~~~ 'f. 
d. Seluruh unit organisasi belum berupaya ·~;:.j~:~. 
maningkatkan kapasitas SOM yang monangani -1W,;;}~ 

3 IRQK d:1n Sosialisasi Penyus.unan 
PK&lKU lh 2016 dan LKJ lh 2015 POF 

Ya. apabila terdapat dokum&n pedoman akunlabilitas YIT .;.i,·Ya~:°" 1 1 llt!"'-"-""""'""'""-'""""""'"-
kiner1a ~~t~:~: 

~~·· 
l c . ism.em Penguk.uran Kinerja telahd1tancang a. Sistem Pengukuran Kinet)a berbasis e!ekt1ontk sudah AJBICIO j~B~f:. 0.67 I 1 1. Pembuatan SlStem Aphbsi S1monja ll~ 

be:ba~s elekuomk lenmplemenlasi dan lerintegta.si =.;~:;;; .. , l (Sistem Aplikasi Mon1tonng KanetJal 

d IS1Stem Pengukuran Kinerja dapat d1akMS oleh 
selun.ih uml 

e. \Peruulakhifan dala kinerja i11tak\Jk&n S:.Cafa 
b&rkala 

b, SistMn Pengukunn Kin.rja beorbasis elek'lronit( sudah ~ .. 
lerimplemenl.asi tapi belum terintegrasi ;~.~· 
c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam 

1:.:~::::a;:.:~::u•:n~~rja bert>asis 

etel<'lronik 
a. S~em Pengukuran KiMQa dapat dia:kses oteh f JVBICIO 
seluruh unit organisasi 
b. Sisiem Pengukuran KinerJa dapat dlakses oleh 
$0b~9ian bes.ar organisasi 
c, Sistem Pengukuran Kinerja dapa t diakses oleh 
sebagian kecfl organis.a$i 
d, Sislem pengukuran kinetja belum dap3l diak!ses oleh 
iunit organisasi 

-a . Pemutakhiran data kinerja dilakukan soc.ara bulanan l A/B/CIOIE 
b. Pemvtakhinm data lc.lnerja dilakukan secara 
lri'M.Jlanan 
c . Pemlrtak.l'liran data l<inerja dilakukan secara 
:seme.st•t<11n 

0,75 

1 I Mano~I guM:te-pengukut.)ll dan 
Pelaoor11n eaoo.ian kineqa S!Ca'" 
lonhne pdf 

1. llaOO.r.,n Capaian Eseionij.lfTr~hin 

~ 

,CAPAIAN RAPK TRIWU\..AN KE 3 

L I ~{.. Wb•lym •eotg PDF 

\ IPembuatan Sistem Aphkasi S1monia 
(Slslem Ap!ikaSi Monitoring Kinerja) 

21Pembuatan Sistem -SK;:q)nline 

1JSIMONJA 

1 ISKP ONLINE 



b ITelah ddakukom publ/c camp.algn 

a. ITolah le rd.-pat peraturan Pimpinan 01ganisasi 
tenlang SPIP 

a Public campaign telah dila)tuQ/\ S&cara berk.al.l 
b Pubhc: c.ampa;gn d1lallukan 11dak seeara btH1(ala 
c Belum d~akukan ~ie cam~~" 
Ya. apabfla UPG melapol'bn .secara beOOila t&ntang 

akl'ik q ratifikasi 

Y3. apabila tercsapat evatuasi at.u k ebijakan 

"" anan ra1ir1ka.si 

Ya, apabila ada pe1aturan pimpinan organisas; lenlang 
SPIP 

I AJBiC-

-----vtf 

vrr 

vrr 

vrr 

i;;.;.'Jl.···l o:s 

J.,,Tidak•,I 0 
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PPG Solk;th 2016 Cov1tt dM Oar1ar 
, .... dor.x 

t<epseSkah Nomor 52 T3hun 2013 ng J 2. ,KepsO~•b Nomor 52°T~hun -2013 ttg -Ti m 
Tim Koord111as1 Penyelenogara:?n SPIP_ K.'.>ordinasi P enyelenggaraan SPIP di 

I IPetsn~k<tb Nomor e Tahun 2012 rtg 11. 1Persesk._b Nomo• 8-fahun 2012 ttg-
Penynlenqg.:tt :>M SPIP d i Linckunaan ' Pany•l•ngg1raa11 SPIP di Unsikungan 
~ Selkab 

._ ~~i3 d• lingKunoan Sethb llow;l:vngan Selkab I I I ~~ 
b IT elah chbangun hngkungan pengendalian I la Selurvh organ1sasi telah membangun l ingkungan '!-;:_~:.._ ~;.fi.: .. _ •t. t.~poran ~09•"1•-m S1nil:ronis.a$.I Ha:s•I ll.t""°r4n k:-:..,-,.,-la-n°"S'"'in7kt:-oru""'· .. -.,,..,H.,.a-,..,., - + .,., +:P'"e-m7bu-a""'ta-n°"'K7o<1...,.-e°"E"'1ik."P""og-aw-a-,---+-:1,..+,1K~od.,,•'"'E"°"'""' "•oa=,.,-.:,-, s""o"'k<"'•"'••"'o."l::-t-::Kc:,.,,:-~:-,,..----1 

pongend~llan , , . ~?S, ~1E; PE1mal3an dM Con1rol Environment ?ttmtl~M dan Control Environment Rewblik l!'ldonf's11 
Jb Sebag1an organ1S4.$1 l8l1h membangun lmgkungan ~·.i:tr~_>~:-~1 Evaluation Sokr&1ar1at KabinAI R I IEvalu&Uon Sekre!ariat Kabinet R. I. 1 

1 
pengendalian AIS/C ~!;~/!.;>!J~ I 

r c JTolah dilakukan peni!alan rislk:-o alas: organ1sas1 

I 1 

d ITelah dllak.u!c;an lc:og1alan pengendalian untuk 
mttm1n.rmal1s.ir n!'.iko yang telah diidentif1ka$! 

c. Seluruh .organis.asl b .. um membangunan lingltunga.n tkJ?~~ I 
pengendal1an r'~~~~ 

1 

2 IPembuatan Sasaran KmfH)a Pegawa. 

3 f Pembuatan dan oe~3sar"'" 
K[t!ria Peaawai 

4 I01k lat T eknis 

2 IOokumen Saar•n K•na Pegaw:a1 

:1 IDokUm1tn SKP 1ahun 2016 

S -l P8nvusunan Anal1s Jabalindf'Setkab 

a. Saluruh- organlsa.si telah melaksanakan peni!ilan 
rislko 
b. Sebagian b&S.1r organts.asi 1olah melaks.anakan 
penil;,ian risiko 

A/8 /CIO 
1 IPen1l;tian Ptt11 RTSTkQSti)\.re tan~t 
~ i , !Penffa1an Peta RiSii<o Sc1kretarf&t Kabinet I 1, h.Jsulln Simtek Penyusunan P eta Ro.siko I 1 !memorandum nnrriOrM 300/INSP/9/2016 

e Se~91an k•et! orgaruasi telah m•h1ksanakan 
pentlai1n ri~ko 

d Selurvh otgarisa.st belum melakunakan penilaian 
:O'Slko 

• Seluruh organi:..asl lelih melakukan ke91atan 
pongendalian untuk m• mln1m11lsir risiko yang telah 
diidenlifikasi 

b. Sebagian be$3r organtsasl telah melakuJ<an kegiat'1n 
pengendalian untuk meminim 11lisir risiko yang telah 
diidentil'ikasi 

c. Sobaglan k•cil organi~l telah melakukan kogialan 
pengendalian untuk memlnimalislr risiko yang te1ah 
d1iden1lfik asi 

!L~ooran K1WJ•oll"1l Pend3rnp1ncan 12· jUporan Keg1~an Pend~Pfnga.n 
PenYUsun.,n Ats.Ito Sekretar~t Kab.M~ I Penyusunan Ris;tto S•kt•tariat Kabinet 

1 IL;irornn Has1I Audit 0l>ftrasional ataSJ 1. 
K. egml:lln Pftnct1tlak_an dan Oislnbu!ii I 
6ulehn Be1t1ndak Untuk Rskyat (BURl 
pad~ Slaf Kh11~y!i Prasil'len Btd;,no 

Ko1nun1ka~1.1 Sosi"I Pf?tiocje TriW\Jlan I 
Tahun 201•1 

Lapor.in i:fa5'1 AUd1t Opera.sion.al alas 
Keg1etan Pencelakan dan Ois.1ribu$1 

Bulelin Be~indak Unluk Rakyat (BUR) 
pada Stal Khusus Presiden Sidang 

KoMunikasi Sosial PeriOde Triw..ilan I 
lahun 2014 

2. !Undanga n 8imiek Pen)'U$un3RPeta J 2. f m•mofa~morM. 
R.• .slko 5181Admf.Q9f2016 

3. IPennohOoan peser1a Bim1ek Penyusunanl 3. jmemorarydum-nOmorM 367/INSP/9{2016 
Peta Re.slko 

-4 . fSut-al penugas.an tu1ta~b•r B1mlek 4 INomor. S·950IDY04120t6 

s. JCfa-t\r-a h~ir 
~. Oanar hadfr Bimtek esnyusurutn pela 

~ 
6 , IPembuatan Ke<.;mg»ta Acuan Ket}it 6. Pemetaan d~n Penihan Res1~ 

Sekrer~n•I Kab1ne1 RI 

1 IVil<fangan penilaian Maturity lev-.tl SPIP 1 l$Urat nomor B-488/!NSP/1212015 



u 1sfillel3h dnnformasika n dan dikomun1ka:;.ikan 
kopaoa nlurvh pih~k terka 11 

, -IT91ah dil aku\a n pernan1auan pengondahan 
intitrn 

I 3 IP•ngaduan Muya~k2t (2) 

t 1 a 1:~;.~~=n kttbtJakan pengaduan 

b. IPBnanganan p0ngadu:m masyrakat !oh;ah 
d 1lmpl emenla~kan 

c [Has1I penanganan pengaduan masy:uakat 
itelah d1t1ndaklanJutl 

T11lah d1lakukan evaluasi atas penanganan 
penga duan mMya rakal 

o IHaSll evail1asi alas penarlganan pengaduan 
ma.syarakat tolah dilindaklanju1i 

• !Whhll .. Blowtng Svst•m (t ,Sl 
3 11' elah 1erdapa\ Whistll Blowing System 

2,0 

d. Seluruh organis.asi betum melakukan kegialan 
pengendafian unluk meminimahs.ir nsiko yang teli!lh 

diidentifikasi 

a . SPI tela h diinformasikan dan dikomunikasikan 
kep~a soluruh pihak tarkail 
b. SPI lelatl dilnformasikan dan dikomunikasikan 
kepada sebagian ~ pihak l.ntait 
,c. SP! teleh diinformasikan dan dikomunikasikan I A/8/CIO 
kepada sebagian kecit pihak lerkail 

1
d. Belum ada pihak tarkail yang mend.apal kan informa$i 
dan komunikasi mengenai SPI 

•· Sl$tiNT\ pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi 
s.ec.ara t.r11.ala 
b. Siscem pengondalian lntem dlmonitoring dan eva1uni 
tldak sot.lra berkala 
c.. 8elum a<la monitoring dan eva1uasi lertiad01p .Si$10m 

IMnotndaliat\ intem 

Ya. apabt\a tefah ditetapkan kebt11bn tentang 
peNnganan P*fl9aduan 

a. Seluruh unit organi.sasi mengfmplementastkan 
penangenan pengaduan muyarakat 

AJBIC 

YfT 

b . SebOlglan besar unit organl.s.asi 
m•ngimplementasikan penanganan pengaduan 
masyarabt I A/8/CIO 
c:.. Seba91an keal uni\ otganisul mw.gimplamenl~kan 
penanganan ~ngaduan masyrakat 
!d. Seluruh unit organisasi belum mengimplemenlasikan 

a. Stlun.ih hasi1 penanganan pengaduan masyara ~al 
ditlndnXlanjutl 
b, S•bagian be.sar Hasil ~nanganan pengaduan 

masyarakat ditindeklanjutl 
c:.. S•baglan keci1 Hasil pen.1nganan pengaduan 
,masyaraJtat dilindakJanjvti 
1d. Selurvh has.ii penangan an pengaduan masyarakat 
bolum dilindaklaniut.i 
a.. P e nanganan pengadui!ln ma$yaraket dimonitoring 
dan evahJasi HC::.Va b9!1(ala 
b. Penanganan pengaduan masyarakat d imonitoring 
ldan evaluasi lidak secara berkaJa 
c . Penu19anan pengaduan mHyarakat ~lum di 
monitorinq dan evaluasl 
Ya. ap-abila terda,lat 1apofiri-hasll evaluasi atas tlndak 
la~ pe;nanganan pengaduan niasyarakat 

M!/C/O 

M!IC 

YfT 

1.S 
Ya, apabfla ten:tapal ktblja~an ltntang Whistle 8 k>"""1'19 
System 

YfT 
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2.. ltaoor3n HH•I AUClil O perastonal al u 
Keg1atan Layanan Perh nJOfan Pada 
Biro Umurn 

Lapo<an HaStl Audit OperaS10nal alas 
Kegiatan Layanan Petkantorao Pada Biro 
Umum 

l IB1mbmc1~n Teltnis tenl ang Konseo Clan t Bimbi09a_n_Teknii lenli!lng Konsep dan 

11nplnmnn1:n.1 SPIP d i Oesa Gum.'lli implementa.si SPIP di Oesa Gumati Hotet 

~ 

"' 01fM')MShc A.s.so$monl SPIP Dada I ' OiagrM»tic AssosmenC $PIP pad~ 

1

Seluelrt11i!l '(,,binel R.I Sekretariat Kabinel R.1 

EVIQEN 30 OOKUMEN SOP 
PRQSEQUR PENANGANJ..N 
,KELUHA.N SAR.AN OAN 
MASUKAN PDF 
Ev tdn!\Cn Pongaduan Masyarakal 
~gpullAO Polhul<am PDF 

Evidonco P onoaduan M11isyarakal 
KOri~f'!l.ll Li) R Polhukam.P QF 

E"KJ"nc::o Ponoaduan Masyaralsal 
KAC!~cch!!" Polhukam PDF 

EVitYEN--31 OOt<.UME-N 
l(ElUHAN SARAN MASUl<AN DARI 
MASYYG iLH 

Uncfangan pelaksan.aan keg1::tlan I 2 1m•morandum nomor·· M· 
penilaian Maturity l evel SPIP St 1/!NSP/12}2015 

Su1at penugasan nara:umber penita1an J 3 1Surat Nomor S l0SOIQ2/04!201S 
Malunty Level SPIP 

Petses:.Oat> Nomor 11 Ta~lOlfl'i9 
S1stem Penanganan Peng&Ouan 
fWh•:;tl11Mo-r Sy$l.,rt>l TiMals Pldana 
,Kor1m~1 di Liriqkungan Sellc ab 

Perse5kab Nomor 11 Tahun 2012 itg I 1 IPembuatan per~tuntn was 
S istem Pen•nganan P•ngaouan 

l IP t l]t=S!tab Nomor 1 \ Tahun 2012 T!q 
S1slem Pena"Sannn P e naaduan 
fWbis!!, bloW"r System) Tindak pidana 

Korupsj di Linokuooan Setkab 
(Whistleblo ...... r Syat•m) Tindall Pidana 
'Koropsi di Lingkungon Sotkab 

2 ITrndak laniut dan poratuu1n was. 23 
September 2015 

Memorandum nomqr tv\. 

375/INSP/912015 



\.Wuslle BJowll)g System telah disosialis.asikan 

c: tWl'Nst,.~Sysrsm tel3h 
~11mplomontas.1tan 

d . IT e13h d11akukan evarua.si alas Whistle Blowing 
Sy31t m 

o IHasil ev•lua:;,1 alas Ylhi:dltt BJowJng Sy::ttm 

lelah d11tndald.=anjut1 

5 JP9nang11n an Benhmm Kopenting~~J_'!!.5) 
a 1T0Tah t&fdapal Ponanganan Ben1Ur21n 

Kopon11ngan 

11· fP8iiang:snan Benluran Kepeohngan lelah 
d1sos1;al1~kan 

c !P&na;ng311ar. 8enluran Keplhhngan lolah 
d11mplemen1as.ikan 

d 1Tel3h d1lall: u1Can eva luasi alas Ponanganan 
Bonturan Kt1pentingan 

e IHasil eva\ua.si atas Penanganan 8el\luran 
Kepenhngan te!ah ditiodp t01f\j1Ai 

a W~slle bl()\oj\ng system di.soslaiisasiitan ke s.eluruh j,~~ ;t 
organ1sas1 .,~.._):~:·.,. 

b Wht~le blowing system disosiaJizaS1kan ke sebagian ~;9i~~ 
basar organisasi AJBICIO ~j_~~ 
c. Whistle ~~ng syslem d isosialisaslkan ke sabagian ;4(~,..i--r~ 
keol orgamsa.se ·?. U".·. t:· 

6?h?n P1e'\1'lt'll.3s1 Nar.a$umbtr dari 
LKPP fOeputl 81d11na Hukum dan 
?anyelosa1an Sanooahl 

Bahan Presenta.si Naruumt>.r dari LKPP I 1 ISoS1aksasi WBS 
i(Oeputi Bidang Hultum dan Penyelesaian 

S•nggah) 

1 !Memorandum nomor M· 
3 7 511NSP /9129 15 

d. Wh1$ll& b'o~~ sy~em belum di$o$ialis.asikan k.e ~~;~~t~ 
seluruh o arusast ":ot."::"": •-·: 1 1 

;Ya. apabda 1tob~akan whistle ~ng system telah 
ldiimpt«nenla.sikan 

1 ,S 

a, Whislle Blowing System dimoniloring dan evaluasi 
~cara berkala 
b. Whis.lle Blowing System dimonitoring dan evalua.si 
tid;iik secara berir.ala 
c . Belum ada monitonng dan •valu.asi Whist.le Blowing 
Sy~em 

a. Sell.M'\lh Hasil evaJua.si atu WhlsU• Bk>wing Systttm 
l•lah d itindakla njuti 
b . S•b.gian bo.str HQ! eval~si alts Whistle Blowing 
Sy:stem telah ditindaldinjuti 
c . S ebaqian keci1 Ha.sfl ev1iu.si atas Whistle BJowing 
Sysl•m telah ditindaklaojuti 
d . Seluruh Hut! ev~ua.si atu Whistle 8k>wing System 
be!um ditindal<laniUli 

Ya. aP&b~l-lordas)ai" p8rati.irir\l)cebij1kan Penanganan 
8 enturan Kepentlngan 

a. Pena ngana n Benturan Kepent1ngan disosiai"ia slkan ke 
seluruh unit org;snisasi 
b. Penanganan Benturan Kepentingan di!IOsialiaSikan 
k• SEibagian bMar uni t organisasi 
c . PenangaMn Benturan Ke~ntingan d1'°.$lali-uikan 
ke seb~ian kecO unit organ's.Ml 
d. Penanganan B&nturan Kepenllngan belum 
disosiallasikan k• seluNh unit orqaniaasi 
Ya. ap:sbifa Penanganan 86nluran K•pentingan lelah 
dum_plementasikan 
a. Penanganan Benluran Kepenlingan d lmonitoring dan 
evaluasi sec.ara berka1a 
b. Penangarian Benturan Kepenhngan dimonilo ring dan 
evaJuasi lidak sacara berkala 
c. P•n.ang.anan Benturan K~ingan btlum di 
tnol"lllontig dan evaluui 
a. Selunll Haili evatu;a.s.i alas Penang3nan Benturan 
Kepontingan lelah ditiodaklanjuti 

b. Sebagian besar Hasil tvaluasi alas Penanganan 
Benturan Kepenllngan telah ditindaklanJutl 
e. Sebagian kecil Ha.sit eva\uasl ata.s Penanganan 
Benluran Kepentingan tetah ditindaklanjuti 

d , Seturuh Ha.sit evaluasi atas P•n1nganan Benturan 
K•P9ntingan t>.lum diUndaklaniuti 

~:-4"~ J 2 Surat tuoas LKPP 
"~:-=~~ nomor.22/0.4 11091201 S 

1Kt"~!h.~I 
• \~,·a..,;~·-· ' 

l°"~•'l'o<l 

YfT ·~"' r,,; 
'./!; 

IVB/C 

A/9/CIO 

VfT 

~~· 

AJBICIO 

YfT 

IVB/C 

A/BICIO 

I 0 ,10 46,60·1. 

0,33 \ 

1 IP omb!nluka n Tim Penenma 
[WheslleD!oW!! d1 l1no1tungan Selkab 

Pembuki'"n Akun Venfikalor dan 
Penel:rnh d."llam rancka Whistleblo.,.,..r 

~ 
1 lPen;~m-p-;;1an LaoOran Akfi_\i_lta' 

Whistteb!o.....,no Sys1em Pengadaan 
Barano Ja;a Peme11ntah !WSS PBJl 
Selh h PertQd e TrioM.Jlan IV Tahun 

~ 

M&mo Oeom1n KftOIWfa KemenPanR8 
Tentann Evaluasi 8entur;m 

keoontlno3n.ndf 

M• mo S E -09°m1111hm0 0S.-201S Qdf 

Memo Nnmo1 M·449 Adm. 10.2013 
Ten13f1Q E valu:tsi Penanaanan 
6sntuu'" Kunentmgan.POF 

Paicl:t lii1A9111as Pengadaan Bahan 
Komouler PT Kh1onz lndonesi i'l ?OF 
Mitmo Dopmin Kt1oada KemoOP3iiRB 
T en1w Ev.aluas1 Benluran 
kepffncino.:tn oor 

Memo Oeom•n Xepa<1a K.emenPanRB 
T..ntang Evaluasi Benluran 
kftP11f\11noan Qdf 

1. IP•mbentukan Tim Penenma 
Whtsttebk>wer di Lingkungan Setkab 

PltnbUkHn Akun Venfikalor dan 
Penelaah dalam rangka Whis1leblo-....er 
iSystem 

P•mbuatan laporan kegiatan 
'WhistlebbNing System tahun 2015 

1 ]PenyamP8"i"an 1aporan aktiv 11aS 
Whislleblo\olling System Pe ngadaan 
Baraf'9/Jasa Pemerintah Selkab periocse 
T~an IV Tahun 2015 

3 - l Daftar hadir sosi nli~ :o;1 WBS 

4 llaooran Petaks.anaan Kamoiiny" 
Whislleblowina Syslem Penoadaan 
Barana/Jaa Pemerinlah Stktetartnt 
Kabine1 Tahun 20t5 

s lBaMl'l Sos.31•$.'lS• wes 
1 Laoonin A.ktiv1tas W~sUebk>wlna Sv stem 

Pena3daan Barang/Jas.a Pemerintah 
Se1uetariat Kablnet Ponode Trnwtan IV 

Laooran Petaksan:tan Kampanye 
Whistleblowina System PeooMa!Jn 

j!~~??!-?:~ ~e .. ~~~nlah__Sek~@i 
I lMemora Qdum nomor ;M. 

316/IN$Pf12!2015 tanggat 21 OesembE: 

~ 

' ' .. laooran Alctiv11as Wh1stlebfctwing SystMT 
Penqadaan 6arana/Jasa Pemerintph 

· Sak(etariat Kabtnel PAciod! Tn':MJl3n IV 
Tahun 2915 

3 lliOOlir\ P91a ks.anaan Kampanye 
Whi$11ab!o....;ng S y!llem Penaadaan 
B:uanglJaM Pemerint.'.lh Sekrota rla1 
Kabinet Tahun 2015 



2.sl 6 l Pembal'\aunan Z.on• lnt•arrtu (2,5) 
a. ITelah d1la~obn pencanangan zona 1ntegr11as 0 ,50 20,00'%. 

~,Ya, ap3bila lerdapal50kumen Peneanangan Zona I ~"'i'!~l .. _.. ..-~· . .-·-·•-• ,..,. • ...,n .. n Lona 1 Mern<m•n<lurn nomorM 08/SA-2103/2016 

ln<ogrilas dilandalangani....,.; kelonluan YIT ·~~~;: I ~~~~~·~~~";:,~•;,::~~~~~~ Sebas tanggal 7 Mare: 2016 

P1~0Atn P11nr:.n21ongan Zonainijg.nas 

~~1.i;~~~?J ·· · 2 memorandum rlOmor'.M 12/SA-2f031?016 I I h~.:~~?~ tanagal 17 Mare! 2016 i1-+-1 ~~~~~~~~~~~~~1'~-+-' ~~~~~~~~~~~~~~~--J~~~-1~·ts'~e':=~~·'+-~~+-~~-+--J~~~~ 
Pt~:;.~. I I I I I I J21Susunan Acora Pencanan9an Zona 

b. IT elah d1letapkan unit yang ahn 
:01k~mb3nglum menJadi 2:ona int~111u 

T ....... -·-~-·-·-·1 

I
, d. ,Telahd11akukan evalua:.i atit.S zon• inlogrita$ 

y3n9 lfJl3h d1tentu\l;an 

I 
I 

I 

• ITetah ll•tdapat unit )l;er1a yang d•t"'lapkan 
sobagai 'menuju W8KM'BBM. 

ilAoarat Pengawaa.an Intern Pem•rinUh lAPIPl 
J a JRekomtndas.i APIP-dlduic.ung d6ngai1 

._om11mon p1mp1nan 

1,S 

Ya, apabfia itda Surat Keputusan Tentang unit yang 
dilelapkan 

a. Ptmba ngunan zona lntegritas dilakukan ~cara 
lntensif 

b. Pembangunan zona inlegrilas dilakll(an lldak secata 
inle n:s1f 

c. Betum ada ~mbancunan tona lntearitas 

a.Zona Jnt99ritas yang lelahdf1en1u~-ln dimonitorin9 d8"il 
e.., alua.si .secara b&r1c.ala 

t>. Zona inlegritu yang lelah dilentukan d imonitoring 
1dan evaJuasi tidak secara betkala 
c. Zona inlegrita.s yang tetah dltentul<an belum di 
monitonno dan evatuasi 

a. Telah terdapat unlt kerja yarig borpredika\ menuju 
WSSM 
b. Telah terttapat unit kerja yang be(Jlredikat menuju 
WSK . 

c. Belum l•rdapal unit k•rja yang berptedihl menuju 
WSK 

a. Seluruh rekomendasi yang memerlul<an komitmen 
pimplnan lelih dilindaklanjuti dalam 2 tahun teraktli'r 
b. Sebag~n rekomenda.si yang memer1ukan komitmen 
pimpinan telah di lindaklan;uti dalam 2 tahun lerakhir 
c. Se~ian kaol rekomendasi yang memertuhn 
lcomitmen pimpinan l•lah di lindakl~uti dalam 2 lahun 
ttrakhir 

d. S•luNh rekomenda.si yang memerfukan komitmen 
pimpinan belum dilindaktanjutl dalam 2 tahun !ctaknlr 

VIT 

A/SIC 

A/SIC 

A/SIC 

A/BICJO 

:·~?:: .. ~:;. 

~T .. 
<:?<':;."""· 

~l~~ ~N' U.~ ·· ~ 

~ir.F 

•; 

!~~, 

I 

·~.l-) 

,.;-, 

·~~,;-. 

I 1,3a 

le",,:~ 
:. ... ~~~;; 

P1.,o=-m Poncananaan Zon'1 lnteg1r1as 

91,75'/. 

I IT1nd3ITanjut huil Audil BPK Tl'll'uln 11. ,Tindak LanJUI hasil Audil BPK Tahun 
Butu ?012 11,lah di Tinda~1aniy!i Semua Buku 2012 telah di Tindakfanjuti Semu1 

Ttndak Lanru! ha~ AUd~ahun I Z. TT-indak Lan1ut hasi.I Audit BPK TahUn 
Buku ?013 tela.h d1 T1nch11k.lanjuti Semua !Buku 2013 lelah di Tindakfanjuti Semua 

lntearitas 

3 !Pe-mbuatan lapo1.on kogiat2an Zona 
tntec;rilu 

4 IPiaaam PeneanQan Zona lnt8Qritas 
1 IRapat pembaha.s.an eVa-lu3:01 

pencanangan pembangunan Zona 
lntogritas dan Penyusunan Rencana Aksi 
Tindaldanjut. tanggal 31 Matel 2016 

1 ISysunan Aciia 1 

Su.!Wf'an Aeara '> 
1 llaporan keoialan P•r!Q!)!nqan Zona 

rn1ec:irita.s 
1 IPiaoam Pencananoan Z~~a lnl&c::1irtai 
1 !memorandum nomor·M 19/SA.2/03/2016 

l:tnogal 30 Mare! 2016 

Lqporan has11 ranal tangg3I 31 Marel 
2016 
Rencana tlncak laniut pembanguru.!!.. 
Zona lnfegntas b!rda:.art(an rapa• .l!.. 
Mare! 2016 

1 IRencanan Pembangunan Zona lntegritas I flmem9r3ndum nomor M 19fSA-2/C 3/2018 

1anagal 30 Maret 2016 

1 IRapal pernbaNs.:an 9Vatuas.i 
pencanangan pemban9unan Zona 
lntegritas dan Penyusunan Rencan., Aksi 
Tindaklanju\_ tanggat 3 t Maret 2016 

2 IPenyampa1an lapo,..n ak'11v1tas 
Whialeblo....tng System Pengadaan 
Barang/Jasa Pemennlah Seucab P6riode 
Tri'Mlfan lV Tahun 2015 

l IUsuran Penetapiln UM untult diJadlkin 
W8KdenW86M 

Pemiintaan Puor1a 01klat Sistem 
1

Aktmtasi Pemenntahan Bert>a~s Akrual 
Bagi Aparat Pengawas lncemal 
Pemerintah (API?) 

Kementeria~embaga T ahun Anggaran 
2016 

Permohonan B1aya Pe~alenan Dina$ 
Oiklat Sisl:em Akuntasi Pemerinlah 
Berta.sis Akural Bagi Aparat Pengawas 
Intimal Pemertintah (APIP) 
Kementerianllembaga TA 2016 

Formulir Reg[strasJ Peserta dan Surat 
Usi..dan 011dat S15'em Al<:untasi 
Pem.nntah 8ert>asis Akural Sagi Apar.t 
'Pengawas lntomal Pemeninian (APIP} 
K•m•nterianllembaga T ahun Anggaran 
2016 

F>emberit.ahuan Ujian Langsung bagi 
Pesana Olklat Pembentukan Auditor 

Penama Tanggal 29 :s.d. JO April 2015 

laooran Nsit rapat l;)n9Qi!31 M!f 'l 
2016 

3 1Rencfna li'nc3k lan1U1 ~onan 
Zona lnteontas berdasarkan raf"l.!Lll. 
Maret 2016 

1 )memorandum nomor-M 19/SA--~R 
tangga1 30 Maret 20 1f1 

1 IMP.1norand1Jm nornor M· 
316/INSPf1212015 l!!'!Qgal 21 De5embe= 
Zill 

Laooran Akti..,itas Whi:oiUebto>Mna S9tf 
Penaadann Barana/Jasn Pamerintah 
Sektetanat Kabinet Periode Triwulan IV 
Tahun 2015 
Laooran PAtaksanaan Kampanye 
Whl$11eblowina Svstem Penoadaan 
Sarang/Jas.a Pemerin1ah Sekrelariat 
Kabinet Tahun 2015 

I !Laporan liasll npaj li00cja1 31 Maret 

22.l!i 

Rencana ttncak lan1vt P'mbanounan 
Zona lntoontas beroasaocan raoat 31 
Matet 2016 

S·2&·PP-2016 P~rmin1un PesPrta Oflclal 
Sistem Akunt;ui Pemerlnt•h•n 8erb,.sls 
At-ru:iit Baci Apu;iit Penuwai tnrern•I 
Punerint;iih f/\P~P) 

X:em~ntsrfan/Lemba.caT.1hun A.ncu r;ii n 2C 

M.62.JNSP-2·2016 p,,m0hon•n &..i

Pttj•lanan Din•s D1kla1 Sin t rn Akuntasi 
Pemttintah 6ubas11 A~ural 81gl Aparat 
Pengoiwas ln1unal Pemerilnt;ih IA.PIP) 
kemcnt•ri.r!/lembau TA 2016 

r:ormulir Rec is1r.ui P~urta d:iin Surat Uu. 

Oiklat Sistem Akuntui Pemer1nUh Btrb~ 
.U.uut lhu .t.p:iint P,,.nuwu lnrun.ail 

Pe:mtrtinUh !AP/P l Xtmtnltri~n/le:mbi 
Tahun Anuann 20!6 

S·S6-DU-101s Pembe~an 

1Unr,;ung baci Pe\en1 Diktat Pembensu ., 

Auditor Pe:nam1 T1ngul 2' s.d. 30Aprll 

2015 



- - ·u-. ••-• 

IJ>IP didukung dongan SOM yang memadai 
secara kualitas dan kuanli1as. 

•· Soluruh fungii pengawasan intemaJ lert1ngani oleh 
SOM yang kompeton baik seeara kuantilas maupun 
kua1itas 

b. Sahagian besar fungsi pengawasan internal 

lertangani olth SOM yang kompelen baiJt secata 
kuantitas maupun kualilas 

c Sebagian kecil fung si pengawas.an internal tertangani 
1olth SOM yang llomptl•n b<tik .secar3 lt.uanlilas maupun 
kualitas 
d SelullJh fungSI pengawnan internal ~lum tenangani 
olttl SOM yang kornpeten baik secan1 kuanhtas m aupun 
kualitas 

>--+-~~~~~~~~~~~~~..------< 

I 
I 

r. !APIP d1duk.ung deng3 n ang9aran yang 
momadai 

d [APIP-b&rlO\us-pa(fa clletll dan audh bert>81'~ 
lns11c,o 

a . Seluruh 'obutuhan didukung oleh anggarnn 
b. Sebagian bctsar kebutuhan didukung oloh anggaran 
;c:. Sebagian kecll kebutuhan didukung oleh anggaran 
Id . Seluruh hbu1uhan betum didukung ot8'11 anggat~ 

a. S8iUnih fur.gsi penQaWa.safllnteinal berlCikus pad a 
client dan audit berba.sis risik.o 
b. Sebagian bo)ar fungsl pengawa.san internal berlokln 
pada ciienl dan audit bert>asis risiko 
c. Sebagian kec1I fungsi pengawasan internal berfokus 
pada client dan audit betba.sis risiko 
d. Seturuh fungsi 04nga'Wlsan inlemal balum tt.rfokus 
.Pada dient dan audit betba.sis risiko 

NB/CID 

AJ!!JCIO 

Ii,.·· ·~~: 
~.t;Zi . ,....__,~ 

j.. . .:"~t 

·,~~¥-' 

~;·~~~t 
;~~·~~l. 

1:;;·:~~~ 
::~"':~ 

•.4711i4 
I~·~; 

0 ,67 

Hasil Ujian Sertillkasl Jabalan Fungsional 
Auditor P•rtama (JFA) 

P&nnint.aan Pesef1a 01kla1 S1s1em 
Ak.untasi Pemerintat'1an Betbasis Al(rval 

Bagi Aparat Pengaw3s Internal 

iPametintah (A.PIP) 
'Kamentarianllamb~aTahun Angg acan 
:2016 

M ?4lJPT-7-201S Hu il Uri an Ssnihkui 

bbaun fungsional Aud11or Puum.a fJfAl 

S·2':PP·2Dlf> Ptrnuntun Puen a Oiklat 

Sistern Akuntu i Pemf!ri"O.hal'I 8uba1is 

1
A\l.Nal S<i gi Ap1nt Pt:nuwu lnttrnal 
P~muintah IAPIP) 

ICt"m f'nle tian/lembauTahun Al'\tUta" 201G 

la 

.:. ~~~-:·-. I Pennohonan Bia ya Pal')alanan Oinas M 62.INS9·2·2016 P"rmohonal'I 6 iaya 
• .:.:,.;"'!-.'Kr'. Diktat Si5lam Akuntasl P&merintah P.rjah1n~n Dinn 01tl;l1 S1itl!m Akuntr 
.:i·~::.: Berbasis Akural Bagt Aparal Pengawas Pem~r1nt~h ~rbui1 Akural Bae• Apu.' 

'.:Y1~~\)i_;~ ln<emal Pemertinlah (APIP} Pel'luwu lntetn<tl Pemen inu h (APIP) 

': 1 ·~·~1~ j Kemanl.erianllembaga TA 2016 Kemtntt"ci,.n/lcmbu~ TA 1016 

,--·~ _ FomuAir Regwrasi Pase11:a dan Sura\ formu1ir ~1istru1 Pout~ dan Su1~1 1 ~ 
[~"~ - ~ Usulan Oiklat Sistem Akuf\t:asl O.tlat Si\lt"m Akuntn 1 Pem r un1an a .. 1 u M1 
'.!h ·~ Pamerintah 8ert>as1s Ak;ural 83gi Aparat Ak.ural 811:1 Aparat Ptnuwa~ lnt .. tn al 
h. if.}~~~ Pengawa~ lntemal Pemertintah_(AP!P) Pemertil"I U:h tAPIP! Kemtntulan!Ltm b z,111 

1!.t.~ _ ~· Komentenan/Lombaga T ahun Anggaran Tahun 1.nguran ?OH> 
~:).~ 2016 

I,;• :~ , .. 

I !:-~. 

I.~· 

I I I 
Pemberitahuan U1ian Langsur-ig bag1 S·SS-QU·201.S 'smb•r1t .at.uan U1••" 

Peserta Oik.lat Pembentulean A~1tor l anuunc b.aci Pe1e:ru 01kl a1 P•mbt"ntuhn 
Pettama Tanggal 29 s.d 30 Apnl 2015 Auditor Pen~ma hncc•I 2' s.d. lO April 

2015 

Anoqttran IMQ(!~torat Tahuo ?014 
s.ebo"Snr R[? an '.\94 .000 alau seb1111s.a r 
0 48 ~· dan Anaaaran Sekre!ari1l 
lkaiCMl'lltl 

Ar.gga ran lnsPiktOrat Ta-hun 2014-. 
seba.sar Rp 8·27 .394.000 atau Mbe.sar 
O.• B % dari Anggolran Sekretariat 
kat>&ne1_ 

Hasil Ujian Sattifika~ Jat>atan Fungsion11l M.2.tlJPT-7-201S Hu it Ujian Scrtifikasi 
;Auditor Pertama (JFA) hbatan Funcsional Auditor P~tt•m.a IJ FAl 

Permi n1aan Peserta Olklat Sislt1 m 
Akuntul Pern• rint •.han Barba.sis Akru•l 

Bagi Aparat Pengawas Internal 
Pemenntah (A.PIP) 
Kamenteri<1n1Lembaga T ariun Anggaran 
2016 

Pamtohonan Biaya Pecialanao Oinas 
Diktat S1$tem Ak.unlasl Pornerintah 
Bert>asis Akural Bagi Aparat Pengawas 
Internal Pemertmlah (APIP) 
Kementeriar\llembaga TA 20 16 

Fonnulir R9gistrasa Pesena d;vi SUfal 
U$Ulan Diktat Sistem A.kunu1.$l 
P•merinta" 8ol'bas1s Akurat Bagi Aparat 
Pengawas lnlemal Pemartintah (APIP) 
Kementerian/Lembaga T ahun Anggaran 
2016 

Pemberitahuan Ujian langsung bag1 
Pe.serta Oildal Pomb•ntul<an Auditor 
Pertama Tanggal 29 s.o 30 April 2015 

Ha.sil Ujian S.rtifikasi Jabatan Fungsionel 
:Auditor Pertama (JFA) 

S·21·PP· 2016 Ptrm11'1l:nn Pt scrt a Qlklat 
Slstsm Akuntui Psmuinhh• l'I lhtbn is 

Attyal 8.ui Ap~ral Psrinwu l l'l l stn~ I 

Pl!ml! nnh h !APIP) 
Ktmen<Mian{b mbnalahun Anr:cann 2016 

M.6lJNSP-2-2016 Ps rmohon.a l\ ll••y.a 

Pl!rialan~n Oinu Oiltl .at SiUtm Akunlu i 

Ptml!rintah 8erbu is .A.ll:ur al 6 u 1 Ap;u~t 

Pt"nw.u: Internal Ptmer1in1a h !AP1P) 

Keme:nterian/ hmb•u TA 201' 
Jo""uht Rtgi:u r u i PHsrU d~n S ... n 1 U~l~n 
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penJinan 
Pel'tyanan Um! K.Art3 Selk3b 

YIT 

2 IKooseshb Nnmor 57 Tahun :>0-12 ng 12· 1K•P~~kab NOmot 57 Tahun 2012 n.g 
'Standar Pa!<'yanan Un'1 K.erta Slandar Pelayanan Unit Kerja 

d•n lung1onya NIUJ. merniliki st• Nillf 

P91ayanan yair.o bedcaon ~an pro.tei::vr 
d11n waktu t.ebaoai ukutan baku un1ulr:: 
pen)'t'l•noowun peiayanan publik dan ~jltl 

dltaati oleh pemt>eti d11n pr.nerimA ~yaNn 
1nlorma:11. 

Set!Ul.b 1.ian mornlhto kebl1a11:an slanaar 

pelayanan -png menc:.ak.up biaya, waldu. 
pocsy~ratan perijiNtn. 

A. Operasional pelayJ.nan infonnu.i 

Pelaknnaan pelayar\an1fttormii.-Pub11k 
dldukung oteh Anggota Tim Layari.an 
ln!or_mfsi P~biik anlara lain 

1 K00tdinalot Se'kretatioll PPlO. 

2. K001d1natoc ?PtO fn.i!p.rtl: 

a -KOOtd-iNtot 8Klang Petay11nan 

lnlouna.si: 
b. K00<d1nal0f 81dang 
Pengumpulan dan P•n;etcb 
lnfonnui: 
c;, Kootdinator 81dang Kears1pan 
d an Pw.dokumenta~ 

d. Koofd!JQIOI 8i6"ng P...-.g°idv•n 
du1 Penyel•nian S.r,gksu.. 

8, A nggota Tim Llyan<1n lnfonnasl 

Unl.uk m.menuhi d.an t'Mbyani 
Q«minlun dan k•Wlut\an 
pemohonlpengguna it\formu1 publik. 
PPIO melal~ anggota Tim layanan 
infOfmHi mllla~ukan pelay01nan 1angsu~ 
dan pfll11y..nan melalui me<lia antara 
mer,gg1,1naqn tetepon. fak$imile. emait 

dan W9bsit• . 

C. Waktu p.layaiun lnfonnasi 

Oalam m.mbenkan la ya nan 1nfonnas1 
••pada pemohon inlOfmasi, PPIO 
m•~ok.an waktu '*"1benan pelayaNn 
wilcwrn.u.1. Watt\u pemberi'.iin lay..nan 
inl«mtsi d1 lingkungan Seluetarial 
KabinM dilaksanaun cioad.a Hari KMja 
{S.,-.n sampai JutNl) ct.nc;an rincian· 

S&fin- id-KirTWs: Os.JO s.c 1S.OD W\B. 
h1iii hiii.:- 12.0o s .d -1 3.00 WIB; 

Jum1t: oe.JO a.d 1s~Wie-: 
l st.-ahat 11 ,00s.d 13.00 WIB 

o. M-.:ianiwn•PC.rTn-ohonarlihfOnniif 

o P•tnohc>ft WotmU1 dal.l no ke 
PuYl Layat\ln lnfotmui dan men;iis1 
lorm1.1lir permohaniln inlormasi 
dent;1an metampirkan fotocopy KTP 
pe.mohon dan pi.nQQUN irdormasi: 

o PetUQn mamb«ik.an !Anda buktl 
penetlmun permol'IOnan informasi 
pubhlt kapitda pemot'oon i.nfotmas1: 

o Pelu;as me mprose.s petmimaan 
p.mohon informui publii k sesuai 
d•noan fonmA_. ~tl"IOl'onan 
enl'Ofm.u1 publik yang talal'I 
d11AN!atanQani deh pemohOn 

inkwmasi p..1blik,, 

o Pttuo.u memenuhi pet"mohona;n 
WotmUi sesuai d•ngan ~1"9 ditninta 
oleh p.mohon, Apabila inlortnal'i yan; 
diminta muuk daJam !Qlegoti 
d1kea.iali1c.an.. PPtO menyampaibn 
a1asan sesuai dengan ketentua:n 
P91atuun P9f~noan yang befla>tu: 

Penei1pan Slandat Pelayanan 
tofomlasJ P ubhlc 

b. hnp Jlsetk.ab go tdlpp~ 
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b. Bidang Pefayanan lnform;H 1 
membual laponn hu• ~akJanaan 
pelayanan inf01ma.s1 k~pada PPIO 

.seicur;JnQnva dal1!!1_30 ~sekah 
c. PPIO tndaporkaln ha.\il 

pelillk.unnn pel1y•nan inlormas1 
kep&da Sekr• Qrn. K;iibincl selaku 
Ata san PPIO metalu1 Oepuh Sekle1a11s 
Kabintt Bi.dang Admitistra.st 
selwrangnya oa1am 30 Nin. 

o. l apoun Nu pel.&Uan..aan 
peila)'3n.an .nlot~si memuat 

o Gambaon umum k.dJl!akan 
pelosy•~n lnlOfmasi Publik. 

o Gamb.aran umun'\ pelaksanaan 
petaya~n 1nfo1masc Pubhl(. ant¥• 
lain: 

• SMaN: oan p..-asMa na 

p.layanan 11\forrnui Pubhk 

yanQ ditn~1ki be.serta 
kondisinya; 

Svmbet' c:taya mantJs•a 
yang menangani PQlayan.an 
tnform.u1 Pvblik b&serla 
kuatih~as•nva· 
• Anooaran pelayanan 
1nfQ(ma' ' :Jett• l~POta rt 

peng91o1ruiannya; 

o Rincian ~ayanart lnforma$• 
Pu"'ik mas1ng·masing 'fS"9 
mat.pull 

• Jum.lat'I petmahonan 
tnforma~ Publik: 
• Waktu yang d1porlukan 
dalam m.tnU1Uhi set1ap 
pwmot\onart lnf°'mH1 Pubhk 
dengan tlas1filtas. let1.entu . 

• Jufnl.af\ l)el"~n 

!,T"F 

lnlormui Putihk yano 
d iU;b4,lfQ n P»lie. "*l>a9••n .11Lall 
sah#uhnya. dan 
· Pefmohonan lnform•:ol
Publik yano chUtiutu n b:uk 
.seba9'.ain a l•u .nlutuMy.11 dlf'I 
Ke:.r• t.1.n at.u layanan 
1ntorm1s1 

Set1ao permohonan 1"'°1masi dapal 

menoajukaf'I kebora~n 1erhada1> polayanan 
yang ditiec'ikan oleh pe1uga~ pdayan.'Jn 
lnlotmui kepada Aluan PPIO t>e<d.asa11Uin 
•lasan-alas:an: 

,"), Penolak:tin atas permoMN n 1nrormas1 
befd.Ut M n alas.an pef't9ecuallan 
s.baoa imaN oim aks.ud Pasat '7 Ut1o• no· 
Undar1g KetMtiukaan lnforma.si Pub11\! 

J . Koputus.3n Oopuli Sok.retans Kabinol 3. Kopulus.an Ooputi Sekrelaris Kabinol b. Tidak d1sed11kany;io 1nforrn.asi t>e-tll.al1 
Bidal"K') Adm111is\rasi Nomor Bid:11ng Administrasi Nomor sebagaimana dimaksud d al am Pa.u\ 9 
KE.P.651Setk~bl0A/Xllf20 1 0 tenlang KEP.65/Selkab/OA/Xll/2010 tentang Und~nq-Undang Kelerbu'Kaan lnfo1m1s1 
Pftlvn1uk Polaksanaan Moni1onng dan Petunjuk Pelak.$.lnaan Monitoring dan Publ;tlc 
Evaluasi Pelaksanaan S1andar Evaluu.i Peleks.anaan Standat 
Pelay30an (SP) di lingkungan Pelayanan (SP) di lingkungan Sekrelarial 
Sekr•la11al Kabinet. Kabinet. 

4 . IKepulus.Jn Oeputi Sekcelan:: Kabinel (.1KeputU.iarl -Oeputi S ekre11MKabinet -
Bidang Adm1rws1rasi Nomo1 Bidang Admini.stra-Si Nomor 
KEP.66/Solkab/OA/Xlll2010 lontang KEP.66/Selkab/O.VXlll2010 lemang 
Pembenlukan Tim Evaluasi Pembenlukan Tim Evalua.si Pelaksanaan 
Peta~s.anaat'I Slandar Pelayanan Un.I Standw Petayan1n Unit Ketja di 
Keqil Ch llt'lgkungan Seklelainal Kabin8'. lingkungan Sekrelariat Kabinet. 

5. !Ookumen E\laklasi StaAdai Pliayan3n 
b&rdas.arkan ktitentua n dari Pera luran 
Menten Pandaya9unaan Aparatur 
Neg~<.3 dan Reformasi Nomor l5 dan 
36 hhun 2012 

5. IOokumen E\laluu1 Sti ndar Pelayanan 
b•rdu.arbn k•l•nluan dari Peraturan 
Menteri Pendayagvnaan Aparalur Negara 
dan Reformasi Nomor 35 dan 36 Tahun 
2012. 

c. Ttd.ak. d tl.11/"IQ'Qa t>tnya pwmohonan 
infOl'masi: 

d . P•mohonaf'I 1nlormu1 diUinogao1 
tidak s.eOagaimana yang duninla: 

e. TtdaJc teroenuiilnya P!'mof\onan 
infotm.a.si; 

f. Peni;;W an tQy.i. va"O lid a\: w11.ar. 
dan at.au~ 

g. PenyarT\pa1an intOfma.si ya;nq meleblf''ll 
waklu yang dlatur dalam UndanQ·Undang 
Ketertiukaan lnf0tmui Publilt. 

~ 
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d. I01lakukan reviu dan perbaikan atas standar 
pelayanan 

a. Oilakukan reviu dan pefbaikan alas standar 
polayanan sec:.3ra berkala dan dilakukan dengan 
malibatkan slakeholdsrs 

b.Oilal<ul<an reviu dan perbail<an alas .tandar pelayanan 
socara tidak bertca!a danlatau tidak dengatt m•libalkan 
Slakehok1er.i 
c. Betum difakukan r•viu dan petbaikan alas S1andat 
pelayanan 

AIBIC 
!1I'. 
,,i;.(aj:_ 

1~+.o 

~~t 

Peny<1mpa1an L3ooran Capaian Aks1 
PcnCMi!h~n qan Pemtieratil,nn 
KoruosdAks1 PPKl 612 Tahun 2015 

Selk ab 

Kepseskab 57 lahun 2012 ttg SP UOit 
Kerj1 

Pe nyempumu nlperbaikan ala$ Slandir 
P• l•y•n• n mulh dilO.)J~an ~cau int• rna1 
d l S•tltab, 

. 1~1L- . 
SemenlAr. itu, SP y.ang ada mult\ 
bujalan • fektif. 

e l01lakukan rev1u dan porbaikan alas SOP 1 ,a. Dilakukan rev1u dan perbaikan SOP sec.ara berkala l ,;,.~~~~: 1 MONEV PELAKSANAAN SOP oof Keps.eskab 23 Tahun 2014 ttg P•rvbahan S•tkab 1ttah tn~•~k.an r• vru dan C*~1Qn a Kep1.1tus.an S-..skab No 5 1 Tt l\!!l.. 
b. Oilakukan reviu dan SOP secara lidak berkala ~:..~.~.,..;·: Kedua SOP tefhadap SOP, Reviu dan pec~ibn SOP dt 2012 10 Keoutusan Se.skab No ?.. 
c. Belum 3da revlu dan part>aikan SOP AJBIC .~:ei\: 

1 
l~lwnqan Se:lk_-b obkukan nhucungan Tahun 2016 tentana Slandar 

:.t·J.:.. ~.,,: csengan reotgarvnsi S• lqb befdaurUn OptuaSIOnal Prosedur d i l1ogku1 Jan 

2 IBudava Pelavanan Prima (1) 

T 
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I 
! 
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a ITelah d ilakukan sosial1:;.a:ot/pelahhan dalam 
op3y;1 penerapan 8ud;,y:a Pelayanan Prima 
(conloh kode ehlt, esteh\ca. capacity bu1ld1ng, 
pelayanan pnma) 

b. itnTormasltai\l&ng pelay&nan muda/'l dlakses 
m•lalur berbaga1 media 

1.0 
a. Selun.ih sosit1~St/pelatihan teCah -d•lakukan di.lam 
up.aya psnerapan budaya pelayanan pnma 
b. Sebagtan buar 30sialisasifpelahhan telah dilaku'un 
dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima 
c. Sebag1an kocil 50sialisasi/pelatihan lelah ditakukan 
dalam vpaya penerapan buday;, pelayanan pruna 
d. SelunJh soS1tlsasi/pelatihan ~lum d1lakukan dalom 
upaya penerapan budaya petayanan poma 

a. lnfotmasl pelayanan dapat diakse.s melalul b•rbagai 
media (mis.al: papan pengumuman. website. media 
sosiaJ, media cetaX, media tel• visi , fadio d.sb) 
b. lnformaSI ~layan.an dapat d1akse.s melalui b•berapa 
media (mis.al: papan pengumuman, seleb3ran. dsb) 
e. lnformasi ~layanan sulil diaU.s me1alui berbagai 
1media 

f.JBICIO 

"'8/C 

-::"r~~··" P•sesk.lb No.4 Tal'W.ln 201S. ~ 
''J:':f·.;,'J. 

1 ~d• .Oermenp.an-Ae No.35 hhun 2012 tenlana Organis.asj d3n Tata Kerta tl~i; 2 JEVALUASI SOP pdr A<!apun re~lu dan ptfbaik.an SOP menoacu I I b.Pe!se.S-kUb-NO 4 Tahun 2015 , I l•ni..aJ'o; P.ooman P.nyu~ SOF> Se1k;ib 
·!':~,!~.. Adnwisttui Pe"*intahan dan PetHSUb - -
:S../~jj,. No.9 hhun 2013,ent.ang ?eclomAn 
:;;'f,4" I I I Penyuiun.an dan EYaluu1 Standa1 P••yal\iln 
:~~'{~·· · Prosedvr di l1n.okunoan S e!kab 

:)\:.~~r· . 

;~i· 
.:..,;.-

ii:' 
~~·)' 

~11-~· 
~1 , 

~: 

... 

,~· 

1.00 I 100.00"1. 
P e1;.11h.tn 8udaya Kerp 

1 lk818-1hukun inform.ail nubli k; _pdf 

2 1~ 

3 l t."llc f'\b go Kl doc 

• fPr~Str8&n ApSika~ SAtlt.ab 2016 pdf 

Pelahhan Budaya Ker)a 

K9pUtus8n -Oepuli BidaOg Administrasi 
Nomor. KEP.•2/AOM/IX/2013 ttg 
Pen•l•p•n Contact Center Seb1gai 
Media Komunikasi L~yanan lnf<>fTnui ell 
Linqkungan Sekreta.riat Kebinol 

-s•1iib 1.i.en fMny.-eng1;arabn sos~1u.u1 
kod• ehlic " • p.aC'a s~uruh .,.eia~1/p.egawa1 d 1 
l1tng~uno.an $e'l(r•larla-t Kabinet Sos1a\lsas1 
O•:tU.Mk.ln p.ada langg.al 2S.-29 NoYemtw 
2011 din PlcJa 1.1ngga1 10.11 O&e:mbef 2012 
di Aula G.Ouno Ill Kemer..sethf9 

Sela1n •l\I. S•tk•b j\19• telah m•nyiel•l'\9S1•r.t
kan p.tnelidik.an dan pelalth.an (G11(.fat) 
oerioem~noan prtgawa1 ~fl(} dU~sanaun 
lotef\ e..-o SOM oan On..t. dan Pus.daiun. 

INocmu1 pelayanan yang dilt.iola Selk.ab
datli91 dia'u.s melal!Ji berbagai media. Hperti 
lwebsit•. mMipull 

o1k.iac y.ano d•-S•l•nooara k~n ol•h 8fro 
SOM-Ort.al• 

a. Perseskab No.4/RB Tahun 2011 
langgO)I 2 Aauslus 2011 tenlana Kode 
Ellk PN?twa1 Se1Ub RI· 

~Sk¢N02/RB Tahun 2014 
tentang Pelaks;)n3an dan 
Pengf!mb:ulQan Buday.a KArjl' d1 
L_!_AQ.~ng_._o___S!lJ~ 

c Otklat :-.oft ~kli! spt s6;fcilth Birc. 
~ 

Oiklat yang disal•nogua i..an ol•h 
Pusdatin : 

a Memo ICepala Pusda11n No 
2801Pu:.datinl08/20 t6 ta noaat 11 
Agustus 20 16 lflnlang PormoOOnan 
l jin P~la![han ITIL Foundation wi!h 
Case Study di Booor padl\ tanagal 18 
s d 20 Moslu~ 2016 

b laporan PtJsdattn teri<ail Pt!'"""'" 
ITIL Fwndal!on v.oilh Case Studv di 
Booor pada tanogal 18 ~ d 20 
AQUS.tu~ 2016 

w.oUr• : 

1nfotmH1 -.eg1at.an h btntl d.an S etkatt: 
a. se1kab.oo 1<1. teilY.1\ peolayan.n a se1~ab go 1d · J 
b. .sipuu.setlt:,b.90c.id. l•kail pel•yan.an b s1p .... u 5etkab.so.1d l 
inlormas1 pecziluran perundang· 
uncl'at1Qari yang dikelota Selk.al>! 

c. s1mpeo.ullub.go.ld te,.ta.t c*ayat\at\ 
infoftna-SI baqi PNS G al Nie u atu 
seluruh lnoon.sia yang inoin 
menge\al'lui stalvs pro.so.11.,11ul;,n 
"'-ftaig r)_? lloo.kal al3U PIIDli'·- · 
d. sisk.ab.Hllt.ab_go.td. l~ka\t pelayanan 
inform.as• sM:lano tabinel r.apat letbatu 
y~ d lQimpin of•h Pruden danlailau 
WakJ Pre.slden 

c Slmpf!9.Hlkab go td · 

d . StSk.ab.sellt.ab.go,td 
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c ITolah tordapat sis.te rn 
pvmsl'lmenflsank.5iV1tEJward bagi pelak.sana 
layanan sorta pemberian kompensasi kepada 
per.enma fayanan bila layanan hdak sesua1 
standar 

a. T elah tOrdaPat Sistert\ s.1-n-~frfiWard b39f pelaksana 
layanan serta pemberian kompen.sasi kepada. penerima 

l
layanan bUa Jayanan tida)C sesuai standar dan sudah 
diimpfemenlasikan 
b. T elah terdapat siS1em .s.anksi/reward bagi pelak.sana 
layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima 
1ayanan bila layanan tidak $0.SUai star.du :sda namun 
balum diimplementasil<.;,n 
c. Belum 1erdapa1 slstem s.anksi/rewa rd bag\ pe.laksana 
layanan s.erta pemberian kompensasi kepJda penerima 
:fayanan bila layanan lidak sesuai standar 

I l 

AJB/C 

lnformasi hwkaT! kegiatal'\ ~abin.t Clan Selkab 
juga da~t dtakses melatui media J.osial. yailu 
twitter. fac:~book.. inslagra m. dan 
you!ube.Selain ilu. informas1 1erk01l! keo iatan 
kabirrat dan Setltab jvga dapal d1a1ts~ 
melalui media cetal( dan eleklronik., ya11u 

bu\etlin. jum al. dar. buk.u 

54!ltkab !elah m• m11i:itl dan 
mengimplement.asilt.an pembel'11n 
UAUlfr•w¥d bail( baQi pe~11na mauoun 
~t>eori layaNn sehUburgan d9t1gan 
layanan Y•IYJ dibe<ikan S•lkab, ya1tu-

a : S• tkao memW 1k.a n rewat'1 bag• 
Pombeti Lay~nan_ mehpu\J: pembeu;m 

Pflf'IQl'\algaan Satya Lancanct r\ary" Salyai 
dari Pr&Si4en sl!!cagai pj'001k.1t pociaw.;ti 
1&1adan, t>embe<ian kt!Ni lUn lun1ano;ia1' 
kinMja. Oan promos i jabatan: 

b. Oisam~-1iU-.Se1kabjug a 
rnemb«iUn sanJui bagi P1mbei1 
Lay~n dalam hal Pembofi L.11ya~n 
m~•ku lf.ln pelang;uan KoOe Elik. becupa 
hukuman disiplin ~1"9 bef'imbu pada 
pengurangan tunjangan kil"IOf ja yang 
mempetoleh nilai prut.sl ke<JI cukup 
buruk: 

c::. Adapun ba91 Per;eomi-(ayu1an, 
S.Ocab mamberikan r-#d. befupa 
penetbltan SIMl•flU I 

M ed i& Sosi&I; 

a. hnos·//f'wicter.com/sencabooid: 

b Mps:/twww.f.acebook.mml 
SolkabQoid· 
c https.:/fYN..w.instag ram coml 
S!'!!cLl)t~rla!,_,_k:ibi n~I/: 

d. hnos:llwww.youtube cgm/ 
channelNCey1Bgb1Uz6e 
Vz2vvwc2d7 

Medi• C etak: 

~ Buku Ranok:aian Sidana Kobinol 
yang diterbit lcan oleh Asdeo Humas 
dnn Protokol· 

a . Buku Ookurrl1in1aSf Kegiatan 
Kabint1l dan Setkab yana diterbitkan 
oleh Asdep Humas d an P rolokol· 
b. Jumal P£inerjemahM yang 
d1terbi1kan oleh Asdep Nester. 

keg1atan kabinot dan Sekretariat 

~ 

P1m be rian reward b•Qi PemtMri LJyanan: 

a Perseskab NoA Tanun 2014 
len!;ina Pelaksanaan Pemberian 
Turijangan Kinerfa Pooawai di 
Unokungan Sotkab 

b Sert1fika1 K:a~Wira Karya 

Pemt>erian s.aok.si ~gi P1mb<trl Layt nan: 

a . Per.:>4lsii::ab No 4 Tahun 20l4 
tantang Pelaksanaan Pembarian 
TunjrmQan Kineri3 P oqawai di 

b Persssk.ab No 4/RB Tahun 2011 
tanggal 2 Aguslus 20 11 tentana Kode 

1ik PeQaw.:ii Setkab RI· 

-c.-Perseskab No.2/RS Tahun 2014 
tentang PE1lai(sanaan dan 

pengembangan Budayn KerjOll di 
i.,fog.ls1,1oqan_ $atlt<'lb 

Pem~ri'11n roward -b~QTPIMrlma 
U.yanan : 

a, Sertifikat Oiklat Jabatan-FUOOSTOOeT 
Peneriemah. 



'T olah terdapal saran a layanan 
;lerpadu/terint&grasi 

ti ITerdapat 1 nova~ petayanan 

1 I 
I 

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dllakukan secaia 
terpadu 

b Apabila s.bagian besar pelayanan sud•h dtla>l.uk.ln 
secara terpadu 

c /\pabila sebag1an kecil pelayanan suclah d1lakukan 
S&cara terpadu 

d Apat);la tidak aoa pelayanan yang drlakukan secara 
lerpadu 

Ya. apab1ta letdapal bukll 1nOvasi pelayanan yang 

1d1c1plak.an dan bermanfa31 bagi penerima pelayanan 
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Keputusan Oel)Uei Bidang Administtasi 
:Nomo~ KPE.42/AOM/IX/2013 ttg 
:Penelapan ContKt Cent&r S e bagai 
Media Komvnikasi La ya nan lnlormasi di 
Ungitungan Sekrelarial Kabinet 

s.tbb tebih momfjkj SWIN layal'lal1 
letpadu/letinlqui,. y.1111U Pet.1ya~n Tetpadu 
~tu Pintu di G.OUn; Ill Larui 1 PPIO yang 
meta~ni bagi Penoq~ lay•~n y;ang 
befke~ntinoan deng•n S•l'ub. Sel;atn itu, 
ldttt:tae>QM)'i PPIO S.tMb sebag1i Cont.er 
Center Media Kcmuribsi layanan lnfof~s1 
d1 l ingkung.an S•tbb 

T61k.atl pei.aya~n on1onnu1 lleg1;al.1n Q bln.et 
lb,, s.tub melakJi WC'.bi~•- mec:ti.a so~. 
ldan tr'llld .. cetaJ(. let~ t..-ll'\1091~1 ~d·a 
nt1u1b,QO,icl yang di\:.~a oteh Pusal Oat~ 
da.n lnlOfmasi dan Md•P Huma:. o·an 
'PtOIOlo:of StUtab. 

I

Selkab lel•h menc:1ptaun 1novu1 l"'l'\aaap 
peningUtan kuahtas pel•yanan, antara lain 
IMhit d4N'19an inoYas1 pelayanan sld~ng 

1
1tabint\ yuig sang.al berm.anta.at bag1 

~peMfima layanan 

Adapuii inova.s1 ya ng bell\lsil aic1t)lali{,~n d;a.n 
iO•l{.4'lol.1 s.t.bb. a~a l&.n 

-------1 1 . Ookumen Pefayanan lnformasi 
ol"'1 PPIQ 

b :>e<kab ao .g 

c. Keputusan Oeputi Bidang 
Administrasi No K_,o 42/A.dmflXJ 20 13 

t~ngg.al 19 Sep!ember 2013 tentang 
Penetapan Contact Cenier Sebagm 
Mhdia Komun1ka.s. Layanan lnformasi 
gi lingkunoan Sottkab 

.r... · ...... a P~blngun"n dan penggunaan Elrid•nc• lerit1it P•m~ngunan dan 

Sistem Apllkui A•k•p!tu!u i Und1noan p.noounaan Sistam Aplibiai Rall,.apitulaal 
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Sidan; K.a.bin•t, R:ap,at, M.1 upun Undanga.n Sid.Ing Ka binet, R• P• I, Maupun 
Pen•muan P•rt•muan: 

P•mbangunan aphkH1 paa.J Juh 201.; 
dan penggunaa nnya a1mula i pada 
November ;?014 littbltlH 0 1 fingkungan 
KteseciulianOKK 

Tu]Uan dari f)e1'99U1"1Hn '"i'p1ikasi ini 
adt*al'I •P dapal membefikan 1nlor1n;a~1 
~"9 jdu c=1n .1kural lc;e~O• punpi~n 
catam hail peny&1 .. n re\>apoh.tlu1 
ut'ldu9an sidang Uti.ntit. ra~t. nuiuC)l.m 
pettemuan yano betbul~ a.gi,at. 

~te.rn apW1..u1 W. mamp..1 me"Qefot• d•t. 
l• knl$ pef;aksanaan slodal"IQ kabin.t, tapat. 
m•UP-ffl pettemuan dan membodkan csata 
du\:.<Jng berupa label 1111u Qra fik. jvmlah 
kel'ladir;an pa11 unda1"19an 

Cara lt•ja sisten1 apt1Us1 1n. ;adalah 
m91akuQn rekapihlla.J1 s&lun.th uncl'angan 
,..ng pemah m• nghadr1 stoa ng kabinel 
rap,al_ m11upyn perl•mu11n 

Sisl9m apli1tasl 1nl lvo• menyimpan 
s«uruh d11l4 dalam beoMt softco~ 
""9•n tne1..11U1Mn .sunning iOata tiutcurig 
~si4~Ut. 

K41ndala yang d•~•PI t1a.l.1m 
penggunaan s1~l•m aptib:si ini adalah 
l«bltasnya metT'IOf/ penyimpanfn d ata 

b. PembanguNn d an ptonggurua n 
Emall Unct.ng.1n S•b•o• i Me d i1 Unt uk 
Pu1girim an Undoing.an Sid.a ng Kablnet, 
Rapat, M11u pun Pen e mlnlii 

Prose:s p.tl0""3n und.ansµn s•ino bf, 
lert.trdala oleh p~ stefang yang kecap 
mend.ad.a~ dan btit'ubah-uban. S.hlngg.. 
pengifima n undangan lewal ja lur pos a tau 
pengititnan undangan fisik ·s;ec.ara 
latigsung melatui kUfW menimbUlkan 
kalertambal.an peng1rima n dan 
~•le<tambalan pes.'I• mempe<ol.•h 
•nformui menQel'\ll sidang kilbiMl 1apa1 
mavpun P«t~n yang dipimpin 

Presiden d<ln at.au WaU Presiden. 

a. Memorandum AstiiQPe laksanaan 
dan Pelaoor:an Persidanoan li;ep3da 
Qeputi Persidangan K3biMt No.· M

"'22AIASO~PK·21Xl/20t• tanogal 3 
Novemb!t 20 14 AAntutr Permohonan 
Persetujuan Pt1noounun S is.ta m 

Aplili;asi Rekapituta:sl..J.lf!4f'n<Jiln 

b. KOC"anoka Acuan Kerja <KAK l 
SiSlem Aplili;as• Re'caoi!u!a s1 
Undanaan Sidano 
KabinerlRapat!Pon6mua nlTPA 

c Perse!uruan Oepull 0Kr( h0ada 
Asdep Ponyelenagaroaii Persidang11n 
langqal 3 Novomber 201 1. terka il 
Permohona n P11~11tuju!ln 

Penagunaan S istam AD!ikasi 
Rekapi!ulasi Uncjanoan S1dana 
Kabinet Rapat m a upun Perte muan 

Evidence te r~a i1 Pem tMngun11n d111 n 
pengguii.un Em<1ll Unda ng ao S• ba gal 
M•di11 Untuk P•no!rlm an Undanoa n 
S ld .J.n g Kablnet. Rip.at, Maupun 

a.. ~!emorandum A.sdeQP9'ak.sanaan 
dan Pelaooran Pemidanoan k~pad9 
OeQU!i OKK No : M·897NOKK-
1Nll/2015 langgal 1 Jull 2015 oenhal 

,..onggunaan Email sebagal Media 
untuk Mengirimkan Und:w ng an S idang 
Kabinet Rapat maupun Pflrtemuan· 
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Kelerlambalan iflformui pjttihal 
ul'\dangan sidang tentu ak11n ~dampoik 
pada lte~ran ~· mentef• pad• sklang 
alavpun rapal itu sendiri. Untuk 
metigala si hal lenebul dan Hjala n 
dengan i3u strate'JiS Sekrotarfe\ KaO•nto:t 
ur1tuk manon jal'\g pongdolaan 
mal\ajarnen k.abinet. meka ~dep 
Penyelenggaraan P1e1si<langan mencoba 
monggunalt.an le'«'olOQi ya~ dap.,t 

memuda hkan pe~etjaan dan membanlu 
µi1ann'{a pekerjun nicara cep.at d;$n tcp.;a\ 
dalam bet.aldivi~s. Pe11g1riman uoda09an 
d ilal(ukan bultan l.191 Clengan pengiriman 

lewat l)cS. l'\amun daak\ikan m•!a!ui 
penoW'iman uodangan deog an 
m.ng.ouN>~n ~all ~cb.g•i h\odi.a 
l)el'IQirim.an. 

TJOLUkltu-. penwunu n ema d uncla_ngan 
seba9ai media univ); rnenoirimlGln 
undangan sidang k.abineVrapat 
\er~laslpertemuan merupakan soil.Isl 
yang tepat terlcait kecepalan perigiriman 
undanoan sidang kab1n e:t,'rapat 

tt1b3lasf P«temoan. 

TupJan dau peng;unaan email undangan 
uboagai medhi un1uk menglrimQ n 
und•ngan sidanq lutbinoVtaPt-1 
l etboatasl pc1'1emvan, ya1h.1: 

11 Memoercepat pros~ peng1nman 
und ;;mgan kepada p.;sra ps:i;orta s1dang 
kabinel. rap.al al3upun pertemuan 
yanq dipimpwi Pft.)id•n <lam Wakll 
Pre$iden; 

2) Momiog)(;a~M.:in oro:1t\1Yila:s. 'ier1a 
A.$d111p P111oyeie~gara an P et.$•<lillngan. 

c;, Penggunailn B• rcod• d .an 10 Card 
p.1da R.ap.1t Kuja P•muinUih 

P.nQgl.JtUan apl1li,.;u.1 IN lcwc.at.a:s. <11 
Tinokunoan Kodepul ia n OKK. dimulai p;.da 
RK? di Kemenlwian PU-Pcwa pada 
\angoal 22 Maret 2016 . 

fuiuan C!an ~nun ap!1Xas1 it'll 
adalah agar dapat m• mowikan C:ukur.gan 
pelay;1nan yang <:•pal <Ian akurat letkait 
ltehadira n pa ra pes&f la RKP yartQ 
bel'b:asis digital. H31 1ni mangm~a t 

banyaknya iumlah undan;an yailu 48i 
Qrang. Peng9un:ian apl lkas1 lni mampy 
memt>erik:an ta poc an yang cap.al c!an 
akufat let'iir.ail kef\adun para pe.s1lf'la RK.P 
~pada ptmpir.an. 

Sist•m a plil<asi in. letbaO~ menjadi 2 (dua) 
bagian, yaltu . 

l) Sorve1. berlunosi untuk 
rnenytmpan. m•namNhk.an. d•n 
rne~l.d.ang i <lat;, pose<t.a. Selu1uh 
dala yaf'9 s udah teu09istrasi akan 
terbat:a dan memudahkan m9'ihal 
paserta yar.g haid 1r dan ~um Nidir, 
Ser..,.,- rn• rniHki kama mpua n untuk 
mengkonvwsl data akhit men)adi 
.._mpilan ex.el sel'\lng9a metna4ahbn 
unluk peimbualan tapo1an. 

2) Ctlenlb«lungiCUfituk mengam bi1 

nilai ID dari ha.si! Barcode yar"19 telah 
dil akukan ul'llvk k111mudia n lar>g$Ul'lg 
dikitim ke Se<vt:f unluk dilakok.an 
matching an~r;a n.U. 1 10 yang d1terim;11 
d•nQ~n CU~bn• )'a"9 ~a 

cs. Ponggunu n P•P9r Security untuk 
T ra nskrip :si d a n Ri s..al1h S idano K.abiMI 

b. Kerangka Ac:u an Keria fK.AK) 
P&nggunaan Email Undangan 
Sebagai M adi3 Untuk Pengirimen 
Unda ngan S id3no Kabinet R.apa! 

Maupun Penemuan· 

c. Perseiujuan OeptJti OKK keoadr1 
Asdep Pelak$.3naan dan Pelaooran 
Persidanoan No.· 001NM tangqal 1 
Juli 2015 ter1call Permohona.n 
Persetujuan Penggunaan Email 
sebagai Mocha unluk Meoa1rimkan 
Undangan S icJang Kabina! Rapat 
mauoun Pertem.Y.an 

E11id111nc • t• rk.a it P• nggunaan B•rco<J• 
d.i;n fO C an:J pa d a '°'a p al K111rja P• m • t lnta h: 

a. M~mQrandum Asdap 
Peinye!enoo~raan Persidangan 
kepada Depuli DKK No.'. M·148AJQK 
rnugo1~H Marat 2CU§.. 
perihal Permohonan Persoiuju:Jn 
Peno.Q.una3r\ 6 ara;>d i, d an !O Card 

b. Kerangka Acuan Karia (KA.Kl 
Sistem Reoisl rasi Pese~a oad;1 
Keaialan Rapa! Kerja Pemerintah 
yang Dio1mpin Pr6sid6ri dan Wakil 
Presiden· 

c. PersefumanoePlitT OKK~ada 
Asdep Penyelenogaraan Persldangao 
No_: 549AJM langgal 17 Maret 2016 
tericait Permohonan Persetujuan 
Penggun.aan Baro:>de dan ID Card 
pat;la H~p_aLK.~rja PQ.ITlarintah . 

Evid• rn:• tuYil Pe nogun.un P• P"'r 
S.curity untuk Tra n a kripsi d an Rl - la h 

Sidang Kabinot : 
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oa1arn me11WN1c.an-1 J91 i ·lugu 
pefn411'int•~n. dokume n y•ng chgunalun 
nbagai baNn peng1mtman keputu~~n 
dth Pt•i iden. Wakil Pre.siden. para 
OtflQOOI• K.bil'HM ad1lah dolr.umen 

per.sidangan. Ookumel"I persidangan 
"*Vo.a.Un dolwm.n eottalu.anaan dan 
huil std~ b.S..t 1apa1, tNUPUn 
pen..-nuan ~ dtp.mpm d at\fatau 
d1haditi Ol•h Pr*3ioen dar\/• t•u Wa kd 
Pre.sld.n. P~aan dolc.i.rmen 
pei',ikfangan kaoinet dt111cuna1c.an oCell 
K.edeputian Bidang Oukungan Kerja 
Kaf>inet Pengelot-1an d4akukan dengan 
kec:.ep.atal'\. W lcutat.n. ke<:4f'tnalan d an 
~ y:ang baik sett.I IMn99tJN.k:a ri 
kwtu yang dibeti s.:vrtty Pt1n1ing. 

A$lst•n Otputi Bidanp Peiaporan 
Pt1tsldangan menye4~1r-1bn funoS1 

y•ng Hl•h sahm~ ~alah Ptnytisuoan. 
P4'ncklkumentu i.an. oenc1islt1bus1a n. d.an 
pvbhbsi rit.<llah s tdanv k.at:itnes. faPitt. 
a tau PtJft•~ Oleh Ur.na 1tu. 
pelakwinaan kegia l.an P4'nyusunan 
transkriD$i s tdang k.at>intit. penyusunan 
d an pendisllibusi•n ll$al.ah dan NaNin 
PllCU"Plk Pf~en (,'PP) "*'11101 :s.anQa l 
P4'nltng untu4t tNndu"kuno kefa f'lt..afa n 
pony91• nvg.ara ;i,n petnerinlal\&n d;i,lam 
ru'l)ka c>ef"9•mtwl.an ke~tus.tn .alau 
btlija;bn y.11ng chduarbn pad.a hu il
f\a.sit sM:lanq Jr..abir.tt. r;i,pa1, atau 
Del'l •mvain yang dlcimpil'I F>re.siden. 
O.o1m lilonleks irila h mUa P&n)'Vsu~n 
dan p.ndi$Wi~n dollu"'-n t•:u:but 
metiQOu nabn kertas llhusus (.securil y 
papet) s.hinvoa s.ia1n tetjaoa tir't9kal 
kurn.tnann~ (s ifal i(etahuinn se~9•l 
dokume n negara), letapi juoa ltidisllibu11 
d•nv•n cepal dan akuta l 1u1pad.11 pes9fta 
sidano bbinethapa1 t.,tMil.a.t. . 

• · P e noumpul• n d an P• n oonsolidas1a n 
Sahai n Sld.11n g Ka bin•I, Rap.&t T•rba tat, 
Meupun P• n:em u1n 

Penyel•f'99anan tl(lang iC..ft>tnei. ••ii.I. 
maupun P«t•mu• n yarig dtC>lmpin 
danl•l•u dihadiri Ol•l'I P•"5•d•n darJal1v 
Walcit Pruid•n pad a umumnya 
diilaUanaoUn d1 Kantor Pre.Mden., lslaJ\I. 
Nt.Qata J;i,.Utta, N'amun,, llCl" k iarano 
dbWnabn pula d luar Jakart. ~•Pllll'I• d• 
Isl.an.a Bogor, J aw1 Sar.at. 

Dela"' hal kootdfnu1 pelaksanu n s 'Ciano 
kal>il'HH, rapill lethal.a~. m• upun 
Q«llrnu • n tet.sebul .set:un melib.atb n 
peif~Vpieoaw.ai d• hngki.lnoan Kedepu:1an 
81(1(, juiga m.libatk.an n l u.11n cbnfalau 
unnil k«j.a b i" di lu11 Ked•P..~n OKK 
seperti Kemenl•ianll..ombaoa. 
P•m 91'inl.111' Oaetar-i. dll\ uM k~i• le<k.1111 
lainny1. 

o .iam pt•k;llk; di l•~ngan l«k:•1t denga n 
11.oordinasi ponyvsuN.n dan pen .,..mcia1' " 
c.n.n s;aang kabinel r·ap.:at l ettat.11s 

maul>Jn pan;.,,...,.•t\ muih dljumlai 
beti.r• pa persoal• n 1.,!Jlama lerkai1 
koordin.ui. Untuk ilu, pe1lu ada upaya 
dal• m , • ngk.a pengumputa n dan 
pengonsolM:tasian baN;n .sidang k.abl""t. 
rap.al. rn.aupun pert•muan d•m• k:§ud. 
UN Y• l•nbut dilaloi.ukan dt.antar .. nya 
mel•lui f itpat koold.nas1 

TUji.uan P.t'lyeo!• ngoarun 11pa(koordinar1t 
adalan: 

1 Oisposts1 OepultOKK kep;td1 Asdep 
Petakn n11n dan Pelal)Ofan No . 271/S~· 
bblOKKl612~HS laf'99-' 30 Juni 2015 
fe<bil Petl'l'IOhonan lz:in Pemtiua,an ctan 
F'ef19gvna en Kertas Kop Kt•11.au~ 

Sek.ret1rlat Kabine! untuk R1salat\ dan 
T~l'\$ktipso Stdoang M..abin.t.,. 

b. Memot•ncfum-Oepyti 0 KK k•P•da 
De;iuh Adm •f'l:Wasi No: M-
14SJSetkabl[)t<l<JVl!l015 t.ar"1Q9.al 30 Juni 
2015 pet1hal Pennohonan IZJn Pembvalan 
oan Penggunaan XeorLas Kap Ktiusus 
Se"1'etan .at Kal>IMI untuk R1sal•h dan 
T r .11nsk11ps1 SICSa ng Ka blnet 

c. Merno1ant1um ofUnders1and1ng l MoU) 
.ant;Ka Oepuli Bid:ang Oukvngan Korja 
K.abinet Sektelau al K• binet RI dan PT 
Pura B••ut• m • te ntang Kefiasama 
Pengad.u n K• la$ Btioengarnen 
(AnU::opy P•PM ): 

O Memorandum A~eo ?el:sks.anan 
d.,n Pelaooran Persidanga n XBpada 
Oeputi DKK No · M· 10121S-.tkab /ASO· 
PK.7.Nlll/2015 tanggal 10 AQu.slus 
2015 pMhal L;100f!!) Ha341 Rttoat 
tanggal 7 Agustus 2015 tenlang Revi:si 
Tala Nn~;att Oinas dan Stevri1v 

e. Oi:soos1$I DepUtf~ 
AsdRo Pel:.ksanaan dan Pel..,ooran 
No: 230/M tanggnl 10 Agustus 2015 
le nkail Permohonan 
PenoadaanJPeneetalcan S89dnty 

~ 

f. Pehln!ukPe takS3naan P"r'!Qelolaan 
Ookym~n P111rajd:ingan Kab1nt t 

g. Kornn<ika Ac:u.ar1Kifla IKAK) 
p .,nyu3unan P t ?Ofl)!qla an 

Pendislribu~an dan Poblikasi Risalah 

Sidang Kabine l Rapat atau 

P e rlernuan yang Di?impin danfalau 
Qih!dit'i Preslden dan/alay W a kil 
Presiden (Penggunaan Kertn 
Khusus/Securitv Paper)· 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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1) Mtningkalkan sinergftu dan 
koatdinui Setkab l(hususnya 
~eputianOKK~n 

Ketnttnt.,-ianll•m>i19a 5etta un.1 11.411Ja 
t«kail laiMya dalarn penyvsunan ~n 
penyamo.aia.n ~hat\ sidang labol'li9t. 
rap.at l~lu. m.aupun i:ienemuan 
yang d1p.mpin ol•h P(~.S•df.:n c:i1n1at•u 
WalOI Pr-.slden. 

2) Mengt•asrlll:an slandarisu1 
dokurn9n Hrta pi'OSedur peta-.Unaan 
~~am ~unan dan ~nyatnP"~n 
~n std.f9 kabinet_ ' '?al ter~las. 
mauPVn pet'l•tnuan yang d1pimpin 
oleh P1-.sJden daN'a~ Waka Pre.slden 

h. Kertn Kap SeC\Jrity-pru)ar 

Evidonc• t•rkait PongumptJl•n d:.n 
Pongonsoliduian Bah.an Sidang l<ab1n•t, 
~P.t f.,b.at.s, M.1" pun P•n•muan, 

Penyel111nagara9n Rapa! Koordina;s; 
lmp!emen1:i ~i yang Oihasilkan Oalpm 
Kf~na )(abin!'t· 

b. MM!Ofandum Asdep Ponyeleh90a1Hn 
Per.siaanpan No .• M·135IOKK· 1fX/201S 

~:r:~~ ~:=~~==~t;:~~ana 
Penyeienooar.un Ra~l Ker1a Pemern.,tati 
d;m ~ap.1 Koora.na:si lmpl•m•1'l11.11 yano 
Oihasllqn Oalam Sldang IUbtner 

c , Pff.s•Wiuan 0.~lt OKK No . 722/M 
lan-;9~ 20 01(k>bet 20tS lfWU ll Ro10..1 
Koorc.in.,., Merw;i:.nao lmplerne.mas. 
Ket>11a'k.ln yang O•hasllk.an Oalam 

Penyel• f199•tnn Su3•ng Kat:iinel, Rap.at 
Twbat...a, Maup..in Penemuan yano 
OipimPlf'I P1e.siden. taroggar 25·21 O~Lobet 

O. Sui.al S•V•W•s Ka~ ke:i.l.da pat• 

$~_ ~,en Sesli:e.men, Ka$.Uft'I 
TNI. \"lakaPQlr1. Jaksa Agung t.tuoa 
81da09 Pemoinun. Se.stama. Se..sd'a 
?rovin.11. p.ara Pet•~• E.s.ion I 01 

hngkurigan Setbb N o . 

Und.1291'Se.skabl0KK/10!201S litngg~I 22 

• 51..irat P.;i1ntah O.outi OKK No 
Spnnl.82/Selk.ab/OKK/X/20 \S 1a1'1Qg.al 23 
Oktobef 20 \S petiNI Pftt'IUgaun P:tita 

pe.jati.Vpeg•~i cs. hnglrungan KtldeDUhan 
Of(i( d .tam rengka ~ndUkung 
ketaneatan ;>el.alcunean 1ug;u lo.eg1a1an 

I. Notula Rap.at KOOl01r\asi ~nqef\ill;
lmpelem1n1u1 Ket>11a1tan Pem•ttntan 
Melajuj S1dang Kab1net. Ra~I. Oan 

i. Rinc:ian Plt'lgQUnaan Anggaran K.-;~t•n 
Rap.al Kootd1n.ui lel'l$ang Penyusuno1n 
dan Penyamp.alJln Bah.an Si4al'IQ 
KabirievR.pal l9fbalei yang Oipirnpn 

oleh Presiden danlalau Wak~ Ptesiden 
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1 Pesetuiuan Oepyti~.· 

9MJM!OKK tanqgal 1J Mer 201 6 
penhal Permohonan Persntu1yan 
P§nyelencgaraan Per1emuan/8apat di 
Luar Kanlor Oalam Ritnotq) Rapal 
Koordinasi tentano Penvusunan dan 
Penvampaian Bahan S!dang 
Kabinet/Rapat T arbal:is 

k MernorandllmO@PYt~ada 
Oeou11 Adminis<r.e:il No M~ 

408/SPlk;)b/OKK/S{2016 !anogl!l1 13 
Mei 2016 perihal PermohOnan 
P•rsety1uan Penye!enagoraan 

Pertemuan/Raoat di luar Kantor 
Oalam Ranoka R.!2_al )(oordin as1 
I MemotandumASdeQ 
Penyelengg&iraan P'rs•d:\ngan No : M 
252/0KK-1/5/2016 fanagal 13 M 91 
2016 oerihal Undangan R.3031 lntem~I 

Persiapao Rapat Koo1dinas1 
P•nyusunan Bahan Stdang 
KabineVRap:iil Terbata1 y;'lng 
Oipimoin oteh Presidon dan/atau 
Wakil Ptesiden· 

m. Surat DeoutTQKKNO· 
Und <W2JOKK/9S!2016 l!!M9 31 16 Mej 
2016 ptn·hal Undangan Rapa l 
Koord1n:ii~ Penvu~un;m dan 
Penyarnoaian B"'han Stdang 
KabineURapat Tert>alu yana 
Oipimcin o teh Pre.siden danfah1u 
Wakil Presiden· 

n Oenah Loka::i Rnp;:i~si 
Penyusunan dan Penynmpalun Bahan 
§jdang Kab1net1Rap31 T-.rbalat yaoo 
01pimoin Oleh PreS!den danlatau 
Wakll Pre~den tanggal 1S.20 Mei 
2016 d1 Hotel Sanlika BSO 

T3na.,.,,.na Seroono BSD City 

o Su!'-unan Acara R•oat Koo1d1nasi 
Penwsunan dan PJ>Oyampaian Bahan 
Sldana t<abinol/RaDA! Totbatas yang 
OiP*tnDtn oleh Pres:dtn dan{atau 
Walol Pre.siden t3nggal 18-20 M.,1 
2016 d1 Hotel Santilu1 BSO 
Tanoerang Sttrpong BSD City 

p . MemotanQum A:odttp 

Penyelenqgaraan Per§ldanoan No · M 
255/0KK-1/5/2016 tuMg<ll 13 Mei 
2016 pArihat Vndang:.\n Rapa! 
Ko2tdinas1 tonlano P4nyusunan dan 
Penyamp21ian Bahan Sidang 
Kabinel/Rapal Tert>atas yang 
Oipmpn oleh PreStdl!ln dan/!lau 
Wak1I Prs s!C!)n 

g M111morandum At.d&O 
Penyelensgarnn P•ryc!anaan 
k.epada Star Ahli Bidang Hubunqan 
lntemastonal dan Stal Ahli B tdana 
PfuAkonomi;m dan K1!11t1ahteraan 
Rali:.yal No: M-267/PKK-115/201fi 
1angaal 17 Mei 201 6 oot1h11I 

Undanaan R.M>at Koord1nasi 

r. Surat Oepyti OKK k:~oad:t Qr Rian! 
Nuamho Brigjan Muhammad Sofwat 
NasutlOn Or AA.GN Au Owipayana 
S.IP, M .Si. Or. Tlianon Ari.:J 
Oewanooa $ IP . M S1 Ne • M-

4.4.41PKKIQS(2016 t;inooal 16 Mai 
2016 penhal Permohonan 

Naruumber Oalam Rapal K90rdinasi· 

s Surat Oepuli DKK. kepada 
Wtwltab No · 6 4$71QKK/05f2016 
tanggal 17 Mei 2016 petihal 

Perrnohonan Keynole Speach Oalam 
Rapa! Koordinasi tentang P enyU3unar 
d:m ?enyampa1an 8nhan Sk!<tno 
Kab1net1Rapl'tl Tert>a135 yana 

Oipimpjn oteh PreSlden datVatau 
W.ali:11Pre.si 
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l Memorandum k.dep 
Penye!onagaraan Per !;•dlllngan 
kepada Asdep N <l$kah dan 
Tedemahan dan A:sdep Humes dan 
Protnkol No.: M-25"4/DKK- t / 512016 

tanag?I 13 Mei 2016 oorihal 
Permohonan s.ebaaai Modorotor pada 
Ra pal Koordinasi di Tanqetang 

;a ,.,len' 

u SU(!t Perintah Oeouti OKK No · 
Sorint 46/Satkab/OKKNIZOt 8 tanggal 
1 Z M11i 2016 oerihal Penuaasan para 
pejabaVoeaa-N.!i di linakunoan 
K64eputian DKK dalam r1n9ka Rapa! 
K90rd1n.asi Penyusunan dan 
Penyampa1an Bah an Sidang 
Kabinet1Rapa1 T erbalas 

y Sytat PeoMah D!()\lh UKK No . 
Sprint.59AIOKK/05120t6 tanggal 13 
Mei 2016 perih al Pienuaas.3fl !!bagal 
Nirasumber dan Modera tor dalam 
ag ra Rapat Koordina~ PMwwwnan 
dan Penvampaian 8 3han S idang 
Ka b1n et1Raoal Terbat.u· 

w Memorandum Asdep 
Penyel!t!9garaan PersiJeinaan 
ktpada Kepala S ilo Umum Selkab 
No . M-257/ 0KK-1!512016 u 1ngg al 13 
Mo! 20t6 perihal Pecmohonan 
Kebutuhan Ac.ara Raoa t Koordlnasi 
Kea$depan Ponyclonggnrllan 
Per:s1danaan· 
X -Keynote Speech Wastt:ikt t) pad9 
Raoat Koordin..ui Penvuwnpn d3n 
Peny.,mpaian 8ahan Std:1ng 
K9trntl/Rapat Tetbatas yana 
D1pimoin olfllh Preslden danlatau 
W t \ul Pre:nden tangg al 18-29 M 1JI 

2016 di Ho1el Sant1ka BSD Serpono 
Tl'U'IQerano. Banten· 
y M Amorandum Asdop 
PADyf!lflngg 3ra an Pe r;;ictrinoon 
kapada Oepuh OKK dan PPK 
KftJdflDY'ian OKK N o'. M·?70IOKK-
1N/2016 tangqal 25 Mei 2016 oerihal 

1han 

z Pnkok·ookok Malen yana 
0 1s;!mpaik.an oleh para Nnquymber 
pada Rapal Koord fnas! Ponyusunan 
dan penyamoa~ an Bahan Skf!tng 
KabinetJRapal T orbal3'l y;:\na 
Pip1mp!n oleh Pres.den d anlatau 
Wakil PreStden tanggal 18·20 Mei 
20 1§ d1 H~tel SMt1ka BSD Strpong 
TanQe 
u Not°'ensi Raeat KoOid 1n111 
Penyu!:unan dan Penyamoa1an 8 a h1mj 
S1dang Kaoinet/Rapat Terb~t<1:s yana 
Qipimpin o leh PreStdon dan/atau 
Wakil Presiden 1anggal 16·20 Mei 
2016 di Hotel Sanlika BSD S&rpong 
Taoowano Baol" n 

bb 0 1soos1si Oeaji OKK-!seoa<Sa 
Nd&o Penyelenggaraan P1rsjdaoo1n 
No .• 1044'/MIOKK lanoaal 26 Mei 2016 
p e nhal l a po9n H as1I R apllll 

Koordim1si Penwsynan dan 
Penyampaian Bahan S idano Kat?in&! 
yang Oipimoin o leh P r,;rdnn da!\10!1u 
W <"tk il Pres.iden· 
cc Memorandum t<.epali Biro AKRB 
tcepada 0;1ra Oaout1 di Unokungao 

Sel~ab No.: M-3071Adm·3/06/2016 
1anggal 13 Juni 2016 penh:t\ 
Undangan Rapat EHton I memb:ihn 

Pttnyeragaman Form~\ Ponyl11oa n 

8ahan Sidana Ka bmel dan 
Pertemuan· 
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3 !Pengelolu n Pengaduiln (1,5} 

a. 1Tetdap:tt m9d•a pengaduan ptolayanan 

1.5 

Ya. apabila telah ditetapkan media pengaduan 
pelayanan socara je las dan ltrtiuka 

Yff 

:~f-.. 
... :i;:·~t· 

~~~=~~~?:. 
~~~j~~-:: 

t~~~~:~ 
'.-:.-:.-:·· 

·~¥~1.: · 
·~~~::1 
. ~{£1; 
~~~;{~~'. 
:;,.:;.~1·~ 

':(~~~ ' 
),~., . 

,.__,,_~ ~--

"~.??.JI 
I 1.50 I 100.00Y. 

T1Fl;J:l l• !• 

Keputusan Oepuii 81dang AdmirMsttu1 
Nomor: KEP.42/AOMl\X/2013 ttg 
Penel.apan Contact Ce"'•r Sebag1i 
Media Komunik:asi l. ayanan lnformni di 
'l.ingku.ngan Sektelariat Kabinet 

,T.iah~a media '*"Oad~n pel:ay;11nan dt 

l~~:Ud~:~~::b:ed'! ::::~.~a 
pelay.anan bel'uJM kot1k saran ~ng ada 01 
lobby Gedung m La~i 1 den kotak saran 
pada portal web.lite H lka b.go.id yang 
dlk;-'ola oleh PPIO. Sela in ~u. terdapal p..,ila 
Conl•et C.nr"" y;anq oerfung,St se~~a1 

I
· media 11.omunikasi la'l'.1~n Wormas' d• 
1, ,..,,-... .N"l~"~'i. .... 
'Selain ilu, S•l.Qtt ,uga lelatl m em1llkl rnftO•• 
J)9nQ:ad~n c:*aya~n ows.tOangan utt-.... t 
y.1i1u unda no•n Hfaf\Q k.ablMtrra pat. ttitblt.a:s 
Y• "9 d1kiflmk.an kepada para pe.serta s1dang 
kabin&Vrapat let~tu. y.arq beosi cont.1ct 
peng.adu1n letlita11 1<ehJhan keoqial:rn $idar'IQ 

Ubinet1r•P111etbalas 

~?Jn kelentuan menoena1 pengaduan 
pelayanan d1 S.lk.11>. ya.tu 

A. P ihak·pi°hak yang Menangani 
Prosu pen;inganan kebeita~n daf• 
pemohon ~ormu1 di hnglrurigan 

Se)tteliiltiat Kl~I dan penyel~aian 
HfJ9bU 1nforma.s1 d1~nr oleh Alasan 
Kelva PPIO. ?~na:uah, 
Per19ar1h melnpunyai tvgas: 

dd.Memorandum Kepata Blrq AKRB 
k:eaoda para Oeouti di linakungan 
Selkab No · M-312/Adm-3106/2016 
tanggal 20 Jt.W 2016 oenhll 
Ufldano1n Rapat Eselon I membahas 
lan1utan Penyetagaman Format 
Penyi:J oon Bahan Sidana Kabinet dan 

~ 

tHt ~Sk.abk&pada pejabat 
tericail No '. S.30/WeM-$k.abNllf20, 6 
tanogal 14 Juli 2016 oeriNt Undt noan 
Rapa! d:.lam rangka memper1anC8 r 
?!nyiapan bahan dan eenc.a1atan 
oenemuM' 
ff. Surat Eda.ran Sask.ab kepadl'I Para 
Ment eri Kabinet Keria Pangli mn TNI 
Kaoolri J 21ks.a Agung dan Kep31A 
LPNK No SE.01/Seskah/OKK/'7/ 2016 
tanggal 13 Juh 2016 tentang Pros&dur 
Pemiapan d;!n Penvamp:ttan 8ah3n 
Sidana Kabinet/Raoat Terb!Jtas 

gg Memorandum Asdep 
P"nytftfenog~.raan Per:tid;,ngan 
kepfda Oeputi OKK No.: M423/0KK-
1Mllf20t§ tanagal 23 Agu'\IUS 20\6 
penhal Tindak lanjut Hasll Survt1i 
KeDU3S3n Pengek>laan Sidana 

~ 

Kabinee Periode Januari s d Jun! 2 016 
teric ait masukan dan saran tfarl p&sert 

hh PfirS!luluan Oeouti OKK No · 
1582/ M tanggal 23 Agustw 2016 
penr-ial Tind<1k Lanjut H.:t~it Survoi 
K~ouasan Pena~lolaan Std;ting 
K abin..l P~riodf! Januan s d Jyn• 20 16 
ter1t1it masukan dan saran dan 
po.sen" .sldang kitbme t mengonnl 
pan.avangon Mparan malft11 sid 

M•dia P• l'IOad u.an P•lay.ana" L• v• I 
S • Uta b; 

!.... 
t:rtp://:;etk.ab go idfliplinde:t ?hOOsotaks 
fil!,!!; 

b. K!OU\upn Oeout1 Bwfana 
Admtnistras1 No.Kep.42/AdmllX/ 2013 

:.. lapggat 19 Saoltmb!r 2013 IM'ltang 
Penelapan Contad Center Sebagai 
Media Komuniki!I~ Lwanan ln(orm"51 
di linokunaan Selkab 

Media Penaaduan Pelayana" l.• v•I 
T• knis : 

a . Contoh yndans;sn sldang 
kabipel/r~pnl tftrbat:a.s seba911I ml!C!1a 

oena.Jejuat'!. oelay_M\al!'. 

~I ': MeN1noga1>1 ke~atan yang b_ F.OrmOiir ktiluha n p8$er1.l Sldang 
di.a~On o1:6h pemotoon !Norma::;• kabinet lfttt'ladap perrtelenaoarun 

:sidang kabineVrapal terbatas. 

M.-~~ 2. M-•tc•1 S.l<tet~1•l Kal>fMt datarn -

I 

A.:~ proses penyele.saian se~keta 
· ~ ~~: Wormasi bhk _ 

ll 
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b. lTerdapal SOP pengaduan pelayannn 

c JT&rdap;iit untt yang meng~;ii p.,-.gaduan 
'*ayanan 

l \ 

a. T erd3pal SOP p9ngaduan petayanan socara 
komprehel'\Slf 
ib· Terdapal SOP pengaduan pelay;iinan namun belum 
lsolurvhnya .... -· .~ . ,,,.,._ ··--. ~ .. -.... . . 

ya. apabila lelah ditetapkan un1l pengebb pengaduan 

NBIC 

vrr 

l~~J: 
~~-
·-:;., . 
·~;·· .': 

:;-:· r~~~ 
.. ~· :.:!~~ ~· 

:~~: 
~~I ····;' 

..... ... 
f1J?l":l";ffllf li 1:,H:::l:;'J:· 

3. Men'Unta masukan 'tep11da 
P11ng:an 1h da~m rangU i-:f'lal"IC)aN n 

Qbef·a~ dafi pemohon ir11Ql'mas1 dan 

,,_nyeles.ai<i!n n"19ke11 1nformas1, 

~lim NI oe~noa~n senoktl.1 
~OftnaSf. Atasan k~ua PPIO da~I 
rneodelf:9asikan wtW&n.11'9 atau 
tMmbetik.an kvua lir.e.pada Kelua ?PIO. 
Sektet.aris PPIO ;>.ng.arah mempun~1 

1 M4mber1kan .,•Nn k•P-'4• PPlD 
l•Ot .. il Pftl\lnQan.an 1il:ebelatan dau 
pemohon infCNmasi dan penang11nan 
oanv~e.sa.an s:enoket~l~mas1· 
2 Mtminla muokan ala\I 
penimti.ano an ""-'kum ter'li:a11 
peNnga/\ln Ut>eratan d..-1 pemomt\ 
inlottnasl dan pen.Jnganan 
---'.-caian senaltl!ta tnl0tml!I~• 

8 . M•kanism• P•n•noanan K•btrata n 

~7'-·\;r~ 1, P11":1ot-.Mlnforma.sipubl1k _. &fi~.:- m.,'oQ•1ukan keboral.an 1'.ePo3d3 At.nn 
~?~~::,;< l<.•lua PPIO katena lida't pu.a $ denQ:an 

~~~ jawaban .K•tua P:!o atas '*mohonan, 
5f~~; inlormut y111"9 d1<1iuk3n, 

~~. . I 2. Oalam penylllts.ai~n li.e-Dttatan. I 

~~~ ::::=.~=~"~:,~:" 
··J. .. ·.~~t publi.lt $~ta tenuhs dengan 

mendapat p<trtim~ngan 01ri 

3, ~bil• Pemohon 1nt0tmH1 \ldak 
puts d&l'f9an tangg:a~n atu 
kebeul:a n. terS&but. Pemo l'w)n dapal 
m.no•luk.an s»nyole.s:a l•n ~•riQl<e.Lil 
Wormas.t ltepada Komis.i lntonn~si 

Puut untuk dtlalcuk.an meOl.llsi denq1n 
PPIO. Ap.abi:a medi.as1 tidlk 
mengh.u ilkan kue J>iikait1 n.. maka 
o-nyete.s.<1ia n se,rw;l(•U .nl0tm.J111"1 

!i~{ZM~ I d•~l betl<lr1'tl ke • JUd•klS• .-.on-hl tQUI 

.. ~~ft YU'9 kepuluUMY<l d 1\enlubn ol•l'I 
!~b'....;:; i<omisi ln1ormasi Pusat. 
~,-:· ,_ 

·~ ·· . .., ~~- M9kanisme penanoanan lii;ab9fa lan, 

letmasuk pers'(*'atan, pro sodut, dan 
..,...ktu Y• rrv di'*1u'li:an. da~I d•hNI p.tda 
StAnd2.t Potayantn Pen1ro;•t1.1n 
~at.In dMi P.mohon ln!ormu1 d• 

l.ingtunga n SMi•laN.I Kabinet P toHs 
PtNnga.ran t•bera~n dal1 pemoton 
1nf0fmasi di hngkungan Stkrellflil 

t<.a btntil da n penytle.saian stngkat:. 
lnlOt"masi dapat dilihcit pada Bagan 
dibawahini 

DAFT AR SOP Qdf S•l'it;t.l;I \~ah m arT\d1\ti SOP Pao!ayanan 
P.,-igadu1n ~syatakal yang mensad1 bagtan 
!<Sari SOP d• linok.ungan Selbt> 

$Op Pe.iy•Nn PengaCuan Masyaule.:at berist 

a h.it penanganan pengatiuan oall'f3Non yang 
idMota Ol•h .AMSep Hum;iis dan Plo:altol 

a -Reouius,30 Seskab No.2 Tahurl 
20t6 tentang S1anda1 Op9ta.siona! 
Prosedur d1 Linglcunoan Sftlkab· 

b. Qalt;')t 258 Stanoar Operasional 
Pros6Cfot fSOPl d1 L1na\tu09an 

~ 

c. SOP Pelayanan Pungaduen 
M asyaraka1 No.· SOP .22/0KK-
4/1/2016 ianagal 13 Janyao 2016 

S.U...b tel.ah m.rni1lu ~a n menelapi...1n unit I • \Evid•fK.• C•tka ic Unit P•no•lot• 
yang m.t\Qelola ~adu•n oel•~af\an. 'J'AflU P •ngaduan P• layan&n di l • v• I S• tlub: 

;J 
·~~~ 

I 
I 

PtJaba l Pengelola 1nformas1 d.Jn 
Ook.utn•nlasi (PPIO) di l1ng ~ur19an 

IS.kf•ta1iAt Kabinel. 

PPIO d~uk sii~l"i~.iil 2011, ya1"9 - -

ptngtCOCH M ya b«ad.a di unit ker1.1 Pusdatin 
(befkedlldUk.an seb.aoa ~ ke1ua) Clan Asdcp 
~s dan P1otak0f (berkec!udult.an :oebaQa1 

:wak4 katua ). 

~ab No.9 Tah002Q16 
lang93\ t M;ir,12016 tt1ntang 

Peneitapan P t jabat Penaelola 
lnformasi qan Ookumentasi d 
U!"!9kunaan Stkretan a! Kabi r!!. 

I tt~:I I II =11 II 11 Adapun pe-ngfjjofun pengaduan pelayar\an 
oleh P PtO di l'4>1okunQ.illn Se\<qtJ m."'hPUli: 

Evid• m:• le tka lt Urih PengelOl.a. · - --

1Pe ng•du• n P•l•y• n • n d i l • .,• 1 T < '-nl&: 

14 



Cl ITelah dilakuk.30 tindak 13nJu1 ot3~- :.eluruh 
p•ngaduan pela yanan unlu~ pefba1kan kualilas1 

pel31yanan 

; I 
\ 

a. Telah dilatukan lindak lanjUl al» soluruh pangaduan 
pelayan~n untuk pert>alkan kuaJitas pelayanan 

l

'b, Telah ~ilakukan tindak lanjut alas Hbagi.an be.sar 
pengaduan pelayanan untuk porbaikan kual1tas 
pelayanan I AJB/C/O 
c. Tefah chlakukan tlndak 1an;ut atas Mbag1an kec1I 
peng~uan pela yanan unutk ~rba1k-an kuahlu 
pelayanan 

t14 
:~ ~'.: ~: 

~:.~.i;;;:~ 
:~-~~~ 

... Cll.1 ...... ,.;, ............. , ; ...,.."' '•""•" ..... ....i. ....... _..... ........... 1-----l 

l ~ 

=· 
a , Pemberian infocmu• o1eh pemOhon 
berupa adany.1 lf'dibs1 ltf1.adinya 
pe nyimpangan a tau penyalat!Qunnn 
w.....,.nang yang dilakuKan olel\ ~al<.u~ 

l)elayar.an sehingga m1'19akibi1kan 
kttug ian pemohotv'neogara 

~mw..taan id.wdiUJ.•, lcont1t1TY1:5'• , ,.,,,, 
penga"'6an t9fka1l penyamparigan 
o.layaNn publik. 

Sed3ng"k.an pada talat3nt"i1t..nis , S.tlo.ab 1u9a 
t.ia h memiliki unit pengaduan yang 
menoelol.a P11f'I0<1duan pet.a)'lnan tet"k.a 11 

d•ngan pengaduan peny.teng9ar aan ~ICl•~ 

lka~Vtepat lerbiit.n . yaku Asdep Btd•f'O 
Penytlt,nogarun Petstdar19an. ~oun 
comaet penqactua n terUit penyeltnggar .un 
sidang ka~tlrapal tMbatu d1sampaik:ln 
m41talui unda1"9an sida"Q hbUMtha pat 
lllfbalu yang disampalk.ln leop.ada para 
pes<lf"la sidang k.i.DineVl'aPft l«atas 

S.lkab 1•ah meakukan tu'ldalc t• nrut ala:i. 
Pff9•duan pe!ayannn unluk portMl~n 

kvalil u Pl"•Y•Nln.Adapun tindak tan;ut 
peng1duan pelayanan. antu a lain \eirb 1t 

ldenoan adany.ai masokan dan saran 
pengaduan dati posecla sidi ng klblnel 
CttNdap l>tlayanan menyang~ut s.atana d<1n 
or as.at ana. .sidang bc.n.t 

Sela1n 11u. s.t.k.ab tu'Ja mefakvkan llnda k 
lan}ut a!AS pengaduan pee1ya~n 1..-ka rt 
dengan pendis tribusian risalal'\ .s ldang 
M bintl. ~I ini kar•na ada nya masululn <:Jan 
u ran dari l)ll$erta sidang klbiMt 1o1N1dap 
Nal\an P• tuniuk. P1-.siclen (APP, y&l"IQ 
t• tval'I\) daiarn r"-alal'I agar dapal d1pal\a.rni 
jd~n d~aJd•lliuti s ec-ata optwnal un:.uOt ilu. 
ln:J..,ah toda .k. M ny.;a dinmpait..n ke~a 
lme....,i a l.au peja~\ pes9'b s.tO• ng k.abin.t 
a l.au rap.a\ ter~bs s~1• Akan tela~ Ht.ak. 
ta hUn 2015 riulah iuo• U~4ah d•Hmpa1b n 
kepada par.a pejo1bat e.selon I seperll S-sie.n. 
Sesmen. dall Se-stama dali menteri a tau 
pejabll yang mer\j;.di PM.n• s.idang k.abu·~t 
ialau ttp.at terbatas dimaks\JG 

a Perseskab No.4 TahU!'l 2015 
r•otang Organis.asi dan Tai:. Krj11 
Setkab yang membentuk unit kerja 
Asdep Penye1lenggaman P erald•ngao 
yana bertugas pu!a sebagai un1! yena 

oenaaduan pelavanarf 

c Formutir ke luhan pssona ~idang 
k;abint11 terhadap penyelonggaraan 
sidang IC;tbine!Jr;tpat larbatns 

Evid• tte• l•rka1t d~ng•n hnd•" l•nlut ala.• 
m asukan d an ... ran p.ng•duan tu had ap 
,w ran• dan pras .. ran.a. sld•nQ ka b\n•t: 

a Memorandum Asdl!lp 

Panyelenqgaraan PerSJdan9an 

k~pad_~ _O~pvti OKK _~o. · M~423~8~~-

b Parse1u1u-an Oa2uh OKK No.· 
1582/M tanggal 23 Agu f!us 2016 
eerinal T 1ndak lanrvt Ha~U Sytvei 
K!)Duasan P enaelola3 n Sidano 
Kabme! PerlOde Janmrn ;t.d Jyni 2016 I 
tor'frnlt Ma~ukan d:an S:m'n d<1ri 

Pfll.smta. 
c L3eoran Asdep f>staporan 
Persidanoan kepada D•pyh OKK No; 
M867IOKK-2!9/2016 langgal 22 
Septemblll 2016 Q!nhat Pf?rmghonan 
Pengadaan 8 (de!Apan) unit ToleYi'1 
LEO SS inch Untuk Mendukung 

penyelenagaraan Sldang Ka binel 
P&ripuma/Rapat Torbahu di Kantor 

CS-J:>!!rsetuluan DKK Ng • 1769(M 
tanagal 22 September 2016 l&fi(ait 
Lpoor.to A$d&0 Pelapof Rn 
Ptu}icfanqan hoada Oeouti OKK No · 
M867/0KK-219/2016 tanaoal 22 
S eotember 2016 penhal P e rmohQnan 
Pengadaan 8 (delapan) untl Televisi 
LEO SS inch Untuk MMdukung Peny 

& M1unorandum Qeouh Bid&no ~ 
ko?!da Oeouti Bidang Administ1 :11si 
No · M728/QKKJ9120 16 \ aogga\ !2_ 
September 2016 oer1hpl PQrmol • kr: 

Ponoad3a n 8 fdelap;ln l un.c Tel··.!.!.!!.. 

LEO SS inctt Untuk Mandukuna 
P• nv•lenggaraan Sidang KabinC. 
PanpumalRapal T&rt>atas d1 • 

fYid• nc• l.,kait d angan llnda\t lanjut a la. 

m u ukan da n s.aran pano1duaf\ tu h1dap 
pe ndls lr ibusla n fi:wla h • id:ti ng (a blnet: 
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Iii \Te l ah d1laW.uKan evolu:Js1 ata.s pen3nganan 
lceluhan I rnasok an 

a. Evaluasi ala$ penanganan keluhan I masukan 
d113kukan seeara berkala 
b Ev~a.s.i atas penanganan keluhan I ma.suhn 
dlla'kukan tidak terkala 
c. 8elum ada ovaluasi penanganan keluhan I masukan 
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a, D•ID\c;ulean survey kepuasan masyaraleat a. Survey lcepua.san muyarakal terhadap P•layanan ... , .... _-.~· · 

terhadap pelayanan dilakukan see;ua beO:ala 
b. Survey kepuasan masyaraht terhadap polayanan 
tidak beO:ala 
c. Salum ada $UNey l<epoasan muyaralc.al terhadap 
petayanan 
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1 IOok umnn SUNe• K opu11sgn 

St3kbMld&r Te1hadap Oroanisasi 
Solunlanal Kabine t dl'ln P elak$.anaan 
ft clorm3~• Biroknni lilnngat 10-11 

Oo~on,bet 2012 

I 
I 

11. 

1'J ·1:l :U .-~1 

' · IOokum•n S W'Yei. KnpUa~n Slalcehold•r 
T erhadap Organisasi Stkretariat Kabinet 
dan Pelak'°'naan Re!ormasi S irokra.$1 
canggal 1~11 Des.ember 2012. 

Selkab \elah melakukan e 1tafuu1 alas 
P"Nngan.an lic.tUhan/m.uuk.an secaia 
berQla. dianc.aranya ~lc.ait deng~ 
lttluh.arlrnuubn lerbit SaJ'IN d~ 

pru.atana sdano bbinet dan ~nai.su11>us131n 
risalah sidang kabin•l. 

EvaJuu1 atas penangaJ\illn tc.eluNnl mliSUICii-ri 
terlc.ail sarana d'a n pr.1S.arana sidano kabin.t 
dan penchs1dousian r isal af'I 1idtr.g X01b1net, 

d~a kvk.an melal\11 .o;ur ... e-i lcapua~n t61'f\Ada:> 
PN.rta si41ing k.lbmel ~ng dUWUn Sec..at• 

bet'k.afa,. dengan lUJV&n untu\ l•t>th 
m•~tkan tuaM-.s pelay•~n ~no 

dibel'itan. 

s9tbb lelati melak.uQn survey li:• ""'asan 
1.,1\a.da p pengguM l ayal'\lln ... eat• ti.tli:i.la 
unh.111 mengukur lc1netja pe11iy;11un yang 
d'if•ku kan Setk.ao datam ku1un w.iktu ttr1er'llv. 
anlara lain: 

.a. Surve1 K•p~un Pe ngelolu n 
Sidi.no Ki.bin • t. difati;vli:• n dua 
ka.tU-m• st• r d;iili.m utu t.ahun 

(Januari.Juni d.tn Jull-Cu.embet). 
Survei s~u1 umum dll~lcuUn aa11m 
t•n9ka m•nd1palk.an dal11tav 1nlorma.si 
yang beot1ung~1 sebl911 masukan/satan 
pwbatkan Galam ptlab anai.an kec;1.a1.an 
Pt>"".ltlofHn ~ng b brl ..... I 

Suf'l'e1 Kepua.s.an P•ngelolun S1G1 ng 
K.ablnel dil1iku nak1n Galam ui:iaya unluk 
mempetolen Oala/1nl0fmas1 befGa:.atkan 
Oi)inf fUDOnden a tu pi,1ny.a taaan 
p..rnyatnn (m~atui \ vu1on.r) 9uiu 
mendulcuno o&,ell\1¥ilH hui! ~ntla,_.n 

m.anctlti y.ang telah G41'u.lk.an oten 
Sekr.Uoa l Kablnet 8ertdasa1kan 
Podoman P.nda11n Manc11t1 PelaUanaan 

R•!Ofmtsi 8irol<tasi (PMPRBI. 01Poe'lukan 
pela ks.anaan SVfVt1 ek.5l&t~. Svtv•l 
eUternaJ d1luJUkan li:ep.Mla pem angku 
kepentit19an (par~ Menteci Katltnel Ket:1. 
para Pejawt SeHng kal M•ntet1. pata 
Plmpinan lembag a PeM..-inla h Non 
KetMnterWt maupun para Ptja:>.&t 
la\nny1 yang naaw Galam stdang kaeiinrel) 
Y•no dill.akult.an vntu\., menov11.ut c..apai.an 
kine<j.a pengclol;san s1d.ang Xabtroet 

a. Memorandum Oepyti OKK kepacsa 
S•tjcab No ' M·4331PKKl10l2Q15 

tanggal 2 Oktober 20 IS oerihat 
PMyernpal!n Ria.atah S!dqng Kabjnt! 

atau Raoat Terbatas kepada para 
SMien Sesmen Sestama Kit: 

b S\Jral Oeputi OKK. keoada para 
SA;1en Sesmen SHtam? KIL No · R-
2\2/0KKJ6!2016 tanogal \ 7 Juni 2016 
pttnhal Penyampaian Risah•h StdaM 
K 1binet a1 au Bap:;i.I Tnrbll'ota:r 

c . Tanda Tenma Pena1nman Risalah 
lctp=ida p ara Stsjen Stsmtn 
Sestama Kil perihal Penyampaian 
Ris.al3h S idano Kab!net atnu Rapat 

~ 

a M11mor;,ndum Asd9p Polaooran 
Persidangan kep:Jda Oepvti OKK No · 
f.A-766/0KK-2/8120 16 tanogal 18 
Agusl~ 2016 

b. Laooran Hasil Surve1 Kepuasan 
pengelolaan Sldaoa Kabmet 

GForinUi1fA.r?Qkel Pirt\ya1aan Surveil 
KtpoA~n Penaelol~an S idaM ' 

Kabinel 
d Ois.oos1si Oeputt OKK keoada 
Asdep Petaporan P•rsidanaan No · 
1556/M 1~na.aal t $ AQ1.ntw 2016 

e MemQ(andum Ar,d•p P ftlaooran 
Parsidang3n kepada Karo AKRB No.· 
M-786.fOKK-?/8120 16 tangqal 22 
MU$!us 2016 oenhal Pfmyamoalan 
Hasil P elaksanaan S urvl!'i i<:eoua.san 
Pengetol3an Sidana Kabinet Poriode 
J llnuan-Juni 2016 

Evid•nc• ter'uiit sUrv•I K•P"1•s.an 
P• ngalo li.otn Sid "ng K"bin•l . m • llpull: 

a M•morandum Asd•p Pelaooran 
Persidana~n kaoada Qepurl OKK No 
M-766fDKK-218/2016 tanggal 18 
AQustus 2016 
b Laooran Hasil SUfVe11SeOO~ 
Pengelolaan Sidang Kabinel 

c Fo rmutir A~yitain5uf'\ 
Keouagn peom11lolnn S1dano 

~ 
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~i l<epua~n Puw;itcoinn Sidang
Kabine< Pertocse dh \.sanaQn dengan 
tu,van: 

1 J Untuk rnengetahu1 l1ngkal 
ltepuuan ya1"19 d irank.\n Olth ~trta 
sidang Kat>inet lerNJdap kuah!as 
la y.an.an y~ng dibetfltan Oleh Otputl 
Bidang Ou1cungan Ket1a tt.biMI, ~•k 
~ng dira~bn O!eh e>o1ra Menle11 

Klibinel K.f~. pata ?~abat Set""V°UI 
Ment.ri. P&t• Ptrnpi,,,.n lamti.ga 
Pemerin1.1h Non Kem9nl.,.1an. 
tn1upun par .. P9(aba1 lainnya y1ng 
N11f11r dalam $ida ng k.aDino1, Beutn'ta 
tinokat kepl.lasan ir111k1n 
menunjukkan set>Mapa puas peser1.a 

stdang bbir;et alas '*•Y•Nn yang 
dibefikan. 

2) 5.bagai umPln balhk t1.a91 unit 
kwja di lingk:ungan Oeouh Ouk~n 
Kf!ltjai Kat»net lerN-dap ltinerja la~n 
yal"lg dibetiQn 

3) Sebagai muuk.ln tuo• D•PIJll 
Sidang Ou~an Ketja KabiNt dalam 
llr.gk.a m•nirigkatkan dtn 
mempwutNnkan kual1IH layanan ch 
unit ket janya. 

A.Oapun ~twp S1.Nve1 Keouuan 
P•no* ola.an SMfa"9 KH>1nti. melil)Utt: 

,,---Sag;111Nra l11'19bl kepuasan 
paiwta .sid&r19 kal>lnel tttNdap 
pela'{<ln11n ih10ftnH1 !*')'.i•nggataan 
sidang k.abin.t )'•ng d1t•rima d•ngan 
1:t1pal. 

2) S.o•iman,;i \H''9iilal kepuuan 
pe.serui .sid;iing ltabinet terNda o 
.suaN d.an prasatana .stdang katHn.1 
yaN) lenglulp. 

3f&OifrNN 11ngu 1 ICtpu.san 
J)6Serta .slda119 kab1n•I terhadap 
P.N)'llr-,gan p;JQ4ran m1ttw1 s idang 
kabinot yang d t pa\ 0111r~11 denoan 
jtlu.. 

•J 9agaUNN 11ngut "-epuasan 
l«h&cMip R.iulah Stdang ~Dinet 

rn.mbantu ~tn mwi.nda~niuei 
at.than Prestdel\. 

b. · Sutv• i Layaran K-•Ptolokolan 
k•p.ada S.kc•t.ariat KabiMI D1lam 

R.ngk.11 Oukung1n K•gl1hn y1ng 
Olhadiri ol•h Pr-.siden. di!alculcan 
• mp.ac k.al il triwul1n dalam :ulu U.l'lufl 

(Janw.ri0 Mat•t, April-Junl. Juli-

Salah S<llu luju.an d~Qnny• Sut\let 

rn.n;enai k•PC'otokdan ad~ah unluk 
mengulwr seij.ul'I man,. ~IVll\lin yang 
d1ber1kan selama 1111 untutc S u 'ubdaila rn 
rangltli m~utc:u"9 k991atan 
P1uid•n.Untu\ii: ilulah. suaian dari surve i 
meng1/\ali keorotokcMan tni kep.al1a para 
l•mu yar19 di!ilang 1,1nluk monemui 
Suk.ab. 

Untu~ di<la~tk.an keslnanibUnoan 
l•~ap surva1 y.11ng dilakukan H llap 
P911a nyaan m•tnC1'" ;aw.~n s.&rfta 

SUrvei yang dU.amp.1.lb n bettsikan 
oeicianyHn tentang b.agatn\ana peil.ayaNin 
yang diberiltan bait b«upa 1u1noan. 
inroma.si waldu. tasifils pendukung di 
ruangan lunggu. rmupvn u jian y.ang 
d1suvunun. Seli.m p P«lanyu n iwsebut 
befisik.an empat txlah jawaban yang 
terklaslibsi kepada npek batlt dan 
lii11tal'lg baik.. 

H.'.lsd P•l2ksanaan Survo1 Keeuasan 
Penae!qlaan Sidang Kabinel P!O()de 
J:tnu:1r1-Juni ?Q16 

Evtd•nc• terQil: Survei L.ayaNn 
K•Pf'ot:Oll.ol.an, yaitu : 

a . Memorandum A!!dGp Hur03Sdin 
Pro!okol hpAda Asdep Pel3ooran 
P ers!dana:in No.· M -102/0KK-
4!2f2016 1anaoal S Febrvan 2016 
e6rihail Penyampaian LJ<r 2015 A!dep 
Hvrnas dan ?rotok ol 

c Keranika Acuan Keri31!SAK) 
Surve i Keouuan Temad"p layanen 
Ktprotokolan li:epada Seslc.ab 0 11lam 
B aQ(lka Qukungan Kegj:itnn yang 
Oiti;dirf ol~h Presiden 

d Oaftar Pertanyaan Syrvel 
Kepuasan Terhad-"P L.:>y.l nan 
Kfoprotokq!an keAAda S111skab Oalam 
Ranoka Oukunoan )(001a1an y21ng 
01f't1chn oleh P re side n rT riW!an II 
Aprils d Juni 2016' 
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b \Ha.$11 ~urvey kepu:11san mu.yarakat d~pat 
;diak$es s.ecara tetbul<a 
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Ya, apab1I• 1efSedia media vntuli: menqakses dala hiSil 

survey dengan mudah vrr 
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PrtnlSt roen Aphk i.si Selkab -2016,Qdf 

Mekunisme pengl'lt:ungan yang 
dig11Mk.lln dalun ku~ ltrsetklt yailu, 
P'tfl•ma m.njurniahl<.an p.st" rt+m 

pWW\yaan dengan )awaban y1ng 
d1berik.ln. Selelah didapa1kan !'la~11 

sttneNar•,dijumlan.ltan seear• 

kedUl\Ll\an dan kemud~n d1t>191 ceng•n 
iunUt1yanl)diaJUQn. 

Oeng.Jn met"199u~lt.an penghftun;an 
t•sebul. ha.r1P<aM)'• ad• hasll yanv tepa.1 
untuk mer.gvkur keP1Jasart dart 
ketidakpuasan dalam pelayanart '•pada 
o.ara 11mo vano mtnr:mul Se.skab 

Has41 svrvelkepu.a.5.in pengoun.a l•y.anan 
s.tk..ab dis.ajikan dalam medl.a wtbsite 
•.t.Ub.QO.id d•n IMdia. soslolll ~no ~.an 
uncuk diak!u 
O.SeminaS1 a.bu ~ann 1No~s1 
yang dbkukan oleh Stibb bettumpu pada 
media online ~tllab yano dapat d tak:.:u 
s.e.'a torbuka, meljpuli laman '°'mi Setatab 
yaitu setkab.go.id dan t>erbagai alu.tn med:a 
sosial ~no dlm fliki mei:iouli TwiUt1. 
Faceboot. F•np.)g•. l l\$la9f• m dan YQU\ube. 

S.lkab sec.at~ l.Mif da1'-oor""iU1N"Mbun9:.n

merogguN1k.lin laman situs dan m~a soscal 
l«Hcut untuk menyampatbn inlotrn.$4 
letkait kebijakan peme11ntal\, k901alan bibht 
ma1.1p,,n $..t.lr;:;;i b. c..ap;wan pembanQunan 
k.ep.1dt putl(ik a!au ma$yarakal. Sefla has•I 

svr<vei \t•p..1•sart pda.yanan.. 

Untulc mendap.al \.an g:ambar;s.n ~I 
po<sepsi dan lingk.Ji kepvas.an p.1bl1k 
t•had.:ap lcW-ja Selle.ab daiam 
menyebat!uukan infOO"ma.$i m lll ah,11 medi.a 
oN.- d..,... kurt nwakluAptil-""N 2011. 

Dada tanggal ZS Juli 20t6 ~alwk.ln st.l(vei 
"*'11vi a.kun Tw\Uec S.1.k.:ab QH'lk..ab.90.io. 
r ...... u .. dipClth ~.na .:ad.any.a lasilctu poling 

alau j.iak Pl"d•p.a\ pad.1 plarlotm med.a 
M>sia! l•Hbul dan hu~nya dldap.alk.an 24 
Jam setitl•P\ pananyaan di.julca n 

Oari N~ swv.i pad.a t•nggal 2S Juli 2016.
cftdapalQn n.asil berClasarltan emp.ol 
per'anyun yano diajukan. Setelan 
did•D.:atkan N U. dil.lku'un dua U h l.:aNp 
peflQnilungan. Pe<tama. menoo•~"9'-n 
nilai o. masino-masing perunyun untulc 
j.lwa!)An a sampa i c ~ng memilJkJ l(em1rlpan 
1-aban. Kedua. dari n.ad pengMungan 
tati.ap porl•ma. kemuqian dijumlat1kl'lrt 
selufuh hadny• dan di~gi empal 

S.l.elah meh1!ui ptosu pengt.lungan. 
<lidapa1Un Msie k.umulatif dati &ml);l l 
C*Ulnyun terse-bul met1adi sa.tu rW.:a• 
P'• S•l'llA.H .. De .. , M % l•laiit c*a.,anart 
pybiik atlu m.uyar~ t;epada la~nan 
tnfOfmasi y •ng dikeiola oteh S.tUb molalui 
mftdl.a~ineSetkab. 

a utkab.go isL 

b Memonndum A!idep Hum.s den 

P rotok ol kepada A.sdep Pelaporao 
Persidanaan No.: M-102/0KK-
4/212016 tanagal 5 Februarl 2016 
oerihal PonvAmpalan LKI 2015 Asdop 
Huma:. dan Protok,ol 

e Karangka Acuan Ker]a/Term o l 
Reference Kttluarllln (0utOU1l Keaiatan 

A:-.dep Huma-s dan ProtokOI TA 2016 
tertc.ai"! PenyAlesaian 1n.lorma:s1 yang 

di;;ebartua,.kan pada sistem informasl 

informasi kf!:Qlatan kabinel dnn 
Se1kab dan layanan koproto k olan. 

d Mamormum A~ep Humes dan 
Protok ot kepada Pe1abaVPeaawai 

ltm:ait No · M-3210KK+411f2016 
1angg al 18 Jtnuari 2016 oenh al 

Undcmgan R&pal Penge!ofaan 
Websitn www sa\lcab.c o.1d . 

e No1ulfm.si FiiQilPer.QeloiDi-n Situs 
~tkab go Id' t~nagal !9 Januan 2916 

f Memorpndum Asdep Huma s dan 
Prolok.ol lt:ADad:a Oepvt• OKK No : M-
101/0KK·4!2/2()16 fangaal 5 FftbNtri 
2016 oeritlal Penyampaian 

Memor-andum l erictil Pembahi.ruan 
Prom Satkab p ada Web~te Selkah 

I www.seOc:!llb .id . __ 

l& 

Upd•I• Cl•\a huil surve1 dilalwk.:an .uc•r• g . Disoo;;lsi Oeputi OKK kepa• !.!.. 
brorkafa ol-" P9jabal r.:anv <liborik.:an 
k....,.MnQilln kl'lusus unluk. mel •k~k~ n 
~bahatuan dala sw ...... 

As,dep Hum:ls d:an Protokol tJ ~ 
Februarl 2016 oerihal Penyan •Wrul. 
Memorandum t•Ota1t P111mbal-. ~ 
Profil Sellt:3b oada Wab:;ite S 11kab 

fwww se1kab.oo id' 
h. Memg,anc!um A'Sdeo Huma· ~ 
Prolok.ol keo:tda Ptpuh QKK ,......, M. 
272JOKK.4/JV/2016 lanaga\ 4 Apr L 
2016 p enf'lal Permnhonan Penga•'.!.!!!..! 
Surv&i K:~DY•$3n _M_ela!u1 l "Ninor 

I. Oaftar Pertanyaan S\Jrv ei Kepu 'l:ln..I 
M.iatui T""'T1•r !et'K111 Peny.ajin n 
lf'forma~__ohthA~ Humas 

i. PersalUl\JMl 0 80vh OKK No • 67 .iM 
tanggat .c Apnl 2016 terlcall 

Permohonan Penaadaan Survet 

KeDua.$3n M~_l~Jui T.,..\tter. 
k . Hasil Svrvel Ke puasan M ela1ui 
Twitter tertcait PonyaHan lnformasl 

<Jfeh Asdoo Huma.s. 
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: c f5i:;:,ku\(aJ"i \1ndak lanJut atas hasil survey I !<•ouosan masyarakat 
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a. OTlakukan tindaK tanjut alas. $8luruh hasil survey 
kepuasan masyarakat 

b. Oilakukan l indak lanjut alas sebagian bas.ar hasil 
survey kepuasan masyarakat 

c. Oilakukan tindak Janjt.11 alas sebagian kecil h<Js il 
survey kepuasan masyarakat 

d. Belum dilakukan tindak lanjut alas hasil survey 
kepu3S.3n masyaraka1 
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Se\Ub lola r-. melakuk.an hodak lanju\ ala ~ 
t\u il survey. d~Mara nya sutvoy kcpuaun 
pes911a sidang k.abinel lerNdap pengefolaan , 
sidang ka.binel. Tindak lanju\ ini untuk 
perbati kan klJa.liSas pelayanan sidang ~binet. 
Adapyn W alt la niut alu hull Sut\ley 
lt•p.,as.an pUef\a sldang ltabi'Ml lc rhaoap 
P9t\9Moluti sidang kabtnel. an1ara lain teirka•I 
d• ngan adu1ya masuk.lin dan nran 
pongaO'uan d ari pe.s.na stdar19 kabinet 
l91'Nlda p pelayanan nienya1"9k\JI ia1a r.1t d<i1n 
pl'as.ara n;a sidang kabinet. 

~1n 1tu. Selkab jug.a metakuUn l1ndak 
tenjut a lu a~ hari survey kcpuau n 
pu.na s.idang bbinel let~ap pongelolaan 
stdano kabiriet lskait dengan PtndistriblJsgn 
risalah sidang k.abin.t. Tindak lanju t ini 
dbkubn kare.na a<ianra masukan dan ~ran 
idari peserta sidang k abinet terhadap Arah.an 
Petvojuk. Presiden (APP ) ~ang lertvar19 dalam 
risalah •~ar dapat dlpa l\.aml dan 
ditindaldanjuti secara oplimal. Untuk itu. 
riulah tidak hanya di!.ampaikan ktpad,11 

jmM'<.,i al.au pej;iiC.l pe.serta .si4at'lg kabinet 
1alau rap;,t l erbaitls saja. >.Qn tetapi s e1a'k 
lahun 2015 rk.alah joga lelah dhampaikan 
kepada para pojabtat e.s.elon 1 uoeni S6Sjen. 
Su men. dan Se.slama dati mentCM"i a ta1.1 

IPeiabat yang menjadi P9-$Ma s idang k.abil"let 
at<11u rap.at torba tas dimak.sud 

I. Memorandum Asdep Humas diin 
Protoko! kepada Oeooti OKK No · M-
507/0KK-4JBJ2016 !anqgal 5 Agy3H.1s 
2016 oerihal Laoor a11 Perkembanaan 

dan Pering'Kal Media Sosial serta 
Analisis Pemanlauan M&dia langgal 
28 Juli s ct J AQustus 2016 

m , Me.tnO<andu m A.s.C:ep Hu m•:. 4an 

Pro tolitOI k~p.a<Ja OeDUl1 0Ktt No.: M· 
280IOKl(...4/412016 ta~ga.I 1 Apttl 20 16 

per1~I Pe-nyamp.aian Laoou n Ttiwvlen I 
Pela k.sa fY!a l\ Peratur;;1 n Pom!fmla h 
Nomot 39 Tanun 2005 tentar.g Tata C;ira 
Pengendalia n dal\ Evalvasl Polaluanu n 
Rene.ana Pemtiangunan A:sdep Humu 
dan Protokol 

n. Keoutus.an Seskab No: 10 T3hUn 
20\6 tangqal 31 Marel 2016 ten!ana 
Pembentukan Tim Oiseminasi 
Kebiiakan PP.merinlah di lu;,r N!Cleri 

a Memorandum Asdep 
Penw•lenogaraan Per.sidanon n 

k.ep ada 0ftoufi DKK No.· M-423/DXK· 
1N llf/2016 1angg211 23 Aguslu.s 2016 
perihal Tindak l anjul Hi'sil Surlf!i 
Keouas.an Pengeilolaa:i $tdano 

Kabineit Periode Januan sd Jun1 2016 
l er1Cait Masukan Clan Saran dari Peser1 

b Poff.etu\uan Deputi OKK NC) • 
1582/M tanggal 23 Aqustus 2016 
perihaf Tindak Lanjut Hasil Survel 
Kepuasan PengeJolaan Sidano 
K~bi11Ct Periods Janu3rl s d Ju11i 2016 
terii:ait Masukan dan Saran dari 
Pes.erta 

~- laooran A.sdep Pe!iOOran 
Pf!ltsidang3n kep ada Oeputi R KK ~ 
M867/ 0KK.2J9/2016 tanqgal 22 
St1plember 2016 perihal Permohc:ian 
Pengadaan B {delapanl unrt T efe\ isi 
LEO 55 inch Untuk Mendukung 
Penyelenggaraan Sidana Kabinat· 
Paripuma/Rapat Terbalas di Kan!•!! 

d . P~uan OKK No .. 1769/M 
lanoo::il 22 Septembar 2016 tf'rkoit 
Laooran ASdep Peraooran 
Persidansan kepada Oeput1 OKI- No : 
M8S7/DKK·2t'912016 l.uKlqal 22 
S@otember 2016 oerihal PrJrmot 2.!'.l!!l. 
Penaadaan a (delapan) unit To!( Yisi 
LEO 55 inch Untulo; M oridukung I~ 

e Mnmorandum Oeouti Bidang b lik, 
kepada Deput i Bidang Administra •• i 
No · M728/0KKJ9/2016 tanggal 22 
Seplemoor 2016 M rih;iil Permohon an 

Penaadaan 8 (defaoanJ unil Televisi 
LEO 55 inch Unluk Mendukuna 

Penyelenqgaraan Sidano Kabinet 
Paripuma/Raoat Terbatas di 

Evid• nce linifak l~njut ;at.ls ·t,; ;r, a urv•Y 

lu1puau n peS4rta sidang b .bin•t ttth1d1p 
P9hQ• lo!u n s ida.n; k.abln•! terka h d• no•n 
P9f"ldi.s;trl busi.an ri.s.al ;ah s id.a no ka bine l: 



5 i Poman fo>1tan T• knoloQI lnform;u.i 11 

a. IT&lah mem1hk1 ren<:.Jna penurapan \e~oolog1 
inform asi d atam pemberian pelayanan 

b.1Te1ih rTiener apkan telc.nologlinformas i dalam 
membenl<an pelayanan 

c liola h 01lakukan porbaikan secara t~ru.s 

1,G 

Y .J. apab1la ada rericana penerapan lel<nologi anformasi 
dalam pemberian pelayanan 

a. Seluruh polayanan telah menerapkan tok.nologi 
informasi dalam memberikan pe\ayanan 
b_ Sebagian besar pelayanan telah menerapkan 
teknologi informa.si dalam memberikan petayanan 
c. Sebaglan l(ecil polayanan telah menerapkan leknologi 

inform33i datam memberikan pEilayanan 
d. Seluruh pelayanan belum menerapkzin leknologi 

informasi dalam membelikan pelayanan 

a, Perbaikan dilakukan .s.ecara len.is-menerus 
b. Perbaik~n di!aku'lcan tidak SGc.ara lerus menerus 
c . Belum dilakukM perbaikan 

100,00•1. 

G1:ind Oi.s1Qn pelf 

YIT 

i . !Ptilav:man konaoli:an Panqkat IV C ke I t . IPelayanan kenaik·an Pangkat IV C ke 
aias tol;ih mnncgun;ikan SU.APEG alas lelah menggunakan SIMPEG 

!
-~;c8l ilyirnnn Parancangan Per:ilurnn 12. \Pe!ayanan Peraneangan Peraturan 
meng9un:1kan SIPPU menggunakan SlPPU 

l JP9fayanan ?er~<fal-.9la-r1 manggunakin-1·3 . ,Pelayanan Per~angan menggunakan 
S•stem lnterm~si Pe1sidangan Sistem lnformasi Persidaogan 

A/BIC 

10 

Sel~b- id:i.-r\ meiNliki ref'<CiN peneup.an 
teknologi infotmasi dalam pamb«ian 
pol.ayaNon yang d~ngun $t1C.ar;;r, ber1ahap 

betdasarkar. Grar:d Delipn Sislem T e1':oologi 
INorm~si di lingkuf'19a n Selkab. 

Ad.apvn rencan.a peoe1apa/'\ teknologi 
inlotm;as4 datam pem~i;an Ofolayanan pad• 

lintlnya betisf: 

~ Pern~ngunan d;an prf'iQM\b:ir.gJn 
website .setbb.90.id. 

b. Pembangul\an d<1n pe~emba~an 

aplikasi Tl un(uk mendukung 
pelayanaoan. '(olilu: SIPUU: RPUU; SIPT: 
SITAP: S18UNAK SIJA'K: SIMON ; 

SIMONJA,: SIPEJAOIN: SIKENAl.; IMEP; 
Et.CAil: $PG: PERPUSTAKAAN: dan SKP 
Online. 

S.tkab tel•h m..waokan t•tcniil"091-l nlorma$1 
da1am m•mberikan pel;ayaNn se.luai Graf'ld 
Ou;.,n P~embanoan S lsl•m lnlormu1 
Se kle tariat Kabinet. ani.r• lain: 

a. Pelayom a n inform.ui M;eooia tar. kabinet 
dan Selk.ab p.ada urlkab.go.1d: 

b. Pel•yanan 1nlocma:1.1 pet;slut~l'I 
perundang-uncl<1~•n yang dikelola 
S.tkab pada sic>uv.selk.ab . .go.id; 

c. Petayarut.n tnlocmHI baQ1 PNS GcK IVJc 

k• <1tas s.atvruh Indonesia yang ingm 
mu"tQe t.aN.Ji sl.:lltus p<osu U!i.Ul<1n 
t<enaik'an Panojjkal .al:lu Pensiun p.ada 
simpeg:.selkab.go.id: 

d. Pel:ayanan intormasi s1dang kabme:. 
rapat lerbat.as yanQ dipimpin oteh 
Presidan danlal.lllu Wak1 Pruiden p.ada 
sisbb_s.etka:>.oo.kl. 

Setkab lelah melakukan pert>aikan 
secara terus menerus teric.ait pener~p~n 
teknotogi lnfonnasi dalam memberikan 
pelayanan di Setkab. Pert>aikan tersebtll 
dilakukan antara 1a1n dengan melakukan 
1evaluasi tectiadap Grand Design Sistem 
Teknologi lnformasi di Lingkungan 
Setkab dan penyempum aan aplik3SI 
pelayanan Setkab melallrl website 
Adapun hasil pecb~ukan tert>ebu\ terdapat 
pada dokumen Pore nG;1.naan Taktis 
Sistem dan Teknologi 1nrerm3$i 

Sekratarlat Kabinat Tahun 2016. 

a Memorandum Oeouti DKK keoada 
Sesk.ab No.: M-4-33JOKK/t0/2015 
t:m99a1 2 Oktober 2015 pl'!rihal 
Penyampttian Risalah Sidana Kabinet 
alau Rapal Terbatas kttpa.da par• 
Sesjen Sesmen Sestama KJL· 

b. Sura! Oepuli OKK kepada oara 
Sesjon Sesmen Sestama KIL No .. R-
2t2/0KK16J20t6 tanogal 17 Juni 2016 
oerihal Penyampa1an Risalah Sidang 
Kabinel atau Rapa\ Terbal3s· 

c Tanda Terima Pangiriman R isalah 
kepada para Sesjen Sesmen 
Sestama KIL oerihal Penyamoaian 
Rfsalah Sidanq Kabinet atau Rapat 

a. Keputusan Sekretaris Kat>1net 
No.56 Tahun 20121enlana Grand 
Design Penqemb.;1.naan Sisl&m 
lnformasi Sekretariat Kabina! 
Reoublik Indonesia Tahun 201 1-2014 

b Analisi:s dan Peranc3'1gan lnformasi 
Eksekutif Sludi Kasus p3da 
Sekreta liat Kahine1· 

c Print Screen Aohkasi P8tay3nan di 

Setkab 

a Keeutusan Sekre!;)n$ Kabinel 
No.56 Tahun 2012 lent01~ Gf!Jnd 
De.sign Pengembanoan S i$tem 
lnform"si Sekret<trial KnbiMt RI 

b Prin1 Sctilef'l Aplik,;i.r.i Pfll~w.anM d i 
Setka:b 

a Nola Kese(>aharrian 3n1ara Se1kab 
dan BP Salam No · 
01/AdmJM oU/04/201 6 dan No.· 
357JSPJ/A1f4/2016 lanagal 12 J 2ill. 
2016 fentang Pemanf:t:Jtan Fas '1la.s 
Pus."'t Data 83dan PBnaus.ahaa !.. 

Kawasan Petdagangan Bekas d ln 
Polat>uhan e ebas B a1am sopao ?L 
Pusal Pemulihan 

b. -Ookumen Perencana:tn Taktis 
S i stem dan TeknoJogi 1nlo rmasi 
S11'Kre1a lial Kabine.t Tithun 2016 



wak\u. petsyaratan periJinan Yfr 

l . IPerseskab No 1 Trm 2009 llo St;-,ndar 
Pelayanan Unit Ket1:I' Sotkab 

2. IKeowslir.ab Nomo.t 57 T~n 2012 ug 
Standar Pelayanan Uml Kena 

3. IKepulUS411 0-..pult Snkmt;:m:s Kab1not 
Bidang Adminestrasi Nomor 
KEP.65/Selkob/D.VXJl/2010 lonl""ll 
1PelU"1Uk. P .. aksanaan f-.-toniionng aan 
Evaluw P4Ma'c.s.anaao Slan<Jar PAt1yanan 

4. IKOputusan Oeoub Sekret:ms K~btnol 
Bidang Aam1n1str3si Nomor 
KEP 66/Setk1blOAIXlll2010 tont.i ng 
Pembenlukan nm Evaluasi Polak.sanun I 
Slanditr Pelayanan Umt Ke11a d1 l1nglilungan 

Kepseskab Nomor S7 Tahun 2012 ng Slandar; 
Pelayanan Unit Ke~a 

3. 1Kopvtu$;1n Oepvb Sekretaris Kabinol Bidang I 3 
Administrasl Nomor 
KEP.65/So1kab/DA/XIU2010 1ont1ng Pe<urjuk 
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan Standar Petay1Nn (SP) di 

4. IKeputus.an--O&putTSolcfelarisKlb\l\oi-Bld3i\g 

Administrasi Nomor 
KEP.66/SeUtablOAIXll/2010 lentang 
Pembentukan Tim Evaluasi Pelalc:$iltlHn 
Standar Pel1yanan Unit Kerja di lingkungan 

Ouidt .,.....l'\S pada N laman 33, Peraturan 
Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
;Road Map ReronnNi Oirolir.rasi 2015-20 19 

Perancangan Peraturan Sekretaris Kabinel 
tentang Program Percepatan Quid. Wins 
Reforma.si Birokrasi Sekretariat Kabinet 

Penetapan 30Uicic. Wins di Setkab. ya.11u : 

a IPeningkatan Kuahtas Pelayanan Sldang Kabinet 

Penggunnn S1S1em Aplik~ Re~apilUIHi 

Undangan SKJang Kabinet. Rapat. Maupun 
P.rtemuan 

Pembangunan apllkasl pada Juli 2014 dan 
penggunaaMya dimulai pada November 20i4 
lerbatas di linglir.ung•n Kedeputian OKK. 
Tu;uan dan Qotnogunun apflktsi ini adalah eigar 
dapat memberikan informasi yang Jeln dan 
akurat kepeda plmpinan dalarn hal penyaji1n 
rekapitulu i undangan $idang kabinet. rapat, 
rnaupun p.41rtemuan v•ng barb.a~ digital. 
Si$tem aplikasi ini mampu mengelola dala 
teknis pela'cs.anaan sidang kabinet. rapat. 
maupun pertemuan dan memberikan data 
dukung berup1 tabet atau grafik. jumlah 
kehadiran para undangan. 
Car. h rp1 al••m aplikui ini ada lah melalir.ukan 

P enggunnn Email Undangan S e bagai Medi• 
Untu~ Peoglri~n Unda~ Stda.ng Kabinot 
Rapal. M1upun Pertemvan 

Quidc 'W\n.s pada halam=>n 33 Peraturan 
Sekretaris Kabinet Nomor \ Tahun 2015 
tentang Ro&d Map RAfotmni BTrokrasi 2015-

WQ 

Memorandum Nomor: M. 181Adm·3101J2016, 
langgal 13 Januari 2016 

Per.Muran S-tkr!tans Katiinet Nomor J T anun 
2016 tentana Oyicli: -..An;;: Rerormasi 81rokrasi 
Sekretariat 1<!binel 

Par:aturan Sekr11tlaris Kabtne t Nomor 3 T11h un 
2016 tenlana Quick. wins Rofonna'\i 81ro~rf!S1 

Sekretariat Kabine! 

Memorandum Mdep Pelatsanaan d an 

Pelo11poran Persidangan ltepada Oeouli 
Persidanoan Kat>tnet No · M -722.A.IASO-PK· 
2/Xlf2014 tangg:tl 3 Novembnr 2014 oer1hal 
Permohonan Pers.etu1uan Penagunai1n 
Sistem Ap!jlcasi Rok:ipilu1ai>i Und.,,ng"n 
Sic:f.a_n_q~LB.fillali maup_y_n 

i<eringka Awan Kecia fKAK> Sli>1im-APl!kiif 
Rekaoitulasi Undanaan Sidano 
Kabinet/Rapa t/PenemuanfTPA 

l IM 722·A§P.PK·2·Xl·2014 lgl 3 november 
2014 no penggynaan sislem aplik~ 

rekaoitulasl Ufldanaan sicSano kabtnel 

M·897A/OKK·1Nll120f5 igl l Juh 2015 ng 
Permohonan Perselujuan Penggunaan Err 'l!!. 
sebaoai Media untuk Menginmkan Undano .. n 
Sidang Kabinet Rapa! maupun Per1Amuan 



Pro$8$ pengiriman und3ngan senng kaJi 
't•ric•nd•1a oteh jadwal Qdang yang km1p 

rn«tndacbk dan berubah-ubah. Sehingga 
pengirim•n undangan lewat jatur pos alau 
pengiriman Yndangan ri$ik :secara langsung 

melalui kurir menimbulkan keter1ambatan 
1
pe;ngirim•n cbn k•te rfamb•tan pq.erta 
memperoleh informasi mengenai sidang 
kabinet. rapat maupun p&rtomuan y.ang dipimp1n 
Pte.$1don dan atau Wakil Pre.sJden 

Keter1ambatan infonna.si perihal undangan 
sidang tenlu akan berd:anipak pada koh.adiron 
para menttri pada sidang alauoun rapat ilu 
sendirf. Un!uk mengatasi hal tersabut dan 
Mj•l•n dengen isu ~raleg~ Sekretatfat Kabmet 
luntuk m9nunjang pengelolaan manajamen 
!kabinet, maka kidep Penyelenggaraan 
'Pet'$1dangan mMtO:>ba menggunakan 1•1'.nok>gi 
yang dapat meml.l<lahkan pekeqaan dan 
membanlu jalannya pekerjaan ~ra eepat dan 
tepat da1am beraktivitas. Pengiriman undangan 

Pen;ggiinnn Barcods dan 10 Card pada R.apat 
Ketja Pemerfntah 

Ponggunaat\ apf1kasi ini tert>atas d1 hngkungan 
K9deputlan DKK. dimulai p&da RKP di 
Kemenltrian PU-Pera pada langgal 22 Maret 
2016. 
Tujuan dari penggun.aan :1phkul lni adalah a9o1r 
dapat membenkan du~ungan pelayaoan yang 
cepat din akurat tet!Qit kehad1ran PMa pes.eiu 
R.KP yang betDasis d'igitaJ. Hal 1111 meng~al 
banyaknya Jllt'nlah undangan ya1tu •81 orang 
Penggunaan aplikasi ini mampu membenkan 
lapol'lin yang capat dan akural lortc.ail kehadiran 
para pe.serta RKP kepada pimp1nan 
S!stom 1pHkasi lni tertagi men1ad1 2 (duJ) 
begian, ya11u: 
1) Server. berfungsi untuk mony1mpan. 
menambahkan, dan mengurang1 data pesena 
Seluruh dall yang stJdah lerregisU"aSI ale.an 
lerbaca dan memudahkan melihal p6$0t1a yang 
hadir dan belum hadir_ Server memilikt 
kemampuan untuk mengkonvers. data akhir 
menjadi tampifan exel $8hingga memuoahkan 
untuk P9fnbuatan lapor-an. 

2) Client berfungsi lltll:uk mengambd nilai 10 
dari hasil Barcoda yang tetah dilakukan untuk 
kemudlan lang:wng dikirim ke Server untvk 
dilakukan matching antara nilai 10 yang dilarima 
dengan databa.se yang ada 

- •Sinkt'ON$asl KebvtUhan Por33ndli0 

Pel'S8tlifuan Oepuh DKK kepada A~eo 
Pelaksanaan dan Pelaooran Persid:tngon 
M.897AIOKK/1N1112015 ronqgol 1 Julj 2015 
tortcait Permohonan Pt!rse1ujuan P&nggunaan 

Email sebaaai Media untuk Mengirlmkan 
Und'anaan Stdang Kabinet Rapat mnueun 
Penemuan 

M-148AJQKK.-1Jltl/2016 laoog11I 17 M 3tBI 
2016 P!rihal Permohonan PerselunJ&n 
Penggunaan Bar90de Can 10 Card pbd 3 
Rapat 1<erja P4'menntah 
Keranaka Acuan KNj• CKAKl Si11em 
Registrasi PeMr13 pad:l Kea,a111n Rapl'll 
Kecia P\:merintah yang Dicimoin Pr2s!rion 
dan Wak1I Pre.sidon 

M i.;8.A:tancg;,I 17 Maret 20161ar'li:i11 
P&rmohonan Per!":f!luju3n Pnnggu0330 
Barcode d;:in 10 Card p<'ICla Rapal Koria 
Pemerintah 

B.2251DKK/03/20161anwa1 10 Matet 201s 
Perih.al P!t!!!Ohonan Oyt.;ungan F asil1I ?!':. 
Penoamanao lnfonn:11;, O~am 
Penye!enogaraan $.dang ~bineVRaonl 
T.rt>~tas 



d\111.ungan NOJrity •tnail. security file siorage. 
handphont. laptop bersandi. dan ::.ecure cha1 
applicalion. 

Telah dilalcukan rapat tanggal 9 Mel 20 16 Pukut 

09.00 WIB di Kantor Lembaga Sandi Negara 

dan t11p11 tanggal 25 Mei 20 16 Pukul 10.30 WIB 
di Kedaputian OKK Satkab. 
'Tujuannya edalah untuk sinkroni:.;a$i ki!!bvtuhan 
lp•rs.andian dari m.asing-ma.sing inscansi - . . . . 

Pengumpulan dan PengoNaOlida~ian Bahan 
Sidang Kabinet. Rapal Terbalas, Maupun 
Ptn•muan 

P9nyelenggaraan sidang k.abinet. rapat. maupun 
~rt•muan yar,g dipim pin dan/atau d1hadiri oleh 
Pr~idon danlatau Wakil Pre::siden pad.a 
umumny.a d1la"aanakan di K.antor Pres.den, 
IS:..na Negara Jakana. Namun, tidak jarang 
dit.akwnakan pula d luar JaJl:arta soponl d1 
l~ane Sogor, J:r.w Baral 
Oalam hal kootdlnasi pelaksanaan s.idang 
k.abln t t. rapat lel'batas. maupun partomuan 
t.,.sebi.A selaln melibatkan pejabaVpegawai di 
lingkungan t<.odeputian BKK, juga melibatkan 
satuan danlatau unnit ketja la in di luar 

Kedeputlan OKK soperti Kemenlerianllembaga, 
Pemerintah DH<ah, dan unct keria t9f'kai t 
laiM)'a. 
DIA~ praktilt di lapangan tet'ltait d•ngan 
koordinase p.enyusunan dan penyampa1an bahan 
sidang k;abinel. rapat terttaras maupun 
P9f1•muM. masih dijumtai beberapa ptr:;o:!llan 
lervtame ler1Ca11 koordinasi. Untuk 1lu, per1u ada 
up1ye dalam rangka pengumpulan dan 

M 2• 3A·DKK-t.v.291s 191 10 Mfltl 2016 n9 
hasil rapat sinkfoniaSt kebutuhan pers!diSlnaan 

M-243AJDKK-ll05/2Q16 tanooal 10 Mei 2016 
oerihal Hasil Rapat Sinkronisasl K•butvhan 
Persandian tanoga1 9 Mel 2016 d; Ki.ntor 
Lembc.ga Sancfi Neaara 

M lntem 1gl 25 Mei 2016 ttg Has1I Rap.it 
sinkronisasi kebuluha" oorsandia!\ 

penllal Undanoan Raoat Pambihas.an 
Rencana P enyf!lenqgaraan Rapa! Koordina$1 
lm pJamenta.si yang Oihasilkan Pal""' Slda no 
Kabinfll 

Memorandum Asdep Peny'llenogarnn 
Persid:inoan No • M-13510KK· 11X12615 
tanggal 13 Ok!ober 2015 penh;,I Undana:m 
Rapat Pempahas,an Rencana 
Ponyelensaaraan Rapat Karia Pftmennlah 
dan Rapat Koordinasi lmp!ementasJ Yi!no 
Qiha:;ilkan Oalam Sidana Kabinet 

Persetu1uan OepU1• OKK M 148 OKK· 1. x. 
2015 tg l 19 oktober 2015 lttrkait Raoat 
·~ 'inasi Manqena1 lrnola_manla$1 K1t boakan' 
yang Oihas1lkan Oalam Penyelenggaraan 
S fd;ug Kabinet Rapal Te rbatu /'olaupun 

Pettamuan y.ana 0 10tmpan Pr&Siden tanag al 
i2S:27 Oktober ?O 

N2tula Rapat Koord1nasi -Mana&tUJ• 

lmpolamentasi Kebhakan Pamerfntah Melalt ~ 
Sldano Kablnel Rapa1 dan pertqmuan yanc _ 
Qicimpin Presidi:in di Hot,,r Novotol Go lf 
Estate Soao r Raya 8 09or Jawa Sarai 25·2 I 

Qktober 2015 



2S6/QKK-1Nl2016 !anggal 13 Mftl 2016 
eerihal p ennohgnan Petseluiuan 
Penyelenagaraan PectemuarJRaoat dt Luar 
Kanlor Oalam Rangka. Rap;iil Koordina:si 
tenlana Perwusunan dan Penyampaia.n 8 

Term of Reference <TOR! Raoa1 Koo!d1n3~ 
!entano Penyusunan dan Ptnyampai1n 

1

8ahan Sidang KabineURaoatJPertemuan 
yang Oipimpin oleh Presiden d:m/alaU Wakil 
- ·~ . -

Raoat Koon:tinasi tentana P enyusunan dgn 
Penyamoa•an Bahan Sldano KabirieVRapat 

Tert>a1as yang Oipimpin ol111h Prftsiden 
danfalau Wakif Presidttn t ;iinggal 18-20 Mei 

ill!! 

~uan-Oepu!i OKK No: 988/M/OKK 
tanogal 13 Me! 2016 perihal Permohon111n 
Persel uiuan Ptny111!enagar:tan 
Pof1emuanJRapal dl Luaf Kantor Oalam 
Baooka Raoat Koordinasi 1entan9 
Penvusunan dan PenyampaiM Bnhan 

Sidana KabinetJRapat T erbala'\ yana 

Memorandum Deouli OK!( k.ep!da Otpuh 
Aqmlni~rasl No.: M-408/Se1kablOKK/5/20t6 
'11nggat 13 Mei 2016 D!rihai Permohonan 
Persetuiuan Peny•lengga~m 
Ptttemyan/Bapat d1 luar K:tnlor Oa1am 
R•ngka Raoat !(oordina~ l• nl ang 
PftQvusynan dan Penyamp:uan Bat11n Sid 

Memorandum A!.dnp Pt:>nynlttnggir:i.an 
Pt1riidongan No M-252JDKK· 115/2916 
tanagal 13 Mei 2016 pe11hal Un<f"ng ~ 
lntemal Persiapan R.aoal Koordinasi 
Penyusonan Bahan Sidano K.abin 1.1V ~ 
T!(bll!S yang Dipimp1n oleh Ptes.id 1n 

d:imfalay Wak 1I Presiden 

Surat Oeputi DKK No.: Und 442/0KK/05av ,.., 
laoggal 16 Mei 2016 perihal Undanoan RanAI 
Koordina~ Penyysunan dan Peny:lmpalar, 

Bahan Sid:mg K3binet/Rapal Torbiitas ynng 
Oipimpin o!eh Pr•siden danfalau Wnkil 

Presfden 

Oenan Lokui Raoat K00td1nasa Penxusunan 

1

dan _Panyamoa1an 8ahan Stdano 
Kabtn!l!Raoat Tema1as vano Dip1mpin oleh 
Prts!den dat\fatau Wait•' PJtStd&n tanoqal tf 
20 Mei 2016 di Hotel Sanhka BSD 
Tarberang Seroona BSO C11v M 267·DKK·1 

V·20t6 tgl 17 Mei 2016 

Sywnan Ac.ara Rapat K09rd+na:;1 
Penvusunan dan Penyamcaian Bahan 

S!d1na KabineVR:mal Tarbatas yang 
Oipjmpin ~eh Pre.siden danlatau Wakil 
Pre$1den 1anogal \ft..20 Mei 2016 di Ho !L 
Sanlika SSO Tanqerang Serpong BSD.Qtt 
M 267-0 KK·1·V·2016 lgl 17 Mel 2016. 



1Memorandum Asdep Penyelenooar.aan 
Persidanoan keoada Sraf Ahli 81dana 
Hubungan lntemasional dan Staf Ahli Bidana 
Perekonomian dan Ke.seiahteraan Rakyat 
No · M·267/0KK.1JS00161!nQ9al 17 Mei 
2016 Mnhal Undanqan Rapa1 K09rdinas. 
l&n!ano Penyuwnan dan 

Merno!!ndum-As:Cf•p Penyelenocara3i' 
Perstdanaan kepada As::lep Nar!k:Slh dan 
Teriom1111han dan As.dee Hum113 dan Prol<:>'ll.ol 
No • M.254/QKK .. 1/Sf?016 lanagal 13 M,I 
2016 M.267-0KK-1.v.2ot6 lgl 17 Mei ?016 
perihat Permohonan sebagot! ModAr.istor pad a 
F3_apat Koon:Hrlasi di Tang., 

Syta! ~uti Ol(K. No 

~ .•6/Setkab!OKKIV/2016 M 267-0KK· 1 • 
V 0 2016 tanagal l7 Mei 2016 Mrit'lat 

Pnnygasan oara oojab:iyoooawai di 
ling'cynaan i<ed!!eutian DKK dalam ranoka 
Rapa t Koon:foa,,s! PenvuJunan d~n 
~·~vampaian Ba h•n Sid:arg Kabl neVR:tcat 

'nnl 5 K: '201_S: t I 13 M~1 2016 
ponh.tl P4nugasan ""'"bMJal N111nt~um1M1 dan 
Modtrator datam a~ra Ra pal Koord1nu1 
Penyysunan dan Penyampa1an Bahan 
S1dang KabineVRapal T erba1u. ya no 
01pimp!n olAh Prtsiden dat\{al 

Mornorang'um Asdeo Penyt1hu1ggaraan 
Pnrtidangan kepada Kepala Biro Umum 
Selk<1b No.· M-2571PKK 0 1/512016 tangg1t 
M 2§7-0K.K·1.V·2016 13 M41 2016 p&rihal 

1Pe.rmohonan K•bu;uh:m Agra Rapat 
K09rdinasi K9M1depan PMyttlenogafaan 
Persiqanoan Qenoan Kernonterian Kootdin 



Pokok-pokok M<1let1 Yan90iS.3mDa1kan oJel'\ 
ptra Naruumber pada ~ap•I Koordin."si 
P • nyusun.an dan P1hw:tmpalan Baha n 
Sidaoo Kabinet/Raoat T efbalas y<lno 
Oioimptn oleh Pre.side n dan/a1au Wak1I 
Pre.s!den lanogal 18-20 Mei 2016 <II HoleJ 
Sanlib BSD Serpong Ta.no 

Memoranqum Kepala Sito AKRB k.ep ada 
pua Oeouti d i l ingkungan Setkab No.· M· ] 

307/Adm.-31Q6/2016 langgal 13 Juni 20f6 I 
perihat Undanoan Ra oat Es§'.cn I merr ~ 
PtnY!ragaman Format Penvia pa n Ba t an 
S!da no Kabinel dan P ortemua n ya no [ .!h!sfui_ 
oleh Presiden s1u , 

Memoraf?dym Kepala 81ro AKR0-;s;;g, t!_ 
Pi? QApu!i di l1nalo:ungan Se 1kab No M· 
312/Adm-3IC6/?0 16 t~u'l9gal 20 Joni 2016 
perlhal Undangan RJpal Eselon I mombahas 
Lanruta n Penveraoam3n Forrna: Penv'aptn 
Bahfn Sidano Kab!n~t qan P1u1emuan vanq 
Di haditi cteh Pr,, 

SUfat Waseskap kep3d3 pejaba l terkail No • 
B JOll{ilaseskabNll/2016 tanooa! 14 Jyli 2016 
perihal Vndangan Raoat datarn ranoka 
mempe11aoca1 pAny1anan bahan qan 
pencalatan pertemvan yang d1hadi11 oleh 
Prtsidan 

Syta! Edaran Sesl!:ab kepada Para Manleu 
><abine1 Koria Pancltma TN\ Kaooln J>~ 
Agung dan Kep•la l PNK 
No.SE 0 1/S-skat!!QKKO/ 2016 tanoo~I 11_ 
Jyli 2016 lenlano Prosadur Pflrs.apan d in 

Penyarnpa1an Bahan S1dang KabineVR: P.11. 
Terba la 15. 

M 423/0t<K.1Ntll/2016 lanogal 23Agyst1: 
2016 O&rih al Tif!dak Lanjut Hasit Survei 
H:epua..san P !!?Qtlotaen Sidana Kabintl 
Ptrioc;h1 Janyari s d Jun. 2016 l en:ait 

rnasukan dan saran dan pese11a 
• 



Pengelolaan Jamuan Sidang Kabin~llRapost 
'Terbatu 

Sehubungan dengan anggar:an b•tbu1s l<ln-.:Qa. 
mah penganggaran dan proses admini:stra.si 
penyiapan dan pembayaran j amuan siding 
kabineVrapat terbalas mulai Januan 20 16 
dillmpahkan dari Sekretarial Pr&lden ka 
Sekretari1t Kabinet c,q A$isten Oopuli Btdang 
Penyelenggaraan Persidangan. Oeputi 
O\Jkungan Kerja Kabin« Setkab. 
Oengan pelimpal'\an tersebut. maka pengelolaan 
jamuan sidang kabineVrapat letbalas 

s.penuhnya menjadi tanggung j3""'3b Setkab. 
Bertenaan dengan itu. dalam rangka 
menmgkatkan kuatitas pengek>l:ian s.iaang 

l •lang Sederhana Penyediaan P Jr1engk.apan 
Siding Ka bi net. Rap at T ert>atas. d•n 
P•tt•muan 

Oaram rangk.a optimalisasi penyiapan 
pt ralatanlpertengkapan sidang kabinerJrapat 
lert>.atas dan pertemuan yang dipimp1n oteh 
Pte.5'den. akan d tlakukan petelangan sedertt.ana 

ldengan kontrak payung dan harga satuan. 
Oengan pelelangan peralatanfper1engkapan 
s.idang kabfnet/rapat lerbatas dan P&rtemuan 
tersebut. dil\a~pkan penyedia.an 
pet•latant'perteogkap.an ditnakSUd akan leb1h 
efeln1f, • fisiM, dan transparan. 
Untulit i tu . tahun 2017 kebucuhan 
perelatarv'per1engkapan sldang kab!net. rapat 

tert>atas rnauoun Pertemuan yan9 dlpJmgin 

pe.sena sidang kabinet mengenai 

~ 

Pe~lujuan Qepuli DKK kep!!da A?dtfp 
Penye lenagaraan Persidanoan No · 0020/ M 

11angga1 .c Jtnueri 20 16 terlcait Vanast 
:Jamyan Sidano KabineVRaeal Ttwbitl "!O 

:K!ranoka Aeuan Kenarrerm of Relorance 
Pengoordinasian Pelaksariaan 
Pen 1elenggaraan Sidano Kabinet Maupun. 
Raot t atau omtemuan yana Oipimp.n 
danlatau OihAdiri oleh Presiden d~nl:1l:tu 
W akil Pte.siden 

Daft~muan 

Oafti r Menu Snack Jamuan S1aang a!au 
Pertemuan yang Oipimp!n o!ah Pres1d&n 

Memorand!.H'!) Asdeo -~ata11n 
Persldangan kepada Deouti OKK No · M· 
350AIQKK·1Nlll2016 tangoal 12 Juh 2016 
perihal Pflrniohonan Lelano Sftodfllman:i 
Penvediaan Per1•nok:aoan Sidang 

KabioeVRapat TAtbalas dan Pertemuan ya 
Qipimp!n o l•h Pres.idan 

Persetu!uan Oepu!i OKK l<.epad:t Asdeo 
Ponyelenggora:an Persidanoan No 131SAJI !.. 
tanqgal 12 Juli 2016 ter1catt Permohonan 
LQ!ang Sedertu1Jna Penyediaan Pet1tngl<a pa.J. 
Sidana KabineVRapat Tatbalas d:in 
Per1amuan yana Oipimp1n oleh Pr,,~1den 



Penggunian Paper Security Untuk Transk;rip:;I 
dan Ri.salah Sidang Kabinel 

Oaftur Kebutuhan Pe,al:tl9~rl-A~an 
$!dang Kabinel Rapat maupun P8f1emuan 
Tahyo 2017 

Ktrangt. Acuan Kerja CK.AK) Op!imah§.i!;pi 
Penyiaptn Peral3tan/Pertengkapan Sldang 
Kabfnel Raoat mauoun Pertemuan MefaJyj 
PfOsedUt Pelelanoan S&derhan.a Pena an 
KontraJc Pavung dan Harga Satuan 

OJ:nxi~si Depytl OKK kflpada Asdep 

P!Jaksanun dan P&tu>0ran No · 27HSel· 
kab/QKK/6/2015 t11n99:il 30 Jun; 2015 tedsilit 
Pennohcnan l2in Pt1mbualan dan 

Ptoogunaan Kena~ Kop Khusus Sekreta1 :u 
Kabiner untuk Risalah dat'I Transtnps. 511 
Kabinet 

Memorandum Oepyt1 OKK keoada Oeput • 
A.dminjstrasJ No · M0 145/Setkab/OK!S/Vl!?"'ll 
tanggfl 3Q Jun1 201 S oarihal Permoh()nan 
ltjn Pernbuazan oan Panggunaan Kftrtas Kop 
Khu:sus Sekretanal Kabtnel untyk Risalah ~ . 
Transkriosi StetaM Kabinel 

111ma 

Memorandum Asdep Pelaks.anan dan 
Pelaporan P~idangan kepada Oeputi OKK 
No.: M-1012JSetkablASP-PK-?Mll/2015 
lilngga! 10 Mus!le1s ?QlS penM1 lteotan 

Hasil Rcmal ti\nog"I 7 Aoystus 2015 ttnla !1.. j 

Rll'lvi.si Tata Na$kah Dtn.asdan S1teut1ty P !.R!!I 

Oisoosisi Qepu11 OKK icepada Asdeo 

Pela~sanaan d3n Petaooran No : 23Q!M 
tangoat 10 Aa\1$1us 2015 1erika11 P!!rmoOO' 
PengadaarJPenee1akan Securitv Pepef 

Kerangka AOJan Ken~usunan 
Pangalolaan Pondisiribusian dan Publibsi 
Risa/ah Sidana K11btne1 Raoal atau 
Pertemuan yang Qipimpin danlalau DihRdirl 
Prepden danla!iu Wakil Prosidan 

CPenggunaan K'!rta~ KhusuYSecurify Popetl 



1Survei Kepuasan Pengetolaan Sidang Kabinel 

b !Pemantauan Tindaktanjut Araha11 Pr&siden 

Sural Seltretaris Kabirnil 1(.epada 
Kementerianllembaga dalam menyamoaikan 
hasil·ha$1 persidangan guna ditindak;l3njuti o1eh 

Penyampalan Arahan Pr&siden Kepad o KIL 
te'1talt oleh Kedepu1ian di Salkab'. 

t. KedepuUan Polhukam (menerusk;,n Arahan 
Presidef\ alas Pt rmohof\an l.zin Pem bangun11n 

2. Kedeputian Perakonomian {maneruskan 
A.r1han Presiden dalam Pencanangan "Garakan 
Nasional Penyelamatan Tumbut\an dan Satwa 

Liar'" 
3. Kedeputian PMK {meneru:sk.-in Atal\an 
Pr.sid1n terkait Kun;ungan Ket)a t.Aenten Des.a, 
POT_ dan Tra.nsmiQrasi ke Luar NBQen 
• . KldepuUan Maritim (meneruskan At'3han 
Pr.siden pada Ratas mengenai lnfrastruktur 
Transportasi di Jabotek. Bandung Raya, dan 
Palemba1 
5. Kedeputian DKK (meneruskan Atahan 
Presiden mengenai Pertimbangan OPR RI 
lertladap Pencalonan Oubes LSBP Negara 
Sahabat 

Oataba.M Tindak Lanjut Ar3han PreSKien 
1(Sistern lntonna~ Ar.ihan Prasidan - S1AP) 

Oalam rangka pemantauan tinda~ lanjut at.ahan 
Presiden. 

Memorandum Asdep Pefaporan Persidangan 
kepada Ooputi OKK No · M·766IOKK· 

2/8/2016 tanoqal 18 Agustus 2016 

,Laporan Hasil SuNtt Kepu~s,an Pengelolaan 
Sidang Kabinet 

Formlllr Angket Pemyata M SY"!•• 
Keouasan Pepcu11o!n n S'dang Kati.net 

OiS@sisi Oepyll QKK kepfda Asdep 
Pelaooran Pet$1dangan No.: 15S6'M ta nggal 
18 Agustus 2016 

MemorandUm A.sdep P e ta ooran Pers1dangan 

k•oid• Karo AKRB No . M·766/0 KK· 
218/2016 tangg1'1 22 Agu~lus 2016 peri hal 

M423/0KK·1N lllf2016 tnnagal 23 Aaustu !... 

2016 ptrih'I Tir.<h'lk; lan1ut Has11 Sul'Y e• 
Kepuasan Penoelolean Stdang Ka bin.-it 
Periode Janu;iri s.d Jvni 2016 ter1cai1 
masykan dan :s.Jtran dnri oese/'13 

?ers.tuiuan QeQU11 DKK No: 1582JM M 423 
OKK0 1-V111 .20 16 lanogal 23 AQU!;fu.s 2016 
een"ha1 Tiflda!s Lano.It Hasil S urvei Kepuasan 
Pengek>'1an S1dn Kabinet Ptnoc:foJ Januari 
s d Juri 20 16 ter'lca1I m:iisukan dan saran dari 
D!:S!rt• Jidana k:tb!ntt mtngan11 
o.navanoan 

Rekapitufa.si Su<a l Selitret3rU: Kab1net terkait 
Peny•mpa1an Atahan Ptes1den k.,pada KIL 
terkait Tahun 2016 

Rekapilulasi Sut3t S ekretaria1 Kablnel te rkait 
M han Pre.siden Tahun 20 15 (Qeput i 
Marit im) 

Rekapitulas. Malriks Arahan Presiden 
pada Rapa l T ert>atas dan Tindak Lanju t 

,(Tahun 2016) 

Rekapilulasi Matriks Arahan Presicfen 

saat Kunjungan Kerja (Tahun 20 16) 

Rapat Pembah3san SIAP 1 Juno 2016 



b . a. Standar pelayanan Lelah 
dimaklcmatkan pada se!uruh jenls 
petayanan 
b. Standar pe\ayanan telah 
d imQk.lumatkan pada sebagian besar jenis I NB/CID 
pelayanan 
c. Standar pelayanan telah 
dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis 

KEPSESKAP SOP.pd! Maklumat Pelayanan. 

10 

c !Penyempumaan Sistem Tieknologi lnformasi 
Dalam Mendukung E·Govemment 

MoU, Memo Oepmin ke Sask.ab dan dlsposis.i 
persetujuan 

Pembuatan Mak!umat Pelayanan Pubfik 

Rapat Pembahasan $ \AP 14 Juli 2016 

SIStem Triformasi Arahan Pre.siden 
(SIAP) dengan a lamat intranet 

1 http://app.i ntrane~ 

Penempatan server kerjci sam<1 denun BP 

Otorihs 8e1tam dalam rangka oenE'rnpat<1-n 

dan pengembannn kapasius server vang 
-.ud:1h ditem p;1;tk:i.n di B:aam rnelipu ti: 

1. Websit e Se tkab 

~ 

Penambaha n lcapasita s penyimp;m;m d.ai ~ 
memperb~.ar akses 

Mak.lumat Pelayanan ta nqgal 1 Juli 2 u 16 
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